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Sekilas Tentang Proyek 
Creating Spaces 

 
 
 
 
 
 
“Creating Spaces to Take Action on Violence Against Women and 
Girls” merupakan proyek yang mendapatkan dukungan dari GAC 
(Global Affairs Canada) melalui Oxfam Canada dengan tujuan 
Menciptakan Ruang untuk Mengambil Tindakan terhadap 
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan. Proyek ini 
berupaya mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak 
perempuan (VAWG) serta prevalensi perkawinan anak, dini dan 
paksa (CEFM) di Bangladesh, India, Indonesia, Pakistan, Filipina, dan 
Nepal.  
 
Sejalan dengan Rencana Strategis Oxfam (2013-2019) untuk 
mengurangi tingkat penerimaan sosial dan kasus kekerasan berbasis 
gender, Creating Spaces (CS) memiliki tiga fokus kunci utama. Tiga 
fokus kunci tersebut meliputi (1) kunci pencegahan – melibatkan  
aktor  masyarakat untuk mendukung dan mempromosikan norma 
gender yang positif; (2) kunci untuk merespons – mendukung 
penyintas perempuan dan anak perempuan korban kekerasan dan 
korban perkawinan anak agar mendapatkan layanan yang lebih baik; 
dan (3) kunci keberlanjutan – membangun   pengetahuan   dan   
kapasitas   lembaga   serta   aliansi   (jaringan) untuk memengaruhi 
perubahan kebijakan.  
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Dalam implementasi proyek CS, Oxfam di Indonesia bekerja sama 
dengan mitra lokal di empat provinsi, yaitu: 

1. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), wilayah kerja di lima 
kabupaten di Jawa Barat (Bogor, Sukabumi, Bandung, 
Indramayu, dan Cirebon).  

2. LBH APIK Sulawesi Selatan, wilayah kerja di dua kabupaten 
dan satu kota di Sulawesi Selatan (Gowa, Pangkep, dan 
Makassar). 

3. Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), wilayah kerja di tiga 
kabupaten di Jawa Timur (Blitar, Bojonegoro, dan 
Ponorogo). 

4. Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI), wilayah kerja di dua 
kabupaten di Nusa Tenggara Barat (Lombok Barat dan 
Lombok Utara).  

 
Hingga saat ini, CS telah berjalan lima tahun (April 2016 –Maret 2021) 
dan memasuki tahun keenam atau tahun perpanjangan waktu 
proyek (April 2021–Desember 2021). Secara garis besar, capaian 
proyek CS selama 5 tahun adalah:  

1. Meningkatnya komitmen tokoh-tokoh kunci yang mampu 
mempengaruhi regulasi hukum di tingkat desa, 
kabupaten/kota, dan nasional. Hal ini ditandai dengan 
keberhasilan advokasi yang dilakukan. Proyek ini telah 
berkontribusi pada penerbitan atau penyebarluasan 
kebijakan dan peraturan yang mendukung upaya 
pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap 
perempuan, anak perempuan dan pernikahan anak. Kerja 
keras mitra CS bersama jaringan dalam mengadvokasi 
kebijakan pemerintah Indonesia di tahun 2019 telah 
mengeluarkan 3 (tiga) peraturan dan kebijakan penting 
dalam upaya pencegahan perkawinan anak yaitu Undang-
Undang No. 16/2019 mengenai perubahan batas usia 
minimal menikah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki 
maupun perempuan, Peraturan Mahkamah Agung No. 
5/2019, dan Strategi Nasional Penghapusan Perkawinan 
Anak (Stranas PPA). Selain di tingkat nasional, kebijakan dan 
peraturan yang adil gender dan mendukung pencegahan 
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perkawinan anak telah muncul di berbagai wilayah proyek, 
mulai tingkat provinsi, kabupaten dan desa; 

2. Telah terjadi perubahan sikap dan tindakan para influencer 
menjadi lebih berkeadilan gender; 

3. Peningkatan pemahaman, keterampilan, dan keberanian 
bersuara bagi perempuan penyintas dalam rangka 
mengakses dan mendorong peningkatan berbagai 
pelayanan hukum dan pemenuhan hak atas identitas diri 
(akta nikah melalui itsbat nikah) dan akta kelahiran untuk 
anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan); 
dan 

4. Menguatnya praktik dan jaringan yang baik antara empat 
mitra CS dan jaringannya, kelompok perempuan, dan 
kelompok pemuda dalam menggunakan pengetahuan 
inovatif terkait pencegahan dan penanganan kekerasan 
terhadap perempuan, kekerasan anak dan perkawinan anak. 
 

Dalam perkembangannya, peraturan perundangan dan kebijakan 
yang dihasilkan tersebut nampaknya belum cukup membendung 
kenaikan angka perkawinan anak. Jumlah permohonan dispensasi 
kawin meningkat selama Januari-Juni 2020, sebagian besar 
permohonan dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama. Meskipun 
angka perkawinan anak akibat mekanisme dispensasi kawin 
meningkat cukup tajam di tahun 2020, banyak kisah sukses dan 
inisiatif pencegahan perkawinan anak yang dilakukan, baik oleh 
perorangan, kelompok masyarakat, kerja sama antar kelompok 
masyarakat, masyarakat dengan LSM, masyarakat dengan 
pemerintah, maupun kelompok masyarakat-LSM-Pemerintah; 
khususnya yang dilakukan oleh mitra dan penerima manfaat CS-
Indonesia di 13 kabupaten/kota wilayah proyek.  
 
Kisah-kisah perubahan, kisah sukses, dan inisiatif proyek Creating 
Spaces inilah yang ingin terdokumentasi dalam buku ini. Semoga 
buku ini dapat menjangkau khalayak yang lebih luas sehingga dapat 
menggugah pengetahuan, pemahaman, dan norma sosial 
masyarakat, terutama tentang perubahan batas usia minimal 
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menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Hingga pada akhirnya, 
penurunan perkawinan anak dapat terwujud. 
 
Pengelola proyek Creating Spaces Oxfam di Indonesia: 

• Siti Khoirun Ni'mah - Head of Programme Management. 
Email: snimah@oxfam.org.uk 

• Dini Anitasari Sabaniah - Project Manager of Creating 
Spaces. Email: DAnitasari@oxfam.org.uk 

• Bernadeta Gracia Lavitasari - Project Officer of Creating 
Spaces. Email: BLavitasari@oxfam.org.uk 

• Rachma Rahim - MEAL Officer of Creating Spaces. Email: 
RRahim@oxfam.org.uk 
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Kata Pengantar 
 
 
 
 
 
 
Tidak mudah memperjuangkan keadilan di muka bumi saat wajah 
perjuangan yang dibawa adalah wajah perempuan. Jelas diusung 
oleh segala bangsa yang merdeka bahwa hak seluruh manusia di 
dunia adalah sama. Ini diserukan dengan lantang dalam Deklarasi Hak 
Asasi Manusia pada tahun 1948 setelah perjalanan pahit dan penuh 
luka yang dialami dalam perang dunia. Ia pijakan dalam sejarah yang 
menyatukan berbagai negara, bangsa dan budaya untuk menjunjung 
komitmen terhadap hak yang sama bagi manusia tanpa terkecuali.  
Dalam perjalanan spiritual, sangat jelas bahwa ekspresi keimanan 
umat terhadap pencipta-Nya terwujud melalui keadilan. Adil 
terhadap perempuan. Adil terhadap kelompok rentan. Namun tetap 
saja, dalam ruang publik perempuan sering kali berada pada posisi 
kalah. Perjuangan R.A Kartini, HR Rasuna Said, Dewi Sartika, Cut Nyak 
Dhien, Rohana Kudus, dan serentetan pahlawan Indonesia masih 
terus berlanjut di tanah air sampai hari ini meski dunia kini sudah 
modern. 
 
Oxfam mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang telah 
menerbitkan 3 (tiga) aturan dan kebijakan penting mengenai 
Pencegahan Perkawinan Anak sejak tahun 2019, melalui UU 
No.16/2019, Peraturan Mahkamah Agung No. 5/2019 dan Strategi 
Nasional Penghapusan Perkawinan Anak (Stranas PPA).  Namun 
demikian, pandemi Covid-19 tak pelak memberikan tantangan  hebat  
untuk  mengimplementasikan  kebijakan  tersebut.  Menurut data 
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Direktorat Jenderal   Badan   Peradilan   Agama, pada Januari-Juni 
2020 permohonan dispensasi kawin meningkat 70% dari 2019 yaitu 
mencapai 34,000 kasus. Data ini menambah keprihatinan atas 
tingginya kasus Covid-19 di Indonesia. 
 
Dalam situasi  penuh  keprihatinan  tersebut,  benih-benih  harapan  
terus  bersemai  dari  kelompok perempuan dan anak perempuan di 
lapangan. Berbagai upaya dan inisiatif terus dilakukan baik oleh 
individu, komunitas, maupun kelompok masyarakat sipil bersama  
dengan  pemerintah daerah untuk  mencegah  perkawinan  anak  
terus  terjadi  di  lapangan. Sebagai  salah  satu  bentuk upaya   untuk   
terus menyemai harapan-harapan tersebut, Oxfam bersama  dengan 
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LBH APIK Sulawesi Selatan, 
Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Yayasan Tunas Alam  Indonesia  
(SANTAI) dan Konde.co menginisiasi penulisan buku yang  
mengangkat cerita-cerita yang dituliskan langsung oleh para agen 
perubahan. 
 
Buku ini dipersembahkan untuk menangkap perjuangan terhadap 
keadilan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan. Kisah yang 
ditangkap dari akar rumput dapat digunakan sebagai refleksi apakah 
keadilan sudah terwujud, dan apakah keberpihakan diberikan pada 
perempuan untuk terus berdaya dan berkarya, baik secara sosial, 
ekonomi maupun politik.  
 
Melalui buku ini, besar harapan untuk berbagi upaya-upaya dan 
kolaborasi luar biasa yang telah dilakukan oleh para agen perubahan 
dan seluruh pemangku kepentingan terkait yang mampu 
menciptakan ruang perbaikan di tengah masyarakat. Kompilasi cerita 
perubahan ini juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan 
inspirasi bagi gerakan serupa untuk tak kenal lelah mendorong upaya 
pencegahan perkawinan anak, hingga akhirnya penurunan angka 
perkawinan anak dapat benar-benar terwujud. 
 
Oxfam di Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada seluruh kontributor yang ikut serta dalam rangkaian 
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kegiatan peningkatan kapasitas yang telah menunjang lahirnya 
penulisan buku ini.   
 
Kami juga berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh 
Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Global Affairs Canada 
(GAC) yang telah menunjang upaya dan pencapaian yang telah diraih. 
Kemajuan dalam perjuangan keadilan bagi perempuan dan 
perlindungan terhadap anak perempuan dimungkinkan melalui 
proyek Creating Spaces (Ciptakan Ruang) yang dilakukan Oxfam di 
Indonesia bersama dengan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LBH 
APIK Sulawesi Selatan, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), dan 
Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) dan Konde.co.  Adapun 
tujuannya adalah menghentikan kekerasan terhadap perempuan, 
anak perempuan, dan perkawinan anak di Indonesia. 
 
Selamat menikmati buku ini,  semoga  membawa  harapan,  inspirasi  
dan gerakan  untuk  terus memperjuangkan keadilan bagi perempuan 
dan perlindungan bagi anak di Indonesia. Setiap dari kita punya 
pilihan dalam bersikap. Mari memilih untuk bertekad dan beraksi 
untuk perubahan. 
  
 
 
Salam, 
Maria Lauranti 
Country Director Oxfam di Indonesia 
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Perubahan-Perubahan 
Kadus Milenial (PPKM) 
Untuk Stop Perkawinan 
Anak 
 

 
Bekerja dengan para kepala dusun (kadus) 
millennial ternyata sangat menyenangkan. 
Dulu kami banyak ditolak untuk kampanye 
stop perkawinan anak. Namun setelah banyak 
berkomunikasi, ternyata para Kadus ini 
menyenangkan dan memberikan support yang 
besar. Komunikasi dan saling mengenal, 
mungkin itulah kuncinya. 
 
Sarmini 
 

 
Susah-susah gampang memang bekerja dengan para pemimpin 
dusun. Awalnya kami jarang sekali bicara, karena saya perempuan 
yang tak banyak berkiprah di desa dan tak banyak dilibatkan dalam 
acara-acara desa. Namun lama-lama kami saling kenal dengan para 
pengurus desa dan banyak bercerita.  

Posisi saya sebagai istri sekretaris desa mempercepat kedekatan 
kami. Tim SANTAI kemudian seperti membukakan kami ‘jalan’ untuk 
berdiskusi bersama, bahkan memberikan kami peluang untuk 
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berdialog langsung dengan para kepala dusun dan kepala desa 
sehingga suara kami didengar dan dapat dituangkan langsung dalam 
peraturan Desa (Perdes) Stop Perkawinan Anak. 

Berbekal dari data tentang banyaknya perkawinan anak yang 
diberikan desa, saya menjadi tahu bahwa perkawinan anak di desa 
kami ini masih banyak dilakukan disebabkan karena masih kentalnya 
adat dan aturan serta kurangnya pengetahuan tentang dampak-
dampak pernikahan anak di desa Taman Baru, Lombok.  

Banyaknya perkawinan ini secara tidak langsung mempengaruhi 
kehidupan masyarakat yang ada di desa Taman Baru. Hal ini bisa 
dilihat dengan adanya data yang menyebutkan perkawinan usia anak 
masih cukup tinggi. Ini juga menjadi pemicu berbagai masalah sosial 
di tengah masyarakat, mulai dari tingginya angka perceraian, 
kekerasan dan penelantaran anak 

Di Desa Taman Baru ini jumlah angka pernikahan anaknya tinggi di 
tahun 2013-2018: 

DUSUN TAHUN 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
GELUMPANG 2 1 1 1 1 1 
KELEP BARAT 0 1 2 2 8 2 
KELEP TENGAH 0 1 3 4 1 0 
BATU PUTIH 0 0 0 2 1 1 
TIMBAL 0 0 0 0 4 3 
PEMEGATAN 0 0 0 0 0 3 
ORONG SANDAT 0 0 4 3 4 0 
REPOK GAPUK 0 0 0 2 4 1 
EAT PACE 2 3 0 0 1 0 

  

Untuk meminimalisir jumlah perkawinan anak, di tahun 2018 kami 
kedatangan tim dari Organisasi SANTAI. Kami mendapatkan 
bimbingan tim SANTAI (Yayasan Tunas Alam Indonesia), di situlah 
kami pertama bertemu. Namun, kedatangan tim SANTAI ini banyak 
mendapat pertanyaan dan ditentang di awal mereka datang.  
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Saat itu, semua kepala dusun yang ada di Desa Taman Baru sangat 
enggan untuk bekerja sama dengan LSM SANTAI. Para kepala dusun 
mengira, jika kami bekerja sama dengan LSM, maka kegiatan mereka 
akan terkendala. Ini dikarenakan selama ini, LSM sudah dicap sebagai 
pencari kesalahan-kesalahan yang ada di desa. Sehingga, banyak 
sekali yang menolak kedatangan tim SANTAI.  

Tapi setelah Tim SANTAI menjelaskan tujuan mereka datang ke desa 
untuk membantu kami dalam memperkecil angka pernikahan anak 
yang ada di desa, saya dan kader-kader yang ada di desa 
menyampaikan kembali tujuan mereka ke kepala dusun dan staf desa 
setempat untuk memberikan kesempatan kepada tim SANTAI untuk 
berkegiatan. 

Kebetulan untuk tahun 2021 ini, suami saya menjadi sekretaris di 
Desa Taman Baru, sehingga saya ada kesempatan untuk berbincang-
bincang dan menyampaikan tujuan tim SANTAI. Sebulan diskusi 
dengan kepala desa, kepala dusun dan staf desa, tanggapan mereka 
masih takut-takut, sampai-sampai semua kepala dusun ketakutan 
dan tidak mau percaya dengan tim SANTAI. 

Tim SANTAI sepertinya tidak lelah berusaha. Mereka tetap datang 
dan memberikan masukan kepada kami, para perempuan tentang 
bagaimana menjadi pemimpin. Sebagai kader desa dan istri 
sekretaris desa, saya adalah orang yang sering bertemu dengan 
pengurus desa. Kami pun mulai sedikit berani berbicara tentang hak 
perempuan dan mulai mempengaruhi kepala dusun serta mulai 
memperkenalkan dampak-dampak pernikahan anak di desa kami.  

Di tahun 2019, semua kepala dusun sepakat bekerja sama dengan 
kami, para perempuan dan tim SANTAI untuk mencegah pernikahan 
anak. Pihak pengurus desa memberikan kami tempat untuk 
mensosialisasikan tentang dampak pernikahan anak melalui 
posyandu-posyandu dan sekolah-sekolah yang ada di desa.  

Kami kemudian juga memilih untuk lebih dekat dengan kepala dusun 
karena mereka adalah senjata nomor satu untuk memperkecil angka 
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pernikahan anak di desa, sehingga generasi penerus tidak “hilang” 
satu persatu.  

Desa Taman Baru terdiri dari 4.234 jiwa dan 1.370 kepala keluarga, 
angka pernikahan yang sangat tinggi menjadi motivasi kami bergerak 
untuk mensosialisasikan dampak-dampak pernikahan anak sampai 
saat ini. Sasaran sosialisasi kami yaitu sekolah-sekolah dan posyandu 
yang ada di desa. Setiap berkegiatan, kami tidak lupa mengajak 
kepala dusun dan kepala sekolah untuk ikut memberikan himbauan 
kepada masyarakat dan anak muridnya tentang Stop perkawinan 
anak. 

Kami akhirnya bisa bekerja sama dengan kepala dusun yang memiliki 
karakter yang berbeda-beda. Awalnya sulit juga komunikasi di antara 
kami, namun kami bisa menyatu dengan satu pendapat yang sama 
ketika membahas Perdes atau peraturan desa tentang perlindungan 
anak. Semua kepala dusun sepakat untuk memperkecil angka 
pernikahan anak yang ada di desa kami.  

Desa Taman Baru ini terdiri dari 10 dusun, inilah pengalaman kami 
memperjuangkan Stop perkawinan anak di desa bersama kepala-
kepala dusun muda atau milenial: 

 

 

Dok. Pribadi 
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1. Dusun Gelumpang  

Dusun Gelumpang  terdiri dari 59 kepala keluarga. Tingkat 
kesadaran mulai terlihat dari semua tokoh yang ada di dusun 
tersebut, ini bisa dilihat dari kerja sama untuk kegiatan 
sosialisasi dan kegiatan lainnya. Kepala dusun yang sangat 
welcome kepada kami dalam semua kegiatan ini karena 
kepala dusun adalah tokoh yang paling penting dalam 
menyampaikan saran untuk warganya.  

Kepala Dusun Gelumpang kemudian membantu untuk 
memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui 
posyandu dan di khotbah Jumat, karena ini adalah cara 
efektif yang dilakukan di dusun. Dalam rentang waktu tahun 
2019-2021, sekarang tidak ada lagi perkawinan anak di 
Dusun Gelumpang. 

2. Dusun Kelep Barat 

Dusun Kelep Barat terdiri dari 149 kepala keluarga dan 
penyumbang ke 2 untuk jumlah pernikahan anak. Kepala 
dusun yang ada di Kelep Barat mulai mempunyai kesadaran 
tentang pernikahan anak juga dengan memberikan 
penyuluhan di posyandu dan khotbah Jumat, sehingga 
sedikit demi sedikit warga yang dulu sangat kental dengan 
adat dan agama mulai menyadari pentingnya pendidikan 
dan kesehatan. 

Hal ini kemudian dibuktikan dengan berkurangnya angka 
pernikahan anak di dusun tersebut, yaitu yang dulunya di 
tahun 2013-2018 angka pernikahannya bisa sampai 15 
pasang, namun di tahun 2018 – 2021 hanya 2 pasang. 
Perubahan ini sangat membahagiakan kami.  
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3. Dusun Taman Sejati  

Dusun yang terdiri dari  penyumbang ke 2 untuk pernikahan 
anak ini, kepala dusun yang ada disini kemudian membuat 
kegiatan belajar di alam dengan kelompok remaja 
menggandeng KPPAD untuk membuat kelompok belajar dan 
sosialisasi di posyandu. Khotbah Jumat juga diselipkan 
tentang hak-hak anak dan beraneka ragam yang 
menyangkut tentang hak-hak dan kewajiban orang tua. 
Pernikahan di dusun ini di tahun 2016-2017 relatif tinggi 
yaitu mencapai 15 pasang, namun setelah pergantian kepala 
dusun dan ada Perdes ditahun 2018-2021, jumlah 
perkawinan anak menurun menjadi 1 pasang. 

4. Dusun Kelep Tengah 

Dusun Kelep Tengah pernikahan di tahun 2016-2017 
mencapai 9 pasang, namun setelah kepala dusun, maka di 
tahun 2018-2019  terdapat 4 pasang dibelas dan 1 pasangan 
yang tidak bisa dibelas.  

5. Dusun Eat Pace 

Di dusun ini kepala dusun memiliki sifat yang tegas sehingga 
disegani oleh masyarakat. Kepala dusun ini juga sudah mulai 
ikut mensosialisasikan tentang Stop Pernikahan Anak 
bekerja sama dengan KPPAD dan pendamping PKH. Setiap 
pendamping mengadakan sosialisasi ke keluarga untuk 
penerima manfaat dan memberikan materi tentang hak-hak 
anak dan cara mendidik anak. 

Angka pernikahan di Dusun Eat Pace ini di tahun 2016-2017 
menyumbang sampai 8 pasang di tahun 2013-2018, namun 
setelah KPPAD sering melakukan sosialisasi dan merekrut 
anak menjadi anggota forum anak,  maka anak-anak Dusun 
Eat Pace menjadi pelopor.  
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6. Dusun Repok Gapuk 

Kepala Dusun Repok Gapuk sebenarnya termasuk orang 
yang sedikit sulit didekati, dikarenakan kepala dusun adalah 
tipe Kadus yang masih kental dengan adat dan undang-
undang perkawinan yang belum direvisi, yaitu dengan batas 
usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 
tahun. 

Namun setelah terbitnya undang terbaru Undang-Undang 
No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang 
diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK), beliau mulai bisa 
diajak bekerja sama untuk mensosialisasikan tentang 
dampak-dampak pernikahan anak dan UU pernikahan anak. 

Sejak ada revisi UU tersebut, Kadus Repok Gapuk selalu sigap 
menghubungi kami jika ada pernikahan anak sampai 
sekarang. Pernikahan anak di dusun tersebut hanya ada 1 
pasang, yang sebelumnya di tahun 2013-2018 terdapat 6 
pasang 

7. Dusun Batu Putih 

Kepala Dusun Batu Putih merupakan kepala dusun yang 
muda dan energik dalam bekerja. Kepala dusun ini sangat 
membantu kami dalam melakukan tugas kami, karena beliau 
juga ikut dalam KPPAD yang ada di desa sehingga kami 
sangat mudah dalam bekerja sama dengan beliau.  

Di dusun itu pula, kelompok belajar tahfidz qur’an 
digalakkan sebagai aktivitas yang bermanfaat bagi anak-
anak muda.  
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8. Dusun Timbal  

Dusun Timbal termasuk dusun penyumbang perkawinan 
anak yang cukup besar dikarenakan di sana masih banyak 
anak yang putus sekolah dan keluarga yang masih belum 
paham tentang keluarga berencana, sehingga dusun 
tersebut kemudian dijadikan kampung KB.  

Setelah pemilihan kepala dusun di tahun 2019, dusun 
tersebut memiliki  banyak perubahan, di antaranya adalah 
kesadaran dari kepala dusun yang mau bekerja sama untuk 
memperkecil angka pernikahan anak. Sampai di tahun 2021, 
hanya terjadi 1 pasang pernikahan anak. 

9. Dusun Pemegatan 

Kepala dusun Pemegatan adalah sosok yang sangat baik dan 
tegas, setiap kegiatan beliau tidak pernah absen karena 
beliau mulai sadar tentang dampak pernikahan anak. 
Pengaruh beliau sangat besar dalam kemajuan dusun dan 
desa. Beliau juga termasuk Kadus terpilih di tahun 2019 
sehingga sangat mudah diajak bekerja sama untuk 
pencegahan pernikahan anak.  

10. Dusun Orong Sandat 

Dusun ini terdiri dari 70 kepala keluarga yang memiliki 
kepala dusun yang agamis. Awalnya, beliau agak sulit untuk 
diajak berkegiatan sekaligus bekerja sama untuk 
pencegahan pernikahan anak, ini disebabkan karena beliau 
masih berpegang teguh dengan agama yang memberikan 
ruang pada perkawinan anak.  

Tapi lambat-laun, keberpihakannya pada kami bisa 
dirasakan pada saat kami melakukan pembelasan di dusun 
tetangga. Perubahan itu berupa dukungan untuk pasangan 
tersebut untuk  di belas (dipisah). Dibelas atau pembelasan 
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adalah proses pemisahan pengantin agar tidak terjadi 
pernikahan. 

Dukungan untuk melakukan belas diberikan dengan ikut 
andil dalam pembelasan tersebut. Ini merupakan suatu 
perubahan yang sangat membanggakan dikarenakan beliau 
sudah mulai sadar dengan masa depan anak-anak yang ada 
di desa. 

Beliau berpendapat bahwa pernikahan anak ini sangat 
menyulitkan untuk mengurus administrasinya dikarenakan 
sekarang ini untuk persyaratan pernikahan, pengantin harus 
memiliki umur 19 tahun. 

Setelah perubahan-perubahan yang terjadi di kepala dusun masing-
masing dan sosialisasi yang sering kami lakukan, maka sedikit demi 
sedikit masyarakat mulai menerima dan ikut mendukung gerakan 
kami. 

Dengan demikian, harapan terbesar dari kelompok gerakan 
pencegahan Stop pernikahan anak terus dilaksanakan dan dapat 
menjadi sebuah pembelajaran di dalam masyarakat.  

 

Sarmini, S.Pd. 
 

Lahir pada 13 mei 1990. Bekerja sebagai kader PKK, kader posyandu dan guru 
PAUD. Terlibat dalam KPPAD di Desa Taman Baru, kader dampingan SANTAI. 

 
 
 
 
 
 

  



Menikah di Atas 19 10 

  



Cerita Kemenangan Stop Perkawinan Anak 

11 

 
 
 

Paham Hak Perempuan 
dan Feminisme Itu 
Keren! 

 
 

Beberapa orang sepertinya masih alergi 
dengan kata feminisme. Padahal feminisme 
sejatinya adalah sebuah gerakan dan ideologi 
yang memperjuangkan kesetaraan bagi 
perempuan dalam politik, ekonomi, budaya, 
ruang pribadi dan ruang publik. Setelah ikut 
program Creating Space, saya merasakan arti 
perjuangan feminisme itu keren. 
 
Rezki Liana Putri 

 
 

Feminisme. Masih banyak orang beranggapan, bahwa feminisme 
adalah sesuatu yang tak lazim dibicarakan. Padahal sebetulnya, aku 
sudah tertarik dengan feminisme sejak lama, tepatnya di tahun 2019. 

Semua itu berawal dari tahun 2018. Aku yang saat itu menjadi Korps 
Sukarela (KSR) Palang Merah Indonesia/ PMI Kabupaten Blitar. 
Waktu itu, aku diminta untuk menghadiri undangan dari Dinas 
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Blitar. 
Kegiatannya berupa sosialisasi dari Yayasan Kesehatan Perempuan 
(YKP) terkait perkawinan anak. 
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Aku berpikir sosialisasi itu tidak akan ada kelanjutannya, tapi ternyata 
tidak. Beberapa waktu kemudian aku diminta lagi untuk menghadiri 
pelatihan selama 4 hari yang juga diadakan oleh Yayasan Kesehatan 
Perempuan. 

Karena aku tidak pernah mendengar isu perempuan dan anak 
sebelumnya, jadi aku sangat tertarik dan antusias mengikuti 
pelatihan tersebut karena ingin tahu sebenarnya apa saja yang bisa 
aku pelajari dari isu ini? 

Setelah selesai pelatihan, terbentuklah suatu kelompok anak muda 
sebagai kelompok dampingan Yayasan Kesehatan Perempuan di 
daerah, namanya Relawan Pemuda Peduli Perempuan dan Anak atau 
kami sering menyebutnya dengan RP3A. 

Di akhir tahun 2018 itu lalu aku mendapat kesempatan untuk 
bergabung secara resmi dengan Yayasan Kesehatan Perempuan 
dalam program Creating Spaces. Kegiatan demi kegiatan pun aku 
ikuti sampai pada kegiatan di awal tahun 2020, salah satunya yaitu 
pelatihan menulis yang diadakan Oxfam di Bogor. Dari situ aku 
bertemu orang-orang hebat dan keren, karena di situlah aku 
mendapat banyak sekali informasi tentang apa itu feminisme  

Pelan-pelan aku mencoba memahami pengetahuan soal feminisme 
ini, aku memulainya dengan mem-follow akun-akun grup feminis, 
berusaha menerima hal-hal baru meskipun berbeda dengan 
pemahamanku selama ini. Wajar saja, 22 tahun aku tumbuh dengan 
budaya patriarki yang sudah sangat mengakar kuat di keluargaku dan 
lingkunganku selama ini.  

Contohnya saja saudara-saudaraku selalu bilang kalau aku sebagai 
perempuan harus belajar memasak karena nantinya akan menjadi 
seorang istri. Selain itu tradisi menanyakan kapan menikah selalu saja 
aku dengar setiap kali aku bertemu keluarga besar. Bukan hanya itu 
saja, ketika ada berita yang beredar kalau ada anak perempuan hamil 
pasti langsung di salahkan dan di cap sebagai perempuan nakal, itu 
semua sering aku lihat di lingkunganku. 
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Dari situ aku jadi tahu bahwa menjadi feminis itu keren, aku bisa lebih 
berkuasa penuh atas diriku. Walau kenyataannya untuk sampai ke 
sana, kita harus memperjuangkannya. 

Aku juga pernah bertemu orang, dan dia bilang “Jangan terlalu idealis 
sok-sokan jadi feminis, teriak-teriak tidak jelas, kamu belum kaya, 
nanti susah loh, cari kerja nggak ada orang yang mau terima 
perempuan seperti kamu.” 

Dengan sengit aku menjawab, “Aku nggak akan bekerja di tempat 
orang-orang yang nggak paham konsep gender kok,” aku berkata 
begitu sambil tersenyum sinis. 

Semakin aku mendefinisikan diriku sebagai feminis, semakin sakit 
rasanya karena banyak sekali yang harus diperjuangkan. Seperti 
setiap kali ngobrol dengan orang, selalu ada saja yang mengusik 
“ketenanganku”, misalnya ada yang tiba-tiba membahas hal-hal yang 
cukup sensitif seperti isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender 
(LGBT), aborsi, poligami dan dalil-dalil agama yang seakan 
menyudutkanku. Setelah banyak berdiskusi tentang topik-topik itu, 
aku kemudian banyak di cap sebagai orang yang menyalahi kodrat, 
orang yang tak punya sopan-santun, dan masih banyak lagi. 

Dok. Pribadi 
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Masih ada lagi pengalamanku untuk memperjuangkan feminisme. 
Beberapa tahun lalu aku ikut meramaikan aksi menuntut Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengesahkan Rancangan 
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Aku dan 
teman-teman turun ke jalan melakukan aksi menyampaikan tuntutan 
kami. Waktu itu karena bukan hari libur aku meninggalkan kelas 
untuk ikut aksi. Namun siapa sangka keesokan harinya ketika aku 
mengikuti kelas, dosen yang sedang mengajar tiba-tiba mendatangi 
ku dan bertanya: 

“Mbak, kemaren ikutan demo ya, sampai nggak ikut kelas.” 

Ya aku jawab, “karena saya merasa perlu turun aksi pak, saya juga 
tidak memakai atribut kampus jadi, ya, tidak apa-apa.” 

Tidak berhenti sampai di situ, aku juga banyak sekali menerima 
hujatan. Dikatain sok pinter lah, cuma bisanya ikut-ikutan yang lagi 
rame aja. Dan itu pernah bener-bener membuat aku mau jatuh. 
Semakin vocal semakin aku tak punya teman. Ternyata berjuang 
menjadi feminis se-melelahkan ini ya? 

Tantangan lainnya adalah menemukan teman yang bisa kuajak bicara 
atas perjuangan ini. Namun bukan hanya karena aku belum 
menemukan teman berjuang yang baik lalu aku berhenti, tidak 
seperti itu, aku akan terus meningkatkan kapasitas diri, menambah 
informasi dan memperluas jaringan dengan harapan aku dapat 
berkolaborasi dengan teman-teman yang juga punya tujuan sama. 

Dan sekarang, aku sangat tidak percaya bisa sampai pada titik ini. 
Sekarang aku dapat menunjukkan bahwa aku tidak hanya sok pintar 
dan ikut-ikutan, Creating Spaces benar-benar banyak membawa 
manfaat untukku. Yang dulunya aku tidak tahu apa-apa soal isu 
perempuan, sekarang aku sering menjadi pembicara dengan 
membawa isu perempuan dan anak. Tidak dapat dipungkiri 
semuanya tentangku dan feminisme ada andil besar dari prosesku 
mengikuti program ini.  Aku benar-benar senang atas pencapaian ini. 
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Pencapaian lain yang aku banggakan adalah, aku menjadi relawan 
Pemuda Peduli Perempuan dan Anak (RP3A) yang aku ceritakan di 
awal tadi. 

Aku tinggal di kota yang sangat minim organisasi yang concern di isu 
perempuan, sehingga dengan adanya RP3A, aku dan teman-teman 
punya tanggung jawab besar untuk menyebarluaskan informasi 
kepada masyarakat terkait isu perempuan dan anak. Selama ini 
Relawan Pemuda Peduli Perempuan dan Anak (RP3A) telah menjadi 
teman bergerak dan satu-satunya harapan untuk aku agar dapat 
terus berjuang bersama menyuarakan isu-isu perempuan dan anak di 
kotaku. 

Perjalananku dengan Relawan Pemuda Peduli Perempuan dan Anak 
(RP3A) tidak selalu mulus, kami juga banyak mengalami penolakan 
karena isu yang kami bawa. Perdebatan yang sering terjadi ketika 
kami menyasar ke sekolah-sekolah adalah ketika kami menampilkan 
data soal kekerasan. Hal lain, masalah pakaian yang aku rasa sudah 
selesai, ternyata masih ada saja yang mempermasalahkan.  

Beberapa waktu ini sekitar bulan Juni 2021, aku berkesempatan 
menyapa teman-teman siswa-siswi di beberapa sekolah di 
kabupaten Blitar, terkait sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap 
perempuan, anak perempuan dan perkawinan anak (KTPAP & PA). Di 
salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri, di momen pemaparan 
data kasus kekerasan seksual, ada salah satu peserta remaja laki-laki 
mengacungkan tangan dan izin berbicara menyampaikan 
pendapatnya. 

Dia bilang seperti ini, "begini Mbak, saya mau cerita, saya pernah 
bekerja di kafe. Setiap melihat pengunjung perempuan yang datang 
ke kafe, saya itu ada perasaan yang gimana gitu Mbak, tapi saya 
masih bisa tahan. Ketika ada pengunjung perempuan yang 
berpakaian mini saya nggak bisa tahan Mbak, saya rasa jika pakaian 
tidak ada kaitannya dengan kekerasan seksual, itu saya tidak setuju 
karena pada kenyataannya laki-laki itu lebih bisa menahan jika 
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perempuannya menutup aurat, dan yang masih menutup aurat saja 
masih bisa dilecehkan, apalagi yang berpakaian mini.” 

Lalu ada temannya yang menyahut begini, "Itu data yang berjilbab 
banyak yang terkena pelecehan, mungkin saja misalkan kalau di 
sekolah dia pakai kerudung tapi kalau di rumah berpakaian mini, jadi 
terkena pelecehan." 

Hal-hal seperti ini masih sering membuat saya syok luar biasa. 
Namun, aku dan teman-teman tidak mau hanya terfokus dengan hal-
hal yang menjadi penghambat perjalanan kami karena kami memang 
mesti sabar menghadapi ini, itulah tantangan kami sekarang ini. 

Saat ini Relawan Pemuda Peduli Perempuan dan Anak (RP3A) melalui 
program Creating Spaces telah melahirkan banyak anak muda yang 
peduli terkait isu perempuan dan anak. Awal aku bertemu teman-
teman, mereka belum tahu sama sekali dengan isu perempuan dan 
anak. Namun seiring berjalannya waktu, kami sering mengadakan 
diskusi santai membahas terkait kesetaraan gender, kekerasan 
terhadap perempuan, perkawinan anak dan isu perempuan yang lain 
yang membuat teman-teman juga semakin banyak berbicara secara 
vokal terkait Stop kesetaraan. 

Akhir-akhir ini aku juga sering diminta untuk membantu 
menyelesaikan kasus terkait kasus kekerasan seksual, kekerasan 
dalam pacaran, kehamilan tidak diinginkan (KTD), praktik perkawinan 
anak dan lain-lain. Aku senang karena aku mulai dipercaya untuk 
mendengar cerita mereka dan itu artinya orang-orang di sekitarku 
sudah mulai aware dengan hal itu. 

Meskipun aku belum berkapasitas untuk melakukan pendampingan, 
namun aku bisa memberikan informasi ke lembaga mana kasus 
tersebut dapat dirujuk. Hal itu menunjukkan betapa luar biasanya 
aku dapat berjejaring dengan orang-orang hebat di sekitarku seperti 
para korban. 
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Pertemuanku dengan Yayasan Kesehatan Perempuan yang kukira 
hanya sebatas program, ternyata sangat jauh dari apa yang aku 
pikirkan. Creating Spaces membuatku punya banyak relasi, berani 
menjadi diri sendiri dan tidak takut di maki-maki karena tak sama 
memandang sesuatu dengan yang lain. Aku merasa punya ruang, 
kesempatan untuk bersuara dan meningkatkan kapasitas diri.   

Ternyata, menjadi feminis tidak sekadar agar terlihat keren saja. 
Lebih dari itu menjadi feminis merupakan bentuk keberhasilanku 
mengubah pemahaman diri dari patriarki menjadi gender equality. 

 

Rezki Liana Putri 

Usiaku 22 tahun. Aku seorang mahasiswi ilmu komunikasi di salah satu 
universitas di Indonesia. Aku tergabung di yayasan Kesehatan Perempuan dan 
menjadi aktivis HKSR. Aku juga aktif melakukan advokasi pencegahan 
kekerasan terhadap perempuan, anak perempuan dan perkawinan anak di 
daerah. Aku juga mengelola akun media sosial untuk wadah anak muda yang 
bernama @youthvoice_. 
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Laki-Laki Bicara Isu 
Perempuan dan 
Membuat Perubahan 

 
 

Perempuan bicara tentang perempuan itu 
sudah biasa. Tapi, bagaimana jika laki-laki 
yang bicara tentang perempuan? Pasti menarik 
ya. Inilah kisah Agus Ari Afandi, laki-laki yang 
memperjuangkan hak-hak perempuan. Ia 
belajar dan mengajar, menggerakkan ruang-
ruang diskusi dan membuat perubahan. 
 
Rismawati 

 
 
Semua itu berawal dari tahun 2019. Sekitar bulan Februari, ada 
pelatihan keterlibatan dan peran laki-laki dalam upaya pencegahan 
kekerasan terhadap perempuan, anak perempuan dan perkawinan 
anak (KTPAP dan PA) yang diadakan oleh Yayasan Kesehatan 
Perempuan (YKP) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten 
Bojonegoro (Pemkab Bojonegoro) melalui Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas 
P3AKB). 

Dialah Agus Ari Afandi (46) yang akrab disapa Ari, seorang Dosen 
Psikologi di salah satu kampus kesehatan di Kabupaten Bojonegoro, 
Jawa Timur.  Hampir 15 tahun, Ia menjadi pengajar yang sering kali 
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bertemu dengan berbagai karakter mahasiswa dan latar belakang 
kehidupannya. 

Di tengah kondisi masyarakat yang masih kental dengan budaya 
patriarki, laki-laki acapkali masih dianggap tabu untuk mengurusi 
atau lantang bicara soal hak-hak perempuan. Mulai dari anggapan 
‘menye-menye’ ataupun dianggap melangkahi kodrat dengan 
memperjuangkan hak yang setara bagi perempuan. Padahal jelas, 
pemikiran itu salah kaprah. Hal inilah, yang menjadi misi Ari: ingin 
membicarakan isu perempuan dengan lebih adil. 

Baginya, laki-laki bicara soal isu perempuan ya memang karena 
perjuangan kesetaraan dan adil gender itu tidak memandang jenis 
kelamin. Dari situlah, Ari memutuskan untuk mengambil perannya, 
laki-laki yang berani bicara tentang isu perempuan dan perlindungan 
atas perkawinan anak. 

“Sebenarnya kalau membahas tentang peran laki-laki dalam 
menyuarakan isu perempuan, yang sering kali jadi pertanyaan adalah 
kita harus memulai dari mana?,” ujar Ari pada saya dalam suatu 
kesempatan pekan lalu. 

Ari bercerita, lingkungan patriarkis memang seolah telah membentuk 
‘tembok penyekat’ yang memisahkan antara urusan laki-laki dan 
perempuan. Maka dari itu, saat laki-laki menyuarakan isu 
perempuan, banyak di antaranya yang skeptis dan kebingungan: 
sebab selama ini sudah sedemikian rupa masyarakat patriarkis 
membagi peran-peran yang tidak adil gender. 

Sekat-sekat perjuangan perempuan yang masih jadi beban oleh 
perempuan juga ini, salah satunya diungkap oleh Direktur YKP Nanda 
Dwinta Sari. Dia mengakui, selama ini masih banyak pelatihan yang 
membahas tentang kekerasan perempuan, kesetaraan gender, 
pencegahan perkawinan anak, yang para peserta dan pembicaranya 
hanya melibatkan perempuan saja. 
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Padahal isu kekerasan terhadap perempuan dan anak ini semestinya 
memang bukan hanya isu perempuan saja, melainkan isu semua 
orang. Jadi, laki-laki juga berhak untuk ambil bagian dalam bersuara 
dan ikut serta dalam perjuangan. 

 

Sebagai contoh, Ari menyebut masih banyak anggapan yang beredar 
di tengah masyarakat, bahwa kesehatan reproduksi adalah sebatas 
perkara perempuan. Sehingga dampaknya, peran laki-laki menjadi 
begitu minim. Maka dari itu, perlu adanya cara-cara lebih efektif 
untuk memacu keterlibatan laki-laki dalam hal ini. Laki-laki yang 
belum memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang 
komprehensif pun, bisa saling belajar dan mengubah pandangan. 

“Bagaimana laki-laki juga bisa berperan dalam mencegah terjadinya 
kekerasan, menyampaikan informasi kesehatan reproduksi, dan 
mencegah perkawinan anak. Seorang laki-laki sangat punya privilege 
untuk tidak menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur (19 
tahun). Dia punya kebijakan penuh di keluarganya,” terang Ari. 

Dok. Pribadi 
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Ari dengan latar belakang keilmuan psikologi dan berada di kampus 
kesehatan itu, juga mempunyai pengaruh dan kontribusi aktif 
menginformasikan ke lingkungan akademis hingga masyarakat luas 
terkait pentingnya informasi Kesehatan reproduksi pencegahan 
perkawinan anak. 

Tantangan dalam Kampanye Isu Perempuan 

“Gender diartikan sebagai perbedaan peran, atribut, sifat, sikap dan 
perilaku yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kata gender 
dapat diartikan pula sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat 
serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang 
berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki,” 
begitulah, penjelasan Ari kepada para peserta diskusi saat ia menjadi 
fasilitator. 

Meski sudah diterangkan dengan lugas, konsep itu tidak begitu saja 
dapat diterima di tengah masyarakat. Misalnya saja, saat momen 
pertemuan dialog bersama yang dihadiri berbagai kelompok 
masyarakat di Desa Pejok Kecamatan Kedungadem, Ari hampir 
kewalahan menjawab pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang 
tidak setuju dengan konsep gender tersebut. 

Paling menarik adalah ketika seorang bapak-bapak paruh baya 
bertanya, “Wanita itu kodratnya wani di tata jika dalam bahasa 
Indonesia artinya berani ditata. Berarti perempuan harus manut 
dengan laki-laki. Itu bagaimana menurut Pak Ari?” 

Menurut Ari, memulai praktik baru seperti mendengarkan pendapat 
perempuan, menanyakan kepada anak ingin makan apa adalah 
langkah mudah untuk memberikan hak pada orang lain dalam 
menyuarakan pendapatnya, tidak terkecuali perempuan. Dalam 
relasi rumah tangga pun misalnya, tidak semua pekerjaan rumah 
hanya istri yang mengerjakan. Mulai menyapu, mencuci, 
membersihkan kamar mandi, membimbing anak belajar dan masih 
banyak pekerjaan rumah tangga lain yang tidak seharusnya hanya 
dikerjakan oleh perempuan semua. 
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Dengan begitu, menurut Ari, kita bisa perlahan bisa 
menormalisasikan pekerjaan domestik adalah keterampilan hidup 
yang bisa dibagi tugasnya antara suami dan istri. Sehingga, laki-laki 
juga bisa mengerjakannya dan tidak harus perempuan. 

Sementara, menanggapi istilah wanita wani ditata, Ari menegaskan 
bahwa seharusnya, bukan berarti semua tindakan perempuan harus 
laki-laki yang mengatur. Perempuan juga semestinya mempunyai hak 
yang setara. Mereka berhak menentukan pilihannya, mau pakai baju 
apa, mau makan apa, mau bekerja apa. Jika laki-laki tidak berhak 
mendikte sepenuhnya. 

Semangat Belajar 

Dalam perjuangan menyuarakan isu perempuan dan pencegahan 
perkawinan anak, tentu banyak pihak yang saling mendorong dan 
membantu untuk saling terlibat. Itu yang dirasakan oleh Ari ketika ia 
mengadakan sosialisasi bersama Komunitas Peduli Perempuan dan 
Anak Bojonegoro (KP2AB). KP2AB di salah satu desa di Kecamatan 
Kapas. Merasa belum cukup ahli dalam materi kesehatan reproduksi 
dirinya meminta bantuan kepada teman sejawatnya sesama Dosen 
untuk memberikan materi. Ini adalah suntikan semangat untuk 
belajar lagi. 

Keluar dari zona nyaman adalah langkah awal yang cukup tepat. 
Bukan berarti menjadi Dosen itu tidak nyaman, namun Ari menyadari 
sepenuhnya bahwa tugasnya selain menjadi tenaga pendidik atau 
pengajar, juga mempunyai fungsi pemberdayaan masyarakat yang 
harus ia penuhi. 

Salah seorang mahasiswi, Idatul (20) mengungkapkan, sosok Ari 
adalah Dosen yang asik dan sangat enjoy dalam menjelaskan materi 
yang disampaikan. Dia belajar banyak hal kepada Ari utamanya 
terkait permasalahan sosial yang banyak dialami oleh lingkungan 
sekitar. Salah satunya, perkawinan anak.  
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“Saya awalnya kaget saat mengikuti materi sosialisasi perkawinan 
anak yang disampaikan oleh Mr. Ari. Ternyata penyebabnya cukup 
kompleks, salah satunya ya pemahaman kita tentang kesehatan 
reproduksi dan kematangan secara psikologi juga. Selama ini, banyak 
masyarakat yang mengira menikah muda itu enak, padahal belum 
tahu dampak negatifnya jauh lebih banyak daripada hanya 
memikirkan kesenangan sesaat saja. Ekonomi belum cukup, emosi 
belum stabil jadi rawan terjadi perceraian,” ujar Idatul.   

 

Bahkan baru-baru ini, kegiatan sosialisasi di sekolah tingkat 
menengah pertama dan menengah atas yang bertajuk KP2AB Goes 
To School juga sukses dilaksanakan. Sebuah kegiatan yang dirancang 
Ari bersama Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Bojonegoro 
(KP2AB) yang beranggotakan laki-laki dari berbagai organisasi dan 
latar belakang, namun punya visi yang sama. Yakni mencegah terjadi 
kekerasan dan perkawinan anak. Tentu, antusias peserta yang luar 

Dok. Pribadi 
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biasa menjadi booster yang menambah semangat di kegiatan 
selanjutnya. 

“Bergabung bersama YKP dan KP2AB menjadi hal yang baik untuk 
menambah jangkauan saya dalam menyebarkan informasi kesehatan 
termasuk pencegahan kekerasan dan perkawinan anak,” kata Ari 
belum lama ini kepada saya. 

Membuka ruang diskusi dan belajar bersama komunitas YKP dan 
KP2AB ini, bisa mendorong saya mengajak laki-laki sejawat untuk 
membahas isu perempuan. Sehingga, pembicaraan soal hak-hak 
perempuan bukan hal eksklusif dan mudah untuk dibawa di lingkaran 
pertemanan laki-laki. 

 

Rismawati 

Asli Bojonegoro yang lahir pada tahun 1993. Dia saat ini aktif sebagai Project 
Officer YKP di Kab. Bojonegoro, LSM Pita Merah, LPA Bojonegoro (Lembaga 
Perlindungan Anak). 
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Berhasil Turunkan Angka 
Perkawinan Anak, 
SANTAI Gunakan 
Kearifan Lokal  

 
 

Tradisi melarikan anak perempuan buat 
sebagian tokoh agama dan adat, dinilai tidak 
bertentangan dengan ajaran agama. 
Dampaknya adalah terjadinya perkawinan 
anak yang merugikan perempuan. SANTAI 
punya cara jitu untuk mencegahnya. 
 
Suharti  

 
 
Fina, remaja Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong Tengah, 
Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat bahagia karena bisa membantu 
remaja seusianya untuk tidak menikah.  

Pengurus Forum Anak Desa Taman Baru ini aktif dalam tradisi 
pembelasan atau memisahkan perempuan di bawah 18 tahun yang 
dilarikan agar tak menikah. Kejadiannya terjadi pada 15 Februari 
2021.  
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Fina bercerita, ia menemukan banyak rintangan untuk memisahkan 
anak perempuan dari calon suaminya. Keluarga yang tidak mengerti 
dampak buruk pernikahan anak kerap menjadi batu sandungan. 

Dia hanya berharap remaja seperti dirinya tidak terjebak dalam 
pernikahan anak yang banyak merugikan perempuan. Dia ingin lebih 
banyak anak-anak perempuan bisa sekolah. “Senang melihat teman 
saya bisa melanjutkan belajar di pondok pesantren,” kata Fina di 
Lombok pada 14 Agustus 2021.  

Hambatan memisahkan anak perempuan dari kawin lari juga Yayasan 
Tunas Alam Indonesia atau SANTAI alami dalam dua tahun terakhir. 
Pegiat SANTAI bersama pemerintah desa mendapatkan penolakan 
dari keluarga. 

Orang tua perempuan bersikeras agar anaknya menikah. Sebagian 
tidak mau mendengarkan saran dan nasehat tentang dampak buruk 
perkawinan anak. Mereka beralasan itu aib bagi keluarga, takut 
mendapatkan teror dan stigma buruk dari masyarakat. 

Sebagian masyarakat Nusa Tenggara Barat/ NTB menganggap 
perkawinan anak bisa menjauhi zina. Selain itu, sebagian orang 
melabeli anak perempuan yang tidak menikah itu tidak cantik dan 
tidak laku. 

Sebagian tokoh masyarakat memperkuat pandangan itu sehingga 
menyumbang tingginya angka perkawinan usia anak. Masyarakat 
berpandangan perempuan dan laki-laki yang sudah masuk usia akil 
balig, ditandai dengan menstruasi dan mimpi basah sudah pantas 
menikah. 

Orang tua juga merasa sudah selesai bertugas bila berhasil 
menikahkan anak pada usia muda. Pandangan ini menguatkan 
perkawinan anak. Sebagian kalangan muda Sasak beranggapan 
tradisi merarik di Lombok menyumbang  tingginya angka perkawinan 
anak. 



Cerita Kemenangan Stop Perkawinan Anak 

29 

Merarik adalah ritual perkawinan yang diawali dengan melarikan 
seorang perempuan yang akan dijadikan istri. Tradisi menculik ini 
tidak memuat aturan tentang umur yang boleh dilarikan. Anak 
perempuan dan laki-laki yang sudah akil baligh berhak menjalankan 
tradisi itu. 

Tradisi, pemahaman agama yang minim, kesenjangan gender, dan 
rendahnya pemahaman tentang hak perempuan dan anak membuat 
perkawinan anak marak. Sekretaris Desa Sekoteng Tengah, Rasid 
menyebutkan mencegah perkawinan usia anak dan kekerasan 
terhadap perempuan di Desa Sekotong Tengah membutuhkan 
perhatian serius dan kerja sama lintas sektor. 

SANTAI menyambut baik perhatian perangkat desa itu dengan 
menyediakan ruang untuk tokoh-tokoh desa mempromosikan 
gerakan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
Mereka juga turut serta menghentikan praktik perkawinan anak. 

Sejak 2017, mereka membangun jaringan kerja dengan organisasi 
masyarakat sipil, organisasi pemerintah daerah untuk mengubah 
situasi itu. Menjalankan program di empat desa, SANTAI melibatkan 
beragam kalangan untuk mencegah perkawinan anak. Mereka 
menamakan programnya sebagai menciptakan ruang. 

Mereka yang terlibat yakni anak muda, perempuan, aparat desa, 
tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Empat desa itu 
tersebar di Taman Baru dan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok 
Barat. Ada juga Desa Singar Penjalin dan Medana Lombok Utara. 

Berbagai aktivitas telah dilakukan dengan melibatkan anak-anak, 
kelompok muda, perempuan, aparatur desa, tokoh agama, Tokoh 
Adat, Tokoh Masyarakat, Guru, Organisasi Masyarakat Sipil, 
organisasi perangkat daerah, dan akademisi. 

Mereka melakukan pemetaan sosial, menemukan aktor-aktor kunci 
yang ada di desa, mendekati pemerintah desa, dan tokoh. Kemudian 
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menyamakan cara pandang tentang isu perkawinan anak, 
perempuan dan kekerasan terhadap perempuan. 

Setelah itu, mereka memberikan penguatan kapasitas melalui 
pelatihan dan lokakarya. Tim SANTAI mendampingi anak, pemuda, 
dan perempuan. Mereka berdiskusi secara intens dengan tokoh kunci 
desa dan melobi pemerintah kecamatan, kabupaten hingga provinsi. 
Memperkuat kolaborasi dengan jaringan lembaga swadaya 
masyarakat untuk proses advokasi. 

Menjalankan program mencegah perkawinan anak bukan perkara 
mudah. Ada lika-liku dan tantangan ketika mereka datang ke Desa 
Taman Baru. Sekretaris desa setempat menyatakan tidak ada kasus 
perkawinan anak dan menuding SANTAI mencari-cari masalah. 
Seorang kepala dusun bahkan menyebut masyarakat menganggap 
aib bila ada anak yang sudah akil baligh tidak menikah. 

Tradisi melarikan anak perempuan buat sebagian tokoh agama dan 
adat tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dampaknya adalah 
perkawinan anak yang merugikan perempuan. Sebagian besar 
mereka merupakan anak-anak yang menjadi korban karena kelalaian 
orang tua dalam pengasuhan. 

Dalam himpitan situasi ekonomi, orang tua terpaksa bekerja sebagai 
buruh migran. Ada juga anak terdampak karena perceraian, 
minimnya pengetahuan tentang pola asuh, dan pendidikan yang 
rendah. Santai terus menerus mengajak pemerintah desa, tokoh 
agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, perempuan dan 
anak sebagai aktor utama yang terlibat langsung mencegah 
perkawinan anak. 

Kepala Desa Sekotong Tengah, L. Saparudin meyakini masyarakat 
lambat laun akan menerima dan memahami dampak buruk 
perkawinan anak sesuai fakta. Dia mengibaratkan upaya mencegah 
perkawinan anak itu seperti sosialisasi program Keluarga Berencana. 
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Semula sebagian masyarakat menolak dan pelan-pelan mereka ikut 
KB. “Terus berproses dan jangan pernah lelah. Pro dan kontra hal 
biasa karena menyangkut kepercayaan, budaya, dan adat istiadat,” 
kata L. Saparudin. 

Solusinya dengan cara membangun pemahaman, komitmen, dan 
kerja sama dengan pemerintah  desa untuk menghasilkan kebijakan. 
Dari kerja sama itu lahir Peraturan Desa  tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan Anak dan Advokasi Anggaran Dana Desa untuk 
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. 

Selama setahun, SANTAI bersama pemerintah desa menggodok isu, 
pokok masalah, dan menyiapkan tim penyusun draf. Kemudian 
bertemu dengan Kepala Desa, Sekdes, Badan Permusyawaratan 
Desa, dan Kadus. Ada juga perempuan, anak, dan Bintara Pembina 
Desa Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 

Perdes itu juga melewati uji publik. Tidak mudah untuk mendorong 
Perdes itu karena ada sebagian orang yang menolak dan pesimis 
perda itu bisa menurunkan angka perkawinan anak. 

Melalui Perdes itu, terbentuklah Komunitas Peduli Perempuan dan 
Anak Desa, Forum Anak Desa, dan Gugus Tugas Desa Layak Anak, 
yang ditetapkan melalui surat keputusan kepala desa setempat. 
Terbitnya Perdes membuat pemerintah mengalokasikan dana desa 
untuk penyuluhan dan sosialisasi mencegah perkawinan anak. 
Mereka juga memberikan penguatan kapasitas Forum Anak Desa dan 
Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Desa atau KPPAD.  

Sekretaris Desa Sekotong Tengah, Rasid mengatakan untuk menuju 
desa layak anak, desa itu mengalokasikan 30 persen dana desa untuk 
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Desa itu membuat taman 
bermain anak dan kegiatan ramah anak dan perempuan. “Angka 
perkawinan usia anak di desa kami turun dari tahun ke tahun karena 
program itu,” ujar Rasid. 



Menikah di Atas 19 32 

Untuk mencegah perkawinan anak, berbagai komunitas desa juga 
sosialisasi ke dusun-dusun. Jafar, anak muda anggota Komunitas 
Peduli Perempuan dan Anak Desa menyebutkan masyarakat semakin 
sadar bahaya perkawinan anak. Jafar merupakan anggota BPD Desa 
Sekotong Tengah yang aktif kampanye mencegah perkawinan anak. 

Senada dengan Jafar, Mugni, anak muda dari Desa Sigar Penjalin 
menyebutkan program SANTAI menekan laju pernikahan anak. Tidak 
ada perkawinan anak sejak Januari hingga Juli 2021 di semua dusun 
di Desa Sigar Penjalin. 

Masyarakat semakin peduli mencegah perkawinan anak dengan 
melaporkan kasus. Pemerintah desa dan SANTAI aktif mencatat 
kasus perkawinan anak yang sebelumnya kerap ditutupi. Jumlah 
perkawinan anak di desa-desa tersebut semakin menurun.  

Data Perkawinan Anak 

 

Ketua KPPAD Sekoteng Tengah, Feby mengatakan menerima 
manfaat karena terlibat bersama SANTAI sejak 2017. Dia mengikuti 
pelatihan peningkatan kapasitas kader.  

“Saya menjadi berani mendampingi kasus anak sampai tuntas,” tutur  
Feby. 

Sumber: KPPAD 



Cerita Kemenangan Stop Perkawinan Anak 

33 

Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia/ PKBI, Ahmad 
Hidayat menyebutkan SANTAI menggunakan strategi kearifan lokal 
untuk mencegah perkawinan anak. Pendekatan budaya di Lombok 
untuk menekan  angka perkawinan anak penting karena mereka 
menghadapi tantangan dari adat istiadat setempat. “SANTAI 
organisasi pertama yang mempopulerkan “belas” atau upaya  
pemisahan,” kata dia. 

Kolaborasi antar-jaringan masyarakat sipil itu juga melahirkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 09 tahun 2019 
tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Ada juga Perda Nomor 05  
tahun 2021 tentang  pencegahan perkawinan anak di Provinsi NTB. 
Selain itu, perubahan perilaku aktor kunci menjadi pendekatan 
utama mencegah pernikahan dini. Mereka menjadi agen perubahan 
di lingkungannya masing-masing. 

 

Suharti 

Direktur Yayasan Tunas Alam Indonesia/ SANTAI dan Dosen STIE 45 Mataram, 
Nusa Tenggara Barat/ NTB.  
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Cerita Cinta, Dulu 
Menjadi Korban Kini Jadi 
Penyintas  

 
 

Menikah muda dan akhirnya berpisah, tak 
membuat Cinta patah harapan. Ia kemudian 
menjadi aktivis yang memperjuangkan Stop 
perkawinan anak. 

 
Rai Askaraning Tias 

 
 
“Rai, kayaknya aku mau cerai lagi deh”, Kalimat itu terucap dari mulut 
salah seorang temanku, sebut saja namanya Cinta, bukan nama 
sebenarnya. Cinta sekarang berusia 24 tahun, sama dengan usiaku. 
Saat Cinta mengungkapkan rencana perceraian tersebut, Ia masih 
berusia 22 tahun, sebaya denganku.  

Aku bertemu dengannya pertama kali pada kegiatan sosial di 
Sukabumi, kegiatan bagi-bagi takjil yang digagas oleh organisasi lintas 
agama di sana. Ya, pada saat itu bulan Ramadhan tahun 2019, ketika 
aku bertemu pertama kali dengan Cinta. 

Cinta, di usianya yang masih terbilang remaja, harus menghadapi 
kehidupan yang sangat pelik. Dia menikah untuk pertama kali dengan 
seorang pemuda di usianya yang terbilang muda, 17 tahun. Cinta 
bilang, alasan dia menikah hanya karena Jaka, bukan nama 
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sebenarnya, mengajaknya menikah. Ketidak tahuan dan faktor 
ekonomi keluarganya yang akhirnya membuat dia memilih untuk 
menerima lamaran Jaka. Cinta bilang, orang tuanya selalu meminta 
dia untuk menikah dengan orang berduit agar bisa membantu 
ekonomi keluarga mereka. 

“Aku sebenarnya nggak cinta Rai, sama dia,” ungkap Cinta, 
mengenang masa lalunya.  

Pernikahan Cinta dan Jaka hanya bertahan selama 2 tahun. Mereka 
bercerai saat Cinta berusia 19 tahun. Mereka punya satu anak dari 
pernikahan itu dan setelah bercerai, Cinta yang mengurus anak 
mereka. Anaknya lucu sekali, bermata besar, mirip dengan Cinta.  

Beberapa tahun setelah bercerai dengan Jaka, Cinta menikah dengan 
seorang laki-laki, anggap saja Ia bernama Riki. Usia laki-laki itu masih 
muda, sebaya dengan kami. Tahun 2019, Riki masih berstatus 
mahasiswa semester 6. Ia kuliah di Kabupaten Sukabumi, tempat 
tinggalku dan Cinta. Mereka saling mengenal pada bulan Oktober 
tahun 2018 dan menjalin komunikasi yang intens selama 5 bulan, 
sebelum akhirnya Riki mengajak Cinta untuk menikah. Awalnya Cinta 
bimbang, tapi Riki merayu Cinta dan mereka menikah pada Maret 
2019. Namun, usia pernikahan mereka hanya setahun. Pada bulan 
Maret 2020, Cinta bercerai lagi secara resmi di Pengadilan Agama 
Kabupaten Sukabumi. 

Kisah semacam ini tak hanya dialami sahabatku, Cinta. Ada banyak 
sekali perempuan yang memiliki kisah seperti Cinta akibat keputusan 
mereka untuk menikah di usianya yang masih anak. Usia remaja yang 
seharusnya dihabiskan untuk bermain bersama kawan, melakukan 
beragam aktivitas yang disukai, dan mengejar pendidikan, mereka 
terjebak pada kehidupan yang sulit: membesarkan anaknya seorang 
diri dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya. 

“Jadi benar, Rai. Menikah itu bukan hanya harus siap secara ekonomi, 
tapi juga harus siap secara mental.” kata Cinta.  
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Kini, Cinta berjuang agar tak ada lagi perempuan yang menjadi 
korban pernikahan anak. Cinta bergabung dengan Koalisi Perempuan 
Indonesia (KPI) di Sukabumi. Sebelum bergabung bersama KPI, kami 
tak pernah terlibat dalam perumusan kebijakan. Namun kini, kami 
terlibat aktif dalam memerangi perkawinan anak di Sukabumi. 

Perkawinan membawa banyak sekali dampak buruk: putus sekolah, 
menjadi korban kekerasan, perceraian di usia muda, peningkatan 
angka stunting, bahkan sampai bisa menyebabkan kematian. 

Lewat program Creating Space, saya dan Cinta awalnya bergerak dari 
desa Sukamanah, kecamatan Cisaat, salah satu desa di Sukabumi. 
Banyak sekali perkawinan anak di desa yang terletak di dekat pusat 
kota ini.  

Awalnya, masyarakat menganggap bahwa perkawinan anak adalah 
hal wajar. Mereka tak paham dampak buruk yang ditimbulkan 
setelahnya. Kami mendorong adanya surat edaran dan Peraturan 
Desa agar perkawinan anak tak terjadi di desa ini.  

Tahun 2019 menjadi tahun yang cukup menggembirakan bagi kami 
karena Koalisi 18+, berhasil mendorong adanya revisi UU Perkawinan 
No. 1 tahun 1974 menjadi UU Perkawinan no. 16 tahun 2019, di mana 
batas usia minimal menikah untuk perempuan menjadi sama dengan 
laki-laki yaitu minimal 19 tahun. Kabar itu menambah semangat kami 
untuk berjuang menghentikan perkawinan anak.  

Di tahun yang sama, KPI Sukabumi dilibatkan dalam perumusan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 1 tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pengasuhan Anak dalam Keluarga dan Pengasuhan 
Alternatif. Salah satu poin yang diatur dalam perda ini adalah 
pencegahan perkawinan anak. Meski sebenarnya kami merasa tak 
puas karena belum khusus untuk mengupayakan pencegahan 
perkawinan anak di Sukabumi, dan kebijakan ini belum bisa 
memantik pemerintah desa untuk membuat Peraturan Desa tentang 
Pencegahan Perkawinan Anak. 
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Tahun 2020 menjadi tahun yang cukup berat bagi kami. Dana untuk 
advokasi pencegahan perkawinan anak dipangkas dengan alasan ada 
pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, ditambah reshuffle di 
dinas yang merupakan leading sector untuk kebijakan yang terkait 
dengan Pencegahan Perkawinan Anak, yaitu Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi. 
Kerja advokasi kebijakan kami harus kembali dari awal. Pandemi 
Covid-19 yang menyerang hampir seluruh pelosok dunia, termasuk 
Indonesia, memperburuk keadaan. Aktivitas advokasi kami tak bisa 
sebebas sebelumnya, perekonomian warga juga merosot sehingga 
membuat angka perkawinan anak kembali meningkat. 

Menurut data Pengadilan Agama, di tahun 2019 ada 19 perkara 
dispensasi perkawinan, tapi jumlah dispensasi meningkat tajam di 
tahun 2020 menjadi 200 perkara dan di tahun 2021, hingga Juli ada 
151 perkara. 

Meski anggaran dipangkas, kami berusaha memaksimalkan dana 
yang ada, tak jarang anggota KPI bergotong-royong mengeluarkan 
dana pribadi. Hal ini dilakukan demi pencegahan perkawinan anak. 
Agar bisa didengar, kami tak berjalan sendiri, namun dibantu oleh 
organisasi lain di Sukabumi agar tuntutan kami bisa makin didengar 
pemerintah. Beberapa solusi juga kami siapkan seperti bersedia 
memfasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (RaPerbup), 
dan juga membuatkan naskah awal dari RaPerbup tersebut. 

Perjuangan bersama ini membuahkan hasil. Maret 2021, Bupati 
Sukabumi mengesahkan Peraturan Bupati no 18 tahun 2021 tentang 
Pencegahan Perkawinan Anak. Tak lama kemudian, Desa Sukamanah 
kecamatan Cisaat, tempat kami memulai advokasi kebijakan 
Pencegahan Perkawinan Anak, mengesahkan Peraturan Desa No. 3 
Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, dan setuju akan 
menganggarkan Anggaran Dana Desa untuk kepentingan anak 
supaya anak berdaya dan tidak menikah di usia yang masih anak. 

Aturan ini menjadi harapan baru bagi anak-anak di Kabupaten 
Sukabumi. Kami semakin semangat untuk melakukan sosialisasi 
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pencegahan perkawinan anak agar lebih banyak masyarakat, tokoh 
agama, dan anak-anak menjadi sadar akan keberadaan aturan ini dan 
bahaya pernikahan anak. Meski begitu, tantangan masih ada, 
pemerintah daerah belum serius untuk melakukan implementasi 
aturan ini dengan dalih tak punya biaya untuk sosialisasi. 

Aturan ini bukan akhir dari perjuangan pencegahan perkawinan anak. 
Pengimplementasian dan sosialisasi yang baik dan merata harus 
terus dikawal agar tak muncul lagi cerita Cinta yang lain. Demi masa 
depan anak-anak. Cegah dan hentikan perkawinan Anak! 

Saya melihat ini semua dari Cinta, karena setelah menjadi korban, 
Cinta bisa menjadi penyintas dan itu menyemangati kami semua 

 

Rai Askaraning Tias 

Aktivis Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) 
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Keringat Koalisi 
Perempuan Indonesia di 
Balik Lahirnya Peraturan 
Bupati Pencegahan 
Perkawinan Anak 

 
 

Keterbatasan pengalaman dan latar belakang 
pendidikan dalam bidang advokasi memang 
menjadi kendala utama perjuangan 
pencegahan perkawinan anak. Namun, hal itu 
tidak menyurutkan semangat para perempuan 
yang tergabung dalam Koalisi Perempuan 
Indonesia (KPI) Cabang Bogor. Mereka 
akhirnya berhasil untuk mendorong kebijakan 
di tingkat daerah sampai lahirnya Peraturan 
Bupati Pencegahan Perkawinan Anak. 
 
Mega Puspitasari 

 
 
“Mbak, ini naskah asli Peraturan Bupati yang telah disahkan,” ujar 
pak Sudiyanta selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB 
Kabupaten Bogor seraya memberikan sebuah map merah. 
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Aku mengulurkan tangan menerimanya, lalu membuka map 
tersebut. Sebuah logo Garuda berwarna emas tercantum di bagian 
depan kertas diikuti kalimat Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 
2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Aku berbinar 
membaca judul naskah yang jelas terpampang di depan mata, lega 
dan terharu rasanya membaca ini semua. 

Empat tahun lalu adalah awal kisah perjuangan ini dimulai. Saat itu 
aku baru tahu ada organisasi bernama Koalisi Perempuan Indonesia/ 
KPI. Rasa penasaran mendorong aku waktu itu untuk mengenal lebih 
dalam isu yang diperjuangkan KPI dalam program Creating Spaces 
tentang pencegahan dan penghentian perkawinan anak. 

Aku lalu berusaha memasuki lingkaran yang mayoritas perempuan 
dan dipertemukan dengan banyak kelompok penggerak masyarakat 
yang kebanyakan adalah kelompok ibu rumah tangga. Kami 
berkumpul dan belajar bersama dari nol, lalu sepakat membentuk 
Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Bogor pada tanggal 9 Desember 
2021. 

Tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Bogor, menjadi salah 
satu landasan kuat berdirinya Koalisi Perempuan Indonesia Cabang 
Bogor yang mayoritas beranggotakan ibu-ibu rumah tangga. Sebagai 
organisasi yang bergerak di bidang advokasi kebijakan, tentu ini 
merupakan hal baru bagi kami untuk terlibat langsung dalam proses 
advokasi pencegahan perkawinan anak. Bagi kami, advokasi adalah 
kata yang terdengar asing. Bersinggungan dengan hukum, itulah yang 
ada dalam benak kami pertama kali. Sementara, kami adalah 
kelompok yang sama sekali belum berpengalaman dalam melakukan 
advokasi kebijakan. 

Keterbatasan pengalaman dan latar belakang pendidikan dalam 
bidang advokasi memang menjadi kendala utama. Namun ternyata 
hal tersebut tidak menyurutkan semangat para perempuan yang 
tergabung dalam Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Bogor untuk 
tetap berjuang mendorong kebijakan di tingkat daerah hingga tingkat 
desa. 
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Sebagai upaya mengatasi keterbatasan tersebut, kami diberikan 
penguatan kapasitas melalui program Creating Spaces untuk 
menyusun strategi dan berjejaring dengan berbagai pihak guna 
membangun kekuatan dalam proses advokasi yang dilakukan. 

Perlahan tapi pasti kami mulai berbicara dari satu forum ke forum 
yang lain untuk menyampaikan bagaimana kondisi perkawinan anak 
di Kabupaten Bogor. Melakukan pertemuan jaringan dengan 
berbagai organisasi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di 
tingkat Kabupaten Bogor, seperti Forum Anak, PIK (Pusat Informasi 
dan Konseling) Remaja, Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga), 
P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 
Anak), KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah), Motekar 
(Motivator Ketahanan Keluarga), KNPI (Komite Nasional Pemuda 
Indonesia), Karang Taruna, Fatayat NU, KOHATI (Korps HMI Wati), 
GOW (Gabungan Organisasi Wanita), IIDI (Ikatan Istri Dokter 
Indonesia), dan IGRA (Ikatan Guru Raudhatul Athfal). 

Tidak hanya itu, kami juga melakukan audiensi dan pertemuan 
dengan pemerintah daerah Kabupaten Bogor seperti DP3AP2KB 
(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), Dinas Kesehatan, 
Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa, Kementerian Agama, Bappedalitbang, dan anggota DPRD 
Kabupaten Bogor. 

Tak henti kami menyampaikan bahwa berdasarkan data Kementerian 
Agama Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018, Kabupaten Bogor 
merupakan Kabupaten tertinggi ke 3 untuk kasus pernikahan di 
rentang usia 16 – 19 tahun yang dapat berdampak buruk pada 
kualitas hidup dan masa depan anak. Sehingga perlu ada kebijakan 
yang melindungi anak-anak di Kabupaten Bogor dari potensi 
terjadinya perkawinan anak. 

Tiga tahun kami terus melakukan upaya-upaya tersebut secara 
berulang, mengundang satu per satu lembaga untuk diskusi bersama, 
mendatangi satu per satu anggota DPRD, hanya untuk mengunggah 
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kesadaran para pembuat kebijakan bahwa isu perkawinan anak 
adalah isu yang penting untuk diperhatikan. Namun sayang, usaha 
tersebut masih belum membuahkan hasil yang signifikan. Setiap 
pertemuan yang dilakukan hanya menghasilkan rekomendasi semu 
tanpa ada tindak lanjut yang jelas. Belum ada pergerakan khusus 
yang terlihat dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui 
kebijakan daerah. Semuanya memang sepakat untuk mencegah 
terjadinya perkawinan anak, namun belum ada langkah konkret 
untuk mewujudkan setiap rekomendasi yang dihasilkan dan 
cenderung melimpahkan upaya ini sepenuhnya kepada KPI Cabang 
Bogor. 

Belum tuntas perjuangan mendorong adanya regulasi khusus terkait 
perkawinan anak di Kabupaten Bogor, pada Maret 2020 Indonesia 
mengalami pandemi Covid-19 yang pada awal kemunculannya 
membuat pengabaian isu perkawinan anak semakin kuat karena 
semua terfokus pada penanganan Covid-19. 

Namun lambat laun, adanya pandemi Covid-19 justru menjadi 
strategi yang baik dalam melakukan advokasi kebijakan. Sebab 
diketahui pandemi Covid-19 berpotensi meningkatkan angka 
perkawinan anak akibat himpitan ekonomi dan aktivitas pendidikan 
yang terkendala. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka dispensasi 
kawin baik secara nasional maupun daerah termasuk di Kabupaten 
Bogor. 

Melihat situasi tersebut, bertepatan dengan 16 Hari Anti Kekerasan 
Terhadap Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Bogor 
mengadakan webinar dengan tema “Perkawinan Anak Membuka 
Gerbang Kekerasan” yang menghadirkan anggota DPRD Kabupaten 
Bogor dan remaja sebagai agen perubahan KPI Cabang Bogor. 

"Perkawinan sejatinya adalah penyatuan dua insan sebagai suatu 
ibadah. Oleh sebab itu untuk menciptakan ibadah yang berkualitas 
tentunya juga harus didasari dengan persiapan yang baik. Sehingga 
perlu dipertimbangkan kesiapan fisik, mental, finansial, dan lainnya. 
Saya pribadi setuju jika ada Peraturan Daerah terkait pencegahan 
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perkawinan anak di Kabupaten Bogor. Nanti kawan-kawan KPI 
Cabang Bogor bisa main ke DPRD, bersurat dulu untuk nanti kita 
diskusikan perihal ini lebih lanjut.”  ujar Teguh Widodo selaku 
anggota DPRD. 

Hembusan angin mulai terasa sejuk, namun perjuangan tidak cukup 
sampai di sini. Pada tanggal 10 Desember 2020, kami memutuskan 
untuk banyak mengadakan pertemuan jaringan dengan dinas terkait. 
Pada pertemuan tersebut disepakati bersama untuk mendorong 
adanya kebijakan daerah berupa Peraturan Bupati dan Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa siap untuk mengadvokasi 
kepala desa untuk membuat Peraturan Desa jika Peraturan 
Bupatinya sudah ada. 

“Kita memang harus bergandeng tangan untuk bergerak bersama 
membuat regulasi dalam pencegahan perkawinan anak. Menurut 
kami, baiknya kita mendorong pembuatan kebijakan yang lebih 
mudah prosesnya dan tidak terlalu mahal biayanya. Karena dalam 
membuat Peraturan daerah (Perda) dibutuhkan biaya yang cukup 
besar. Sehingga mungkin kita bisa membuat Peraturan Bupati. 
Silahkan apakah mau diinisiasi dari KPI atau dari kami DP3AP2KB, 
nanti kita rapat dan bahas bersama langkah ke depannya akan seperti 
apa.” ujar Shinta Damayanti selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak 
DP3AP2KB Kabupaten Bogor. 

Respon baik juga diungkapkan oleh Miftahur selaku perwakilan dari 
DPMD Kabupaten Bogor, “Saya sepakat dengan bu Shinta dan rekan-
rekan di sini bahwa kita perlu regulasi untuk upaya pencegahan 
perkawinan anak. Tadi sudah disampaikan bahwa di Kabupaten 
Bandung sudah ada, nanti bisa dilihat seperti apa PERBUP-nya. 
Kemudian bisa diekspos oleh DP3AP2KB Kabupaten Bogor untuk bisa 
menjadi PERBUP. Lalu kemudian kami akan mengadvokasi ke kepala 
desa untuk membuat peraturan desanya jika PERBUP-nya sudah 
ada.” 
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Mendapat angin segar tersebut, tentu kami tidak ingin menyia-
nyiakan kesempatan yang ada. Belajar dari pengalaman tahun 
sebelumnya, di mana tidak ada inisiasi lanjutan untuk membuat 
rancangan Peraturan Bupati maka KPI Cabang Bogor berinisiatif 
untuk membuatkan rancangan Peraturan Bupati Bogor tentang 
Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Meskipun ada keterbatasan 
tetapi kami mencoba belajar dan mengambil referensi dari daerah-
daerah yang lebih awal sudah memiliki kebijakan daerah tentang 
perkawinan anak dipadukan dengan muatan lokal yang ada di 
Kabupaten Bogor. Setelah selesai, kami kembali melakukan tindak 
lanjut dengan dinas P3AP2KB dan membagikan rancangan Peraturan 
Bupati kepada mitra jaringan untuk mendapatkan masukan. 

Belum tuntas pembahasan tersebut, tiba-tiba kami dikagetkan 
dengan kabar adanya restrukturisasi pejabat daerah di Kabupaten 
Bogor termasuk pergantian Kepala Bidang Perlindungan Anak 
DP3AP2KB. Hal ini sempat menurunkan semangat kami, sebab 
dengan adanya pergantian artinya kami harus memulai kembali dari 
nol untuk lobi dan advokasi kebijakan dengan kepala bidang yang 
baru. 

Terlintas rasa pesimis dalam diri, berbagai asumsi muncul di benak 
kepala kami. Timbul rasa khawatir jika kepala bidang yang baru tidak 
memiliki persepsi yang serupa. Tetapi kami menyadari jika tidak 
dicoba bagaimana tahu hasilnya. Lebih baik gagal setelah mencoba, 
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daripada tidak sama sekali. Bagi kami yang terpenting adalah 
berusaha maksimal mencoba yang terbaik sambil mempersiapkan 
mental jika perjalanan kami mungkin akan semakin panjang lagi. 

Kamis, 4 Februari 2021 kami sepakat untuk melakukan silaturahmi 
menemui Kepala Bidang Perlindungan Anak yang baru sekaligus 
menyampaikan perihal kesepakatan yang sebelumnya terbangun 
dan memberikan rancangan Peraturan Bupati yang telah dibuat. Puji 
syukur kami mendapat respon positif, sebagai Kepala Bidang yang 
baru bergerak di isu ini, pak Sudiyanta menerima saran kami untuk 
mengadakan pertemuan jaringan membahas rancangan Peraturan 
Bupati yang telah dibuat. Akhirnya pembahasan rancangan 
Peraturan Bupati dilaksanakan dengan menghadirkan beberapa 
mitra jaringan. 

Setelah mendapatkan masukkan, kami bertugas memperbaiki 
rancangannya lalu menyerahkannya ke pihak DP3AP3KB untuk 
kemudian dimajukan ke Setda Bagian Perundang-undangan. Tidak 
selesai sampai di situ, setelah rancangan ini dimajukan kami diminta 
mengklarifikasi beberapa poin yang diajukan dalam rancangan 
tersebut. Setelah menempuh beberapa tahapan, akhirnya pada 
bulan Juli 2021 kami mendapat kabar gembira bahwa rancangan 
Peraturan Bupati Bogor tentang Pencegahan Perkawinan Anak resmi 
disahkan oleh Bupati Bogor. 

Proses panjang dalam mendorong lahirnya Peraturan Bupati Bogor 
Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia 
Anak telah memberikan kami banyak pelajaran terutama dalam 
mendobrak segala keterbatasan yang kami miliki. Ini adalah titik awal 
kami untuk melanjutkan perjalanan kami dalam mengurangi angka 
perkawinan anak. 

Meskipun dalam kurun waktu 3 tahun terdapat penurunan angka 
perkawinan anak di Kabupaten Bogor setiap tahunnya, namun 
adanya Peraturan Bupati ini diharapkan dapat lebih menguatkan 
peran antar lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dan 
meningkatkan partisipasi masyarakat serta anak dalam mencegah 
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terjadinya perkawinan anak. Diharapkan juga, kebijakan ini dapat 
terimplementasikan dengan baik. 

 

Mega Puspitasari 

Aktif berorganisasi di Koalisi Perempuan Indonesia untuk melakukan advokasi 
kebijakan terutama di tingkat daerah. Dia aktif juga di Youth Advisory Board 
dalam program Gen-G tingkat Global perwakilan Indonesia. Selain itu, dia juga 
aktif di Gerakan STOP Perkawinan Anak di Kabupaten Bogor yang berhasil 
mendorong pengesahan Peraturan Bupati Bogor No 39 Tahun 2021 tentang 
Pencegahan Perkawinan Anak.  
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‘Cinta Tak Bisa 
Memberimu Makan’, 
Keberhasilan Remaja 
Lombok Cegah 
Perkawinan Anak 

 
 

Rintangan muncul dari tokoh adat dan budaya 
merariq yang sudah mengakar di masyarakat. 
Forum Anak menggalang solidaritas dan tetap 
semangat melakukan penyuluhan ke desa 
hingga roadshow ke sekolah-sekolah untuk 
mengkampanyekan Stop perkawinan anak. 
 
Dyah Ayu Suryani Setya P 

 
 
Gde Arya Dharma Putra, pengurus Forum Anak Desa Sigar Penjalin, 
Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat sedih melihat kawan-kawannya 
menikah muda. Sebagian dari mereka putus sekolah. 

Gde, 16 tahun, satu di antara remaja yang semangat 
memperjuangkan hak anak. Dia berusaha agar orang dewasa 
mendengarkan dan menghargai suara mereka untuk mencegah 
perkawinan anak. Dia gelisah ketika pemerintah desa tidak 
mendukung kampanye Stop pernikahan dini. 
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Bersama anggota forum, dia mencari dukungan dari bupati Lombok 
Utara dengan cara mengirimkan proposal agar Forum Anak Desa 
Sigar Penjalin segera mendapatkan legitimasi berupa surat 
keputusan. Gde juga tak ragu menyampaikan keluh kesah anak-anak 
kepada bupati. 

Keterlibatan Gde di forum itu berawal dari ketertarikannya mengikuti 
kegiatan Yayasan Tunas Alam Indonesia atau SANTAI. Dia mengikuti 
berbagai diskusi yang membicarakan dampak perkawinan anak. Gde 
mengajak remaja berkegiatan supaya mereka tidak memikirkan 
tradisi merarik atau kawin culik. 

Gde mendatangi rumah bupati dan mengutarakan kegelisahannya. 
Ternyata bupati tersebut mengapresiasi upaya yang ditempuh Gde 
dan memberikan dukungan berupa pendanaan agar Gde dapat 
mengikuti rangkaian kegiatan di forum tersebut.  

“Perjuangan panjang untuk bisa mendapatkan SK Forum Anak Desa 
dan anggaran rutin kegiatan,” ujar Gde, Sabtu, 3 April 2021. 

Selain bercerita tentang bagaimana Gde berusaha mencari dana, Gde 
juga menyebutkan cara unik dalam mencegah temannya untuk 
menikah muda. Dia mendekati teman sebanyaknya dengan cara anak 
muda. 

Kepada temannya, Gde melontarkan alasan mengapa ingin menikah 
muda. Temannya menjawab karena cinta. Gde kemudian menimpali 
memangnya cinta bisa kasih makan. Bila menikah muda, maka tidak 
bisa bermain bebas dan tidak bisa melanjutkan sekolah karena harus 
mengurus anak. 

Selain itu, Gde dan timnya telaten mendekati remaja yang ingin 
menikah muda dan mendatangi orang tua mereka. Mereka 
menjelaskan dampak buruk menikah dini. “Saya juga bertemu guru 
sekolah supaya beri nasihat kepada remaja agar tak cepat-cepat 
menikah,” ujar Gde. 
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Gde mengungkapkan keberaniannya itu tidak lepas dari 
pendampingan SANTAI. Forum Anak Desa Sigar Penjalin mengalami 
beragam tantangan untuk memperjuangkan kampanye hentikan 
pernikahan anak, di antaranya pandangan dan tradisi yang menguat 
di masyarakat. Tapi, forum itu merasa bertanggung jawab dan 
melaporkan kasus perkawinan anak di lingkungannya.  

 

Mereka kini menjadi pelopor atau contoh bagi anak lainnya untuk 
tidak menikah dini. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak 
Daerah mendampingi forum itu ketika melakukan proses 
pembelasan atau pemisahan anak-anak yang dilarikan untuk 
menikah. 

Keberhasilan forum anak juga mendorong SANTAI mendorong 
lahirnya Peraturan Desa tentang perlindungan anak di Desa Sigar 
Penjalin. Selama lima tahun terakhir, SANTAI menjadikan tradisi 
perkawinan anak merariq kodeq. sebagai pemicu lahirnya anak putus 
sekolah, pekerja anak, kawin cerai, buruh migran yang dieksploitasi, 
dan kekerasan dalam rumah tangga. Merariq merupakan budaya 
masyarakat Sasak, bagian dari prosesi perkawinan dimana calon 
mempelai laki-laki melarikan calon mempelai perempuan dengan 
cara mencuri. Kodeq sebutan bagi anak-anak. 

Merariq kodeq menjadi salah satu faktor penyumbang rendahnya 
Indeks Pembangunan NTB. Kelompok yang paling terdampak 

Dok. Pribadi 
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langsung adalah perempuan dan anak perempuan. Pemahaman 
tentang budaya merariq merugikan anak perempuan, misalnya 
perempuan dilarang pulang melebihi pukul 9 malam. Bila terjadi hal 
tersebut, maka apa pun alasannya anak perempuan harus dinikahkan 
karena dianggap mempermalukan orang tua. Mereka kerap terjerat 
Awik-awik. 

Awik-awik merupakan aturan atau norma sosial yang disepakati 
bersama oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang berlaku 
di wilayah tertentu dan memiliki sanksi sosial. Karena bersifat lokal, 
sanksi sosial sering kali dimanfaatkan laki-laki yang sengaja 
melanggar untuk alasan merariq. 

SANTAI mengalami tantangan dalam menghadapi budaya merariq 
sebagai bagian dari awik-awik yang sudah menjadi aturan sosial yang 
berlaku umum di masyarakat. Belum lagi masalah itu bercampur 
dengan pemahaman agama. Sebagian masyarakat menganggap jika 
sudah akil balik dan anak mulai berpacaran, maka untuk menjaga 
kehormatan harus segera dinikahkan. Menikah dini agar anak tidak 
menjadi aib keluarga. Sebagian orang tua ingin segera melepas 
tanggung jawab dengan menikahkan anaknya. Mereka juga 
mendapatkan tekanan adat setempat.  

SANTAI bekerja sama dengan perangkat desa hingga provinsi untuk 
mengatasi tantangan itu. Koordinator Program Creating Space 
SANTAI, Baiq Nuraini menyebutkan mengorganisir dan memperkuat 
kapasitas kelompok muda serta  komunitas peduli gerakan 
perlindungan anak menjadi strategi untuk mencegah perkawinan 
anak. 

Strategi itu menjadi ruh Santai dan menyebar luas ke berbagai 
wilayah di NTB, tidak hanya ada di wilayah program Creating Space. 
Kolaborasi ini telah menghasilkan titik terang untuk melahirkan 
aturan di tingkat desa sampai kabupaten. Selain aturan, mulai 
tumbuh keberanian kelompok muda dan masyarakat untuk 
mengkampanyekan Stop perkawinan anak. Bersama berbagai 
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kalangan di kabupaten hingga desa, praktik baik pencegahan 
perkawinan anak diterapkan di Desa Sigar Penjalin. 

Selama menyusun perda di Sigar Penjalin terjadi pro dan kontra di 
kalangan perangkat desa, tokoh agama, kepala dusun dan 
masyarakat.  Perdes itu mereka anggap merusak tatanan sosial. 

SANTAI bersama Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah 
(KPPAD) tidak menyerah dan intens menggelar workshop 
penyusunan perdes di kantor desa. Pada Mei 2021 seluruh 
komponen pemerintahan desa sepakat mengesahkan Perdes 
Perlindungan Anak di Desa Sigar Penjalin. Perdes itu menjadi 
komitmen desa untuk mendukung kegiatan Forum Anak dan 
dukungan lain dalam bentuk alokasi anggaran. 

Meski telah ada perdes, tapi praktek perkawinan anak masih ada. 
Forum anak menghadapi tantangan dalam proses pembelasan atau 
proses pemisahan anak yang mau menikah. Sebagian orang tua 
berpandangan anak-anak sebaiknya bermain dan belajar, bukan 
berbicara, mengorganisir diri dan melawan tatanan sosial. 

Rintangan juga muncul dari tokoh adat dan budaya merariq yang 
sudah mengakar di masyarakat. Forum anak tetap bertanggungjawab 
dan menggalang solidaritas. Bersama SANTAI, Forum Anak 
mengembangkan kegiatan di desa, seperti kegiatan belajar mengajar 
di Pusat Kegiatan Masyarakat (PKM). Mereka juga melakukan 
penyuluhan ke desa dan roadshow ke sekolah-sekolah untuk 
mengkampanyekan Stop perkawinan anak. 

Kegiatan forum anak bukan hanya sekadar belajar, melainkan juga 
melalui permainan, seperti membuat ecobrick, bersih pantai, 
menanam sayuran di desa dan swadaya mengolah sumber daya yang 
ada. Gerakan itu membuat semua pihak mendukung kegiatan Forum 
Anak. 



Menikah di Atas 19 54 

 

Guna memperluas dan memperkuat jejaring forum anak, SANTAI 
juga memfasilitasi berbagi cerita pengalaman antar-forum anak di 
satu Kecamatan Tanjung. Gerakan Gde bersama Forum Anak Desa 
Sigar Penjalin memotivasi anak-anak Kecamatan Tanjung. 

Dampaknya mendorong pemerintah kecamatan dan kabupaten 
ramah anak. Keterlibatan Forum Anak di desa-desa luar wilayah kerja 
SANTAI memperkuat suara anak dan kelompok muda di tingkat 
kecamatan dan kabupaten. Anggota Forum Anak terlibat berkegiatan 
di kabupaten. 

Mereka kerap berbagi pengalaman cerita sukses dari masing-masing 
Forum Anak. Berbagi pengalaman itu membuat anak-anak merasa 
dihargai dan semakin bersemangat melakukan yang terbaik. 

Banyaknya pertemuan Forum Anak mengasah kepekaan, 
meningkatkan semangat, dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan 
dalam diri anak. Mereka aktif berkegiatan secara positif sehingga 
tidak sempat memikirkan menikah muda. 

Dok. Pribadi 
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Mereka menciptakan ruang yang sehat bagi anak untuk 
mendapatkan hak hidup dan tumbuh kembang. “Kami juga punya 
hak mendapat perlindungan dan berpartisipasi di ruang publik,” kata 
Gde.  

 

Dyah Ayu Suryani Setya P 

Lahir di Bantul, 4 November 1995. Saat ini, bergabung dalam Yayasan Tunas 
Alam Indonesia (SANTAI). Dia tergerak menyumbangkan pemikiran, 
pengalaman terhadap isu perlindungan anak, pencegahan kekerasan terhadap 
anak dan perkawinan usia anak yang masih marak terjadi di wilayah NTB. 
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Anak Muda Ponorogo 
Berani Kampanye Stop 
Perkawinan Anak dan 
Kesetaraan Gender 

 
 

Ini adalah kisah anak muda Bernama Esa, 
yang aktif menjaring suara anak dan 
menggerakkan banyak inisiasi supaya anak  
mendapatkan hak-haknya. 
 
Ida Ayu Setyowati Utami  

 
 
Hampir 3 tahun terlibat di Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP),  saya 
kemudian dipertemukan dengan Roudhotul Esa Maharani, siswi kelas 
11 di SMA N 1 Ponorogo. Pertama kali pertemuan kami adalah saat 
mengikuti pelatihan advokasi di Yogyakarta, kegiatan ini dibuat oleh 
YKP tahun 2018 lalu. 

Kala itu kami berangkat naik Elf, mobil yang biasa kami naiki supaya 
bisa berangkat dengan serempak. Ada beberapa orang pada 
rombongan kami yaitu dari kelompok perempuan dewasa Gerakan 
Perempuan Ponorogo dan juga kelompok anak muda. Saat itulah 
saya mengenal Esa, pribadinya cerdas dan tegas. 
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Banyak kegiatan yang saya jalani dengan Esa, di tengah percakapan 
yang sering kami lontarkan rupanya ia sudah aktif berorganisasi 
sedari SMP, ia ikut OSIS. Di SMA, ia bertemu dengan wadah anak 
muda yaitu Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) organisasi di bawah 
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(P3A) Kabupaten Ponorogo yang di mana menjalin kerja sama dengan 
YKP. Saat pertama kali kami bertemu, Esa masih menjadi anggota. 
Sampai pada awal tahun 2019 ia dipercaya untuk menjadi ketua PAP. 

Dia bercerita, “Aku tertarik untuk ikut forum anak karena aku ingin 
melebarkan organisasi dan relasi dengan orang-orang yang ada di 
luar sekolahan dan kebetulan aku tertarik dengan kegiatan sosial. 
Saat itu ketika masuk Forum Anak merupakan pengalaman yang 
baru, dengan menjaring suara anak, membuat kegiatan yang 
bermanfaat, mengkampanyekan, mempromosikan dan mewujudkan 
hak-hak anak. Itu sangat bermakna bagi aku.” 

Perpindahan dari masa sekolah ke perguruan tinggi membuatnya 
harus merantau, saat ini ia sedang menjadi mahasiswa baru di salah 
satu universitas di Malang. Hal itu juga bukan menjadi penghalang 
untuk Esa, tetap berkontribusi menjadi fasilitator PAP secara online 
dan bergabung di organisasi Children and Youth Advisory Network 
Save the Children Indonesia dewan penasihat anak dan kaum muda 
sampai tahun 2022.  

“Sekarang ini aku aktif menjaring suara anak, melakukan kegiatan 
supaya anak mendapatkan hak-haknya, saat ini aku masih tinggal 
Pare,” katanya beberapa waktu lalu kepadaku. 

Ia bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk bergabung 
dengan keluarga Yayasan Kesehatan Perempuan, setelah 
mendapatkan materi-materi dan mengikuti pelatihan yang 
dilaksanakan YKP. 

“Aku jadi lebih aware dan peduli dengan kasus kekerasan, 
membentengi diri dari kekerasan.” 



Cerita Kemenangan Stop Perkawinan Anak 

59 

Esa juga mengajak anak muda untuk harus berdaya atas dirinya 
sendiri dan jangan pernah melakukan perkawinan anak dan juga 
materi mengenai kesetaraan gender sangat bermanfaat soalnya aku 
dulu masih menganggap kalau laki-laki di atas perempuan, tapi 
setelah tau kalau kita setara. Aku merasa kesempatanku terbuka 
lebar dan luas”. 

Esa berani menunjukkan diri di depan semuanya karena kita punya 
kesempatan yang sama, lebih berani dan bisa mengajak teman-
teman di sekelilingnya khususnya perempuan untuk berani 
menunjukkan diri mereka dan tidak perlu takut karena perempuan 
dan laki-laki setara. 

Esa pernah berkata, “Aku selalu yakin dengan setiap Tindakan yang 
aku lakukan. Tidak pernah berhenti ataupun menyerah di tengah 
jalan. Aku selalu percaya pada kekuatan tim dan membangun 
semangat serta kerja sama dalam tim yang diutamakan. Salam 
perubahan! 

 
Ida Ayu Setyowati Utami 

Kini aktif bergabung di Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) Kabupaten 
Ponorogo, Jawa Timur. 
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Kader Desa Bisa Cegah 
Perkawinan Anak  

 
 

Melibatkan kader di tingkat desa adalah salah 
satu cara untuk mencegah perkawinan anak. 
Mereka berperan penting di organisasi 
kepemudaan, pelajar dan ibu-ibu PKK. Ada 
juga yang aktif di perangkat desa dan Balai 
perempuan KPI. 
 
Nurlaeli 

 
 
Pada Februari 2021, rombongan pengurus cabang Koalisi Perempuan 
Indonesia Kabupaten Cirebon menemui pejabat Pemerintah 
Kabupaten Cirebon dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
untuk membahas aturan pencegahan perkawinan anak.  

Cirebon memiliki jaringan organisasi non-pemerintah yang solid. 
Sejumlah anggota legislatif cepat merespon persoalan perempuan 
dan anak. 

Pada 2018 lahirlah Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Perlindungan 
dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak setelah melewati 
serangkaian pembahasan selama beberapa bulan. 
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Koalisi Perempuan Indonesia dan anak dan NGO lainnya merasa perlu 
untuk berjuang merealisasikan salah satu amanat perda yaitu bupati 
membentuk gugus tugas pencegahan perkawinan anak. 

Perda itu membuat KPI mendorong lahirnya Peraturan Desa tentang 
pencegahan perkawinan anak untuk membendung perkawinan anak 
di desa. 

Tapi, pemerintah desa di tiga area program Kabupaten Cirebon 
belum memberikan tanggapan. Buat mereka cukup menggunakan 
peraturan bupati.  Sekretaris Desa Gembongan Mekar mengatakan 
di desanya sudah ada yang menangani aduan tentang kekerasan atau 
kekerasan seksual sehingga tak perlu Perdes. 

Kabupaten Cirebon sedang menuju kabupaten layak anak sehingga 
mereka memperbaiki layanan publik. Pembenahan itu meliputi ruang 
publik taman ramah anak. Selain itu, mereka juga memperhatikan 
praktek perkawinan anak. 

Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 menyatakan calon 
pengantin minimal telah berusia 19 Tahun baik laki-laki ataupun  
perempuan. Penambahan umur tiga angka untuk perempuan bila 
dibandingkan dengan aturan sebelumnya, UU Perkawinan No. 1 
Tahun 1974. 

Data Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
Kabupaten Cirebon menunjukkan rata-rata siswa hanya bersekolah 
selama 6,9 tahun. Merujuk pada pemberitaan Pikiran Rakyat, Dinas 
Kesehatan menyebutkan kasus stunting meningkat 3 persen pada 
2021. Kasus kematian ibu  dan bayi mencapai 2,5% dari seribu 
kelahiran anak serta terindikasi dari ibu yang masih belum siap secara 
reproduksi. 

Masyarakat Cirebon yang merupakan masyarakat pesisir terbuka 
terhadap pembaharuan. Tapi, mengakarnya budaya membuat 
masyarakat belum seluruhnya bisa menerima informasi tentang 
dampak buruk praktik perkawinan anak. 
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Penghambat sosialisasi pencegahan perkawinan anak adalah dogma 
atau doktrin. Contohnya anak perempuan yang sudah akil balig 
dijodohkan dengan seorang laki-laki. Sebagian orang menganggap 
anak perempuan yang sudah baliq telah siap lahir batin menikah. 
Padahal. perempuan itu masih berumur 11 tahun. 

Pada Maret 2021, kerjasama yang baik antara NGO dan pemerintah 
kabupaten melahirkan Peraturan Bupati tentang pencegahan 
perkawinan anak No. 12 tahun 2021. 

Peraturan bupati tersebut memang tidak serta merta membuat 
angka perkawinan anak menghilang, tetapi paling tidak Cirebon 
punya payung hukum untuk membela korban perkawinan anak. 
Aturan itu menjadi acuan untuk mengadvokasi desa agar dapat 
menerbitkan Perdes pencegahan perkawinan anak. 

KPI menggunakan kader di tingkat desa. Mereka berperan penting di 
organisasi kepemudaan, pelajar, ibu-ibu PKK. Ada juga yang aktif di 
perangkat desa dan Balai perempuan KPI. 

Kader desa berperan menghentikan perkawinan anak. Para pengurus 
balai perempuan biasanya adalah kader PKK di desanya. Mereka 
sering berkegiatan di posyandu atau pertemuan PKK. 

Kegiatan itu sekaligus sosialisasi tentang pencegahan perkawinan 
anak  pada kader kader posyandu ataupun PKK yang tidak ikut 
kegiatan ataupun yang belum bergabung menjadi anggota Koalisi 
Perempuan Indonesia. Selain itu, mereka selalu menceritakan 
tentang bahaya perkawinan anak kepada orang tua yang mempunyai 
anak usia remaja. 

KPI Sosialisasi Mencegah Perkawinan Anak 

Tak mudah untuk melakukan pendekatan di desa. Sebagian tokoh 
agama dan masyarakat menolak penambahan umur dari 16 menjadi 
19 untuk perempuan. Dalam berbagai pertemuan, KPI menemukan 
kasus kawin lari dan kawin kiai atau nikah siri. 
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KPI mendampingi warga Desa Gembongan Mekar Kecamatan 
Babakan, Kalimukti, Pabedilan, dan Seuseupan kecamata, 
Karangwareng. Balai Perempuan KPI berani membuat dan 
menyebarkan surat edaran Kuwu atau kepala desa di Cirebon 
tentang Pencegahan Perkawinan Anak di desanya masing-masing. 

Surat edaran itu merangsang masyarakat bertanya maksud dan 
tujuan mencegah perkawinan anak. KPI optimistis peraturan desa 
segera terbit. 

Desa Gembongan Mekar sebagai area dampingan program 
mengalokasikan sebagian dana desa untuk kegiatan sosialisasi 
pencegahan perkawinan anak. Balai perempuan KPI desa tersebut 
menjadi pengelola anggaran. Itu langkah nyata pemerintah desa 
mendukung terbitnya peraturan desa. 

 

Nurlaeli 

Lahir di Cirebon 9 September 1982. Dia kini aktif menjadi sekretaris cabang 
(sekcab) di Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Selain itu, dia juga berprofesi 
sebagai  guru Madrasah ibtidaiyah (MI) dan berpengalaman menjadi Tim 
Inovasi Desa. 
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Awalnya Ditentang, Kini 
Bersinergi dengan 
Perangkat Desa 

 
 

Awalnya, para aktivis perempuan banyak 
mengalami penolakan dari masyarakat, 
bahkan tokoh agama yang sangat 
berpengaruh menolaknya. Namun setelah 
bersinergi dengan remaja desa, akhirnya 
kampanye Stop perkawinan anak berhasil 
menjadi Peraturan Desa. 
 
Siti Halimatussa’diyah 

 
 
Balai Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Desa Krasak 
Cabang Kabupaten Indramayu menjadi organisasi yang konsisten 
mengkampanyekan Stop perkawinan anak. 

Awalnya, para aktivisnya banyak mengalami penolakan dari 
masyarakat, bahkan tokoh agama yang sangat berpengaruh 
menolaknya, karena apa yang dilakukan KPI dianggap melanggar 
aturan agama. Selama ini banyak masyarakat mempercayai bahwa 
mengawinkan anak merupakan solusi utama bagi orang tua yang 
khawatir anaknya akan melakukan zina. 
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Lebih dari 1 tahun, yaitu sejak 2017 masuklah program Creating 
space. Anggota balai perempuan Desa Krasak kemudian menjadi 
garda terdepan untuk bernegosiasi melalui diskusi – diskusi 
membahas pentingnya kesetaraan gender, hak - hak anak, kesehatan 
reproduksi bagi perempuan dan anak. Masyarakat dan tokoh agama 
mulai mengerti bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh 
kembang, mendapatkan perlindungan dan partisipasi. 

Namun tak semua masyarakat menerimanya, mereka masih banyak 
yang beranggapan dan mengatakan: urusan Anda apa, kalau anak 
saya hamil duluan, memang Anda mau bertanggung jawab? 

Kalimat yang tidak mengenakkan seperti ini sering diterima anggota 
balai perempuan. Kondisi itu menjadi alasan Balai Perempuan Desa 
Krasak sebagai organisasi di desa untuk semakin mengajak 
masyarakat berperan aktif dalam mengkampanyekan Stop 
perkawinan anak. Karena dari sini diharapkan cepat terbentuknya 
agen perubahan sebagai sayapnya, agar informasi-informasi 
mengenai kesehatan reproduksi, dampak negatif dari perkawinan 
anak dapat mereka bagikan kepada teman sebaya mereka, salah 
satunya dalam organisasi pemuda desa sebagai wujud ekspresi 
mereka untuk mengkampanyekan Stop perkawinan anak 

Data perkawinan anak yang dikumpulkan anggota balai perempuan 
dan remaja Desa Krasak tercatat pada tahun 2018, terdapat 4 kasus 
perkawinan anak melalui dispensasi kawin yang disahkan oleh 
pengadilan agama. Sebelum tahun 2018, tercatat 4 kasus perkawinan 
anak 3 kasus melalui dispensasi dan 1 lagi kawin siri. Status sekarang 
ada yang masih kawin dan ada juga yang sudah bercerai. 

Para remaja di Desa Krasak kemudian semakin gencar dan semangat 
untuk mengkampanyekan Stop perkawinan anak. Ditambah saat itu 
pemerintah desa ikut serta berkomitmen dengan mengeluarkan 
Surat Edaran Pencegahan Perkawinan Anak Nomor : 005/ 028/ 
Ds.2018/ XXI/ 2018 yang berbunyi: 
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“Himbauan kepada seluruh masyarakat baik Tokoh 
Masyarakat, Tokoh Agama desa krasak untuk turut serta 
melakukan tindakan pencegahan perkawinan anak 
termasuk tidak memberikan dukungan pada perkawinan 
anak dalam bentuk lisan maupun tulisan, wajib belajar 12 
Tahun, dan masyarakat diminta untuk tidak mendukung 
terjadinya praktek perkawinan anak.” 

Terbukti pada tahun 2019 tidak ada kasus perkawinan anak di Desa 
Krasak. Para remaja Desa Krasak mampu mendobrak stigma 
masyarakat tentang Rangda (janda) cilik turunan Indramayu menjadi 
remaja cerdas turunan Indramayu. 

Dukungan untuk mencegah terjadinya praktik perkawinan anak di 
Desa Krasak tidak sampai di situ saja, dengan melihat potensi yang 
mereka miliki, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Kabupaten 
Indramayu memberikan kesempatan para remaja Desa Krasak untuk 
mengikuti kelas-kelas kewirausahaan. Lalu anak-anak remaja yang 
menjadi agen perubahan ini berkolaborasi dengan Oke Dharma 
membuat kerajinan tangan dari limbah kayu. Limbah kayu ini berasal 
dari limbah mebel – mebel yang ada di Desa Krasak. Kemudian hasil 
karyanya dipasarkan melalui web, marketplace dan media sosial. 
Hasil penjualan sebagian disisipkan untuk kampanye Stop 
perkawinan anak di desa. 

“Alhamdulillah sekarang, remaja Desa Krasak sudah mulai aktif 
kegiatan, baik di desa karena ikut terlibat aktif pada musrembangdes, 
maupun di luar pemerintahan desa. Setidaknya meminimalisir 
terjadinya praktik perkawinan anak,” ujar salah seorang tokoh agama 
pada saat diwawancara. 

Beliau yang dulunya sangat tidak setuju untuk mencegah perkawinan 
anak, sekarang sangat aktif untuk mengingatkan, mengkampanyekan 
Stop perkawinan anak di forum- forum pertemuan di desa. 
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Pada tahun 2020, pemerintah desa kemudian juga melakukan 
perubahan dengan mengeluarkan Perdes No. 04 Tahun 2020 tentang 
Pencegahan Perkawinan Anak Desa Krasak. 

Namun sangat disayangkan, kasus perkawinan anak yang terjadi di 
Krasak pada tahun 2020 tercatat 1 kasus disebabkan karena 
kehamilan yang tidak diinginkan, mereka kemudian dinikahkan 
melalui dispensasi kawin dari Pengadilan agama. Disusul pada bulan 
Mei tahun 2021 tambahan kasus perkawinan anak dengan penyebab 
yang sama, yang kemudian dapat surat dispensasi yang diproses oleh 
pengadilan. 

Situasi pandemi kemudian menjadikan rumit keadaan. Hingga saat 
ini, masih melihat kegiatan-kegiatan remaja di desa yang jumlahnya 
makin sedikit. kondisi ini menempatkan remaja masih kurang terlihat 
keberadaannya. 

Pekerjaan Rumah Sekarang: Stop Kekerasan 
Terhadap Perempuan dan Anak 

Data catatan awal tahun (Cawalu 2021) Koalisi Perempuan Indonesia 
Cabang Kabupaten Indramayu yang telah dirilis, tercatat dalam data 
penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Unit 
PPA Polres Indramayu, P2TP2A, Pengadilan agama dan Balai PIPA 
(Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi) Pencegahan Perkawinan 
Anak KPI Indramayu. 

Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak  
Unit PPA Polres Indramayu Tahun 2020 

No Jenis Kasus Jumlah Kasus 

1 KDRT 44 

2 Persetubuhan Anak 30 

3 Pencabulan Anak 9 

4 Trafficking 1 

5 Penganiayaan Anak 21 
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Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak  
P2TP2A DP3A Kab. Indramayu Tahun 2020 

No Jenis Kasus Jumlah Kasus 

1 KDRT 3 

2 Persetubuhan anak / Pencabulan anak 8 

3 Hak Asuh Anak 3 

4 Trafficking 1 

6 Depresi 1 

 

Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak  
Balai PIPA KPI Kab. Indramayu dari Tahun 2018 - 2021 

No Kasus Perkawinan Anak Jumlah Kasus 

1 BP Gelarmendala 12 

2 BP Krasak 12 

3 BP Cibeber 6 

4 BP Totoran 4 

 

Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak  
Pengadilan Agama Kab. Indramayu dari Tahun 2019 - 2021 

No Data Dispensasi Kawin Jumlah Perkara 

1 Tahun 2018 266 

2 Tahun 2019 251 

3 Tahun 2020 / Agustus 534 

 
 

 
 

 
 

No Data Perceraian Jumlah Perkara 

1 Tahun 2018 7.776 
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2 Tahun 2019 8.365 

3 Tahun 2020 / Agustus 6712 

 

Melihat data tersebut, membuktikan masih banyak terjadinya kasus 
kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak yang terjadi di 
Indramayu. Hal ini harus menjadi perhatian khusus Pemerintah 
Daerah, terutama jika melihat lagi implementasi dari Peraturan 
Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu No. 18 Tahun 2012 tentang 
Pencegahan, Perlindungan, dan Pemulihan Perempuan dan Anak 
Sebagai Tindak kekerasan di Kabupaten Indramayu.  Juga dalam 
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu nomor 6 tahun 
2019 tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak. 

Namun perjuangan tak akan berhenti sampai di sini, karena peran 
perempuan dan anak harus hadir di berbagai ruang pengambilan 
keputusan. 

 

Siti Halimatussa’diyah 

Aktif di Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Indramayu, Jawa Barat. 
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Forum Anak: Memutus 
Stigma Buruk Janda 
Muda di Lombok 

 
 

Remaja yang belum menikah seringkali 
mendapat ejekan sebagai perawan tua. Olokan 
perawan tua membuat sejumlah perempuan 
malu hingga mempraktikkan perkawinan anak. 
Di satu sisi, remaja yang bercerai pun, tak 
lepas dari stigma janda muda. Forum Anak 
dibentuk untuk mengubah stigma itu. 
 
Zohratul Maklumat 

 
 
F, ia terpaksa menikah dalam usia belia karena mendapat cibiran 
masyarakat. Tak siap dengan pernikahan, dia kesulitan memenuhi 
kebutuhan hidup. Pertengkaran rumah tangga tak terhindarkan. 

F (15 tahun), kemudian bercerai. Di tengah perjuangannya untuk 
melanjutkan hidup, dia kerap mendapat olok-olok dan stigma 
sebagai janda muda. Dampaknya, F harus menanggung problem 
kesehatan mental.  

“Aku kesal. Kadang kalau tidak tahan suka menyalahkan diri sendiri 
dan berteriak nggak karuan," ungkap dia kepada Forum Anak di 
Lombok, Nusa Tenggara Barat, 25 Juli 2021. 
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Di Lombok, sebagian warga punya anggapan menikah muda bisa 
menghindarkan diri dari berbuat zina. Remaja yang belum menikah 
sering kali mendapat ejekan sebagai perawan tua. Olokan perawan 
tua membuat sejumlah perempuan malu sehingga mereka 
mempraktikkan perkawinan anak. 

Mereka harus menanggung beban ganda karena harus membesarkan 
anak di tengah himpitan ekonomi. Perceraian dalam usia pernikahan 
singkat, umum terjadi. 

Situasi itu membuat puluhan pengurus Forum Anak Desa Taman 
Baru, Sekotong Tengah, Lombok Barat mensosialisasikan gerakan 
Stop perkawinan anak dan Stop bullying di sekolah dan posyandu. 
Mereka bekerja sama dengan pengurus Perempuan Program 
Keluarga Harapan/ PKH dan kader PKK. 

Para pengurus Forum Anak juga merencanakan kegiatan untuk 
memenuhi hak anak di Desa Taman Baru. Jika menemukan anak yang 
belum memiliki akta kelahiran atau perkawinan anak, maka pengurus 
melaporkannya kepada pemerintah desa. 

Forum Anak dibentuk mulai pertengahan 2019 berdasarkan SK 
Pemerintah Desa Taman Baru. Anggotanya dibekali pengetahuan 
sebagai pelopor dan pelapor. Awalnya Desa Taman Baru tidak pernah 
melibatkan anak-anak dalam musyawarah perencanaan 
pembangunan dusun dan musyawarah perencanaan pembangunan 
desa. Masyarakat setempat menganggap anak-anak tidak paham 
apa-apa. 

Kemudian, Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) mengajukan 
kerja sama dengan pemerintah desa dengan membawa program 
Stop perkawinan anak dan Stop kekerasan terhadap perempuan dan 
anak. 

SANTAI membuat komitmen bersama pemerintah desa dan kader 
desa untuk mengubah mindset masyarakat. Mereka melakukan 
advokasi dan kampanye di setiap sekolah di Desa Taman Baru. 
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Kampanye gerakan hentikan perkawinan anak bukan perkara mudah. 
Adat istiadat membuat Forum Anak sulit melakukan pencegahan 
perkawinan anak. Bahkan mereka sering dimaki oleh pelaku bahkan 
perkawinan anak. 

Tapi, mereka tak menyerah. Di banyak forum, mereka menjelaskan 
menikah muda tidak baik untuk reproduksi, janin belum siap dibuahi, 
dan risiko kematian anak-anak yang hamil cukup tinggi. 

Forum Anak terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan 
beberapa perkawinan bisa digagalkan atau bisa dipisahkan. 
Tantangan terberat adalah banyaknya orang tua yang melarang anak 
mereka bergabung dengan Forum Anak. Untuk mengambil hati orang 
tua, Forum Anak mengadakan kegiatan menulis cerita, membuat 
tong sampah, bergotong royong di masjid, dan terakhir yaitu kursus 
bahasa Inggris. 

Forum anak awalnya beranggotakan lima orang. Forum Anak mulai 
merekrut anggota baru dari sepuluh dusun di Taman Baru sehingga 
sekarang anggotanya 28 orang. 

Sekretaris Forum Anak, Fina, berharap anggota semakin banyak dan 
bisa membangun kerja sama dengan Forum Anak tingkat kecamatan 
atau kabupaten untuk terus bersinergi dalam upaya menghentikan 
perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Mereka punya harapan menjadi agen perubahan mulai dari tingkat 
dusun, desa hingga kecamatan. Juga bisa menjadi gerakan yang 
bertahan serta memiliki kemampuan untuk membantu dan 
mengajak orang lain untuk ikut dalam perubahan.  

“Kami mulai bergerak dari komunitas kecil ini dan berharap kami 
menjadi pionir perubahan," ungkap Ketua Forum Anak Ipan Zamroni. 

Anggota Forum Anak terus menerus mencoba mencari solusi dan 
menentukan strategi untuk menghentikan kawan-kawan mereka 
menikah dini. Forum Anak berhasil menggandeng tokoh agama, 
tokoh masyarakat, lembaga-lembaga yang ada di desa sehingga 
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perkawinan anak berkurang dari tahun ke tahun. Gerakan ini  akan 
menyelamatkan generasi muda. Forum Anak juga menjadi wadah 
mereka mengekspresikan diri dan menuangkan ide-ide untuk 
perubahan. 

Berikut abel angka perkawinan anak yang diperoleh dari kader 
desa: 

DUSUN TAHUN 

2017 2018 2019 2020 2021 

Gelumpang 1 1 1   

Kelep Barat 8 2 1   

Kelep Tengah 1 0 3   

Batu Putih 1 1 0   

Timbal 4 3 0   

Pemegatan 0 3 0   

Orong Sandat 4 0 2   

Repok Gapuk 4 1 0   

Eat Pace 1 0 1   

 

Zohratul Maklumat 

Kelahiran 9 Mei 1994. Aktif di Komunitas Peduli Perempuan dan Anak tingkat 
Desa (KPPAD), kader dampingan SANTAI. Sehari-hari berkegiatan juga sebagai 
guru madrasah dan aktivis sekolah guru Indonesia.  
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Asa Penyintas Sumber 
Semangatku 

 
 

Menjadi pendamping perkawinan anak, 
tidaklah mudah. Tantangan justru datang dari 
keluarga saya yang konservatif. Saya nyaris 
dipukuli karena berbeda pandangan soal 
feminisme. Keluarga bahkan menuding 
organisasi saya, KPI, sebagai penyebab 
perubahan sikap yang terjadi pada saya. 
Namun, saya tak pernah menyerah. 
 
Saida Nafisah Abdullah 

 
 
Sejumlah korban lalu menyemangatiku. Seperti salah satu cerita 
korban berikut ini. Di usia belia, mereka sibuk mengurus anak dan 
rumah tangga. Seragam sekolah, mainan, dan buku pelajaran hanya 
jadi pajangan di lemari. Kepada saya, mereka mengungkapkan 
penyesalannya dan ingin memutar waktu. 

Sembari menggendong bayi, N, remaja di Bogor Jawa Barat 
menyatakan penyesalannya karena perkawinan anak sehingga dia 
putus sekolah.  

“Suamiku sering marah dan memukul karena dia anggap aku lelet 
urus rumah tangga,” kata N kepada saya pada awal Januari 2020. 
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Bersama dua teman, saya bertemu dengan sejumlah korban 
perkawinan anak. Kami bertemu remaja yang putus sekolah, tidak 
bisa bermain lompat karet, congklak, dan petak umpet. Mayoritas 
berumur 15-17 tahun. 

Di usia belia, mereka sibuk mengurus anak dan rumah tangga. 
Seragam sekolah, mainan, dan buku pelajaran hanya jadi pajangan di 
lemari. Kepada saya, mereka mengungkapkan penyesalannya dan 
ingin memutar waktu. 

Pengalaman itu sangat membekas. Keterlibatanku datang ke desa 
dan melihat remaja menikah usia anak tak lepas dari pengalamanku 
berorganisasi. Pada Maret 2018, aku yang masih berstatus sebagai 
mahasiswa di Kota Cirebon mendapat tugas dari organisasi untuk 
datang memenuhi undangan penguatan jaringan reformasi kebijakan 
pencegahan perkawinan anak yang dibentuk oleh KPI Kabupaten 
Cirebon. Di sana, aku banyak bertemu perempuan yang mewakili 
organisasi non-pemerintah, akademisi, dan anggota legislatif.   

Memegang mikrofon, suaraku gemetar karena isu perkawinan anak 
adalah hal yang baru. Aku pernah menganggap perkawinan anak 
lumrah di Indonesia. Dengan percaya diri, aku bercerita mengenai 
diskusi yang sudah aku jalani di organisasiku kala itu.  

 Dok. Pribadi 
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Selepas ikut forum itu, aku menganggap isu perkawinan anak sebagai 
sesuatu yang darurat. Diskusi selama tiga jam buatku masih kurang 
untuk memahami sebuah isu dan menyusun strategi. 

Tapi, dari tiga jam tadi aku banyak mendapatkan gambaran dasar 
bagaimana praktik perkawinan anak perlahan-lahan membunuh 
karakter adik-adikku. Saya bergabung dengan Koalisi Perempuan 
Indonesia untuk membantu menjalankan program Creating Space 
yang berjalan hingga sekarang. 

Bersama KPI Jawa Barat, aku mendapatkan kesempatan emas untuk 
merumuskan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak. Menjadi 
saksi, pertemuan pertama hanya bersifat normatif. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana Jawa Barat memberikan pengantar sebagai penggagas 
perda tersebut. KPI menemukan bahwa beberapa poin dalam Perda 
Perkawinan Anak belum terintegrasi dalam rancangan Undang-
Undang Perkawinan Anak. 

KPI terus melakukan dialog agar perda itu terpadu dengan RUU 
Perkawinan Anak, seperti konsiderans UU Nomor 16 Tahun 2019 
tentang penambahan batas usia minimum untuk orang yang bisa 
menikah. 

Selain itu, KPI juga menemukan sejumlah pilihan kata yang dapat 
menimbulkan stigma baru kepada korban anak yang menikah. Pada 
Februari 2021 perda tersebut berhasil di amandemen oleh anggota 
Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu Perda Nomor 3 
tahun 2021 tentang Penyelenggara Perlindungan Anak. 

Perjuangan menghentikan pernikahan anak tak mudah karena harus 
beradaptasi dengan pergantian formatur pegawai Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana (DP3AKB) Jawa Barat. KPI juga menemukan berbagai 
kendala lainnya, seperti diskusi dan dialog yang harus tetap 
dilakukan. 
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Padahal, beberapa staf dan pengurus KPI Jawa Barat tidak berdomisili 
di Kota Bandung. Selain itu, pembahasan isu perkawinan anak alot 
karena beberapa kalangan menganggap isu ini masuk dalam ranah 
privat yang tidak harus mendapat campur tangan orang lain. Mereka 
menganggap perkawinan anak sebagai urusan rumah tangga. 

Pengalaman di KPI saya tularkan kepada sanak saudara dan teman. 
Sejumlah teman terbuka dengan isu ini. Tantangan justru datang dari 
keluarga saya yang konservatif. Saya nyaris dipukuli karena berbeda 
pandangan soal feminisme. Keluarga menuding KPI sebagai 
penyebab sikapku. 

Aku tidak menyerah dan menutup diskusi tentang tafsir agama agar 
tidak terjadi konflik yang lebih besar. Aku sempat menganggap itu 
sebagai kegagalan menjelaskan tentang pandangan dan sikapku. 

Lalu aku berpikir keberagaman pandangan itu bukan masalah besar 
dan hanya butuh memahami satu sama lain. Aku berusaha 
memahami pandangan kakak yang kurang sepakat tentang 
mencegah perkawinan anak yang sering kami kampanyekan. 

Selain itu, muncul tafsir agama yang melanggengkan perkawinan 
anak. Sebagian orang melihat perkawinan anak adalah budaya yang 
sudah ada sejak zaman nabi. Situasi itu membuat KPI Jawa Barat 
mendekati beberapa tokoh agama yang mempunyai tafsiran 
melindungi hak anak dan mencegah perkawinan anak. 

KPI memberikan banyak pengalaman untuk mengkampanyekan Stop 
perkawinan anak. “Aku belajar cara bekerja sama dengan pembuat 
kebijakan”.  

Saida Nafisah Abdullah 

Biasa dipanggil Aida. Perempuan asli Ende Flores kelahiran Soe (NTT) pada 2 
September 1996. Punya hobi mendaki gunung, sesekali membaca, dan 
overthinking tiap malam. Selalu yakin bahwa perempuan bukan kelas kedua. 
Saat ini aktif sebagai Project Officer di KPI Wilayah Jawa Barat. 
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Dianggap Anak Kecil dan 
Tak Penting: Para Remaja 
Penantang Arus Cegah 
Perkawinan Anak  

 
 

Lahirnya kelompok remaja yang berjuang dari 
desa ke desa untuk Stop perkawinan anak, 
pasti penuh dengan tantangan, dari dianggap 
anak kecil hingga dianggap sebagai entitas 
yang tak penting. Tapi mereka tak pernah 
menyerah. 
 
Ahmad Fahrizal Aziz 

 
 
Mronjo, Blitar, 17 Desember 2020 

“Kalian kan belum menikah, mudah saja bilang seperti itu,” celetuk 
seorang bapak dan diikuti gelak tawa hadirin, kira-kira 50 orang 
jumlahnya. Di antara mereka ada tokoh masyarakat setempat. 

Berbeda dengan Irna selaku fasilitator pertemuan, Ia justru 
tersenyum kecut, raut mukanya kesal, meski ia berusaha untuk tetap 
ramah. Panitia lain yang sebagian besar masih remaja, juga 
menunjukkan ekspresi yang sama. Aulya sang notulen berulang kali 
merangsek dari tempat duduknya, ia geregetan ingin turut 
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berkomentar, namun ia harus fokus di mejanya untuk mencatat 
diskusi hari itu. 

Bu Lilik, Koordinator bidang KB Kecamatan Selopuro pun langsung 
berdiri, meminta microphone dan merespon. 

"Mereka memang masih remaja pak, tapi mereka punya kepedulian," 
sahutnya. Suasana pun menjadi tegang.  

 

Tak lama kemudian, Irna menjelaskan bahwa kasus perkawinan anak 
terjadi karena minimnya pemahaman terkait kesehatan reproduksi. 
Anak belum paham hak mereka sebagai anak, termasuk Hak 
Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR) dan mengakibatkan terjadinya 
KTD. 

Seorang bapak paruh baya berbatik coklat dan berpeci hitam dengan 
bersimbol ormas menceritakan pengalamannya membantu 
penanganan kasus Kehamilan yang Tak Diinginkan (KTD) di desanya, 
terutama membantu pencarian dispensasi nikah untuk mereka yang 
masih di bawah umur. Ia merupakan tokoh masyarakat. 

“Namun faktanya tidak sesederhana itu mbak,” sanggah si bapak. 

Dok. Pribadi 
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Lahirnya kelompok remaja yang berjuang dari 
desa ke desa 

Tanggal 21-23 Maret 2018, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) 
datang ke Kabupaten Blitar untuk memberikan pelatihan kepada 
kelompok remaja dan anak muda usia di bawah 22 tahun. 

Tim YKP menyebar undangan ke sekolah dan organisasi remaja 
seperti Forum Anak, Insan Genre, Pramuka dan PMI untuk 
mengirimkan delegasi menjadi peserta pelatihan. Di antara yang 
didelegasikan itu adalah Irnandini Putri, ketua OSIS SMPN 1 
Kesamben. 

Mereka berkumpul di Local Education Center (LEC) Blitar, Kecamatan 
Garum. Selama 3 hari mendapatkan materi, diskusi, bermain games 
dan diajak lebih peka pada isu kekerasan terhadap perempuan dan 
perkawinan usia anak. 

Bagi Irnandini atau yang akrab dipanggil Irna, kegiatan itu menjadi 
pengalaman menarik di usianya yang masih belia, mengenal tentang 
seks, gender, seksualitas, hingga ekspresi seksual. Irnandini jadi 
paham, bentuk seks yang aman dan tidak aman di kalangan remaja. 
Ia juga menyadari betapa pentingnya para remaja memahami 
tubuhnya sendiri agar terhindar dari perilaku berisiko. 

Tidak hanya berhenti di pelatihan, YKP pun membuka ruang 
aktualisasi bagi mereka untuk menyampaikan informasi ini ke teman-
teman sebaya, sehingga pada 23 Maret 2018 dibentuklah sebuah 
komunitas relawan yang diberi nama Relawan Pemuda Peduli 
Perempuan dan Anak (RP3A).  

“Saat itu koordinatornya mbak Rezki Liana Putri, namun karena Mbak 
Rezki jadi staf YKP, saya menggantikannya pada akhir 2019. Saat itu 
dari 24 peserta, sudah banyak yang tidak aktif,” kenang Irna. 
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Setelah terbentuk, RP3A sering melakukan sosialisasi ke teman 
sebaya. Sebagian besar anggotanya juga sudah masuk jenjang 
sekolah menengah dan perguruan tinggi. Para remaja itu menggelar 
banyak agenda di antaranya diskusi gender, sosialisasi ke sekolah-
sekolah, bakti sosial ke desa terpencil, dan youth camp. Mereka 
didukung oleh YKP dan project Creating Space dari Oxfam. 

Hingga akhirnya, dibuatlah sebuah agenda di tingkat desa. Dipilihlah 
Kecamatan Selopuro, sebagai kecamatan termuda di Kabupaten 
Blitar yang memiliki 8 desa: Desa Selopuro, Desa Popoh, Desa 
Jatitengah, Desa Jambewangi, Desa Ploso, Desa Mandesan, Desa 
Tegalrejo dan Desa Mronjo. 

Irnandini sendiri bertempat tinggal di desa Popoh, salah satu desa 
yang tingkat perkawinan anaknya cukup tinggi. 

"Saya sedih karena di desa saya sendiri angka perkawinan anaknya 
tinggi, namun ketika saya berpendapat selalu dianggap ‘anak kecil 
tau apa?’," ungkap Irna. 

Irna tidak sendiri, Ia dibantu teman sebayanya antara lain Sabrina 
Salsabila, Aulya Nuramadani, Agasta Dicky, Karisma Okta, dan Haniv 

Dok. Pribadi 
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Avivu yang juga aktivis Relawan Pemuda Pemudi Peduli Perempuan 
dan Anak (RP3A). 

Mereka berharap desa-desa di Kecamatan Selopuro punya program 
berkesinambungan terutama dalam pencegahan kekerasan terhadap 
perempuan, anak perempuan dan perkawinan anak. 

Saya dan Rezki Liana Putri ikut membantu berkomunikasi dengan 
pihak kecamatan agar program ini berjalan. Kebetulan ada 
Mukhamad Muiz salah satu staf partai Kecamatan Selopuro yang juga 
aktivis HKSR. Pihak Kecamatan begitu mendukung rencana kami. 
Camat Selopuro bahkan turut hadir mendampingi Kepala Dinas 
PPKBPPPA membuka pertemuan perdana. 

Jalan Terjal untuk Menghentikan Perkawinan 
Anak di Tingkat Desa 

 

Dukungan dari Kecamatan ternyata tak lantas membuat acara ini 
berjalan mulus. Pembahasan perkawinan anak yang ada di 
pertemuan kami lebih sering terkonsentrasi pada kasus Kehamilan 
Tidak Direncanakan (KTD), bukan pada pencegahan perilaku seksual 
berisiko. 

Peserta menganggap bahwa perempuan yang hamil di luar nikah 
harus segera dinikahkah. Sedihnya, mereka lebih memilih menikah 

Dok. Pribadi 
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siri jika kesulitan mendapatkan dispensasi pernikahan. Perempuan 
yang melahirkan tanpa suami dianggap sebagai aib keluarga. 

"Ada anak sudah hamil, tapi sulit mendapatkan dispensasi karena di 
bawah umur, bagaimana biar dapat (dispensasi)?" tanya salah 
seorang peserta, yang membuat kening kami berkerut. 

Disisi lain, banyak yang menganggap kasus kekerasan terjadi karena 
masalah akhlak dan perilaku. 

"Anak-anak perempuan kita juga harus diajarkan berpenampilan 
yang sopan agar tidak mengundang syahwat," sambung peserta lain. 

Respons paling menyakitkan tentu saja, seperti yang ditakutkan 
Irnandini dan kawan-kawan yakni mereka dianggap masih kecil dan 
ingusan untuk membahas soal perkawinan. Respons ini membuat 
mereka down, selepas agenda pertemuan itu kami membahas 
betapa beratnya "beban mental" dalam menjalankan program ini. 
Tak jarang mereka menumpahkan air mata saat evaluasi. 

 

"Tapi tak usah khawatir, goal kita pada pencegahan, bagaimana desa 
membuat program untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, 
bukan?" ucap saya menguatkan. 

Dok. Pribadi 



Cerita Kemenangan Stop Perkawinan Anak 

85 

Di tengah air mata itu, ternyata cukup banyak yang mendukung kami. 
Anak-anak muda dari Karang Taruna misalnya, atau dari Organisasi 
kepemudaan. 

Niken, Galuh dan Fauzi adalah segelintir anak muda yang mendukung 
kami. Pada pertemuan kedua, Niken dan Fauzi mewakili kelompok 
masyarakat untuk menyampaikan rekomendasi program 
pencegahan perkawinan anak di hadapan para kepala desa. 

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan BPD (Badan 
Permusyawaratan Desa). Bu Ulfa dari BPD Tegalrejo memberikan 
apresiasi, sekaligus menjelaskan jika program itu sudah dianggarkan 
namun tidak ada yang menjalankan. 

Begitupun dengan kepala desa Mandesan, dia menganggarkan dana 
senilai Rp 5 juta dari program lain yang belum terserap.  

"Nanti bisa digunakan untuk itu, namun tidak ada yang jalan," keluh 
Kades Mandesan. 

Para remaja melihat ada secuil harapan, program pencegahan 
perkawinan anak tersebut bisa direalisasikan di tiap-tiap desa. 

Kami pun kemudian menggelar Youth Camp selama 3 hari di Kota 
Batu, yang sebagian besar pesertanya adalah pemuda Selopuro. 
Mereka mendapatkan bekal lebih yang nantinya dipersiapkan 
menjadi pioner di tingkat Kecamatan. 

Tim relawan pun berembuk, apakah akan mengusulkan peraturan 
desa atau pembentukan tim relawan di setiap desa? Muiz yang juga 
bekerja di Kecamatan dan tahu kondisi riil di lapangan, 
menyampaikan pendapat jika pembuatan peraturan desa bukan hal 
yang mudah, apalagi belum ada penggeraknya di setiap desa. 

Diskusi ini berjalan alot. Penerbitan Peraturan Desa/ Perdes batas 
usia perkawinan masih dipertanyakan efektifitasnya, belum lagi 
terkait prosedur hukumnya. 
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Peraturan desa tentang batas usia perkawinan sebenarnya adalah 
salah satu cita-cita kami dalam pertemuan ini, karena memperkuat 
implementasi UU No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun 
kami menyadari bahwa pencegahan juga tak kalah penting. 

Akhirnya tim relawan memutuskan untuk membuat pelatihan di 
tingkat kecamatan dan desa untuk membentuk kelompok remaja 
tersebut, harapannya agar ada yang menjalankan program desa. 

“Kita bentuk cabang-cabang RP3A di setiap desa,” tegas Irna yang 
sangat bersemangat dengan ide tersebut. 

Akhirnya di pertemuan keempat, kami membahas soal itu. Saya 
mewakili panitia memberikan sambutan, menyampaikan hasil 
rembuk dengan tim relawan. 

Langkah Kecil yang Pasti 

  

"Diajak pinter kok nggak gelem," celetuk Kades Selopuro siang itu, 
saat Irna dan Muiz selaku fasilitator meminta dukungan kepada para 
peserta agar mendukung program pembentukan kelompok pemuda 
peduli perempuan dan anak di desanya. 

Dok. Pribadi 
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Setelah berkomentar, Kades Selopuro menandatangani komitmen 
tersebut. Menurutnya, mengeluarkan anggaran untuk mencerdaskan 
masyarakatnya sendiri adalah hal yang positif. 

Kepala desa yang lain belum mengambil sikap, meski sudah diwakili 
oleh BPD. Namun sejak pertama program ini bergulir, kelompok 
pemuda lah yang paling cepat memberikan respon. Mereka bahkan 
siap menjadi bagian dari RP3A tingkat kecamatan. 

Kepala dinas PPKBPPPA, Eka Purwanta, berharap program ini bisa 
terus dikawal sampai  terwujud. 

"Saya juga berharap YKP memperpanjang programnya dengan kami, 
karena perjuangan menurunkan angka perkawinan anak butuh peran 
bersama termasuk dengan bapak/ibu di desa," harap Eka Purwanta. 

Suatu hari, RP3A mendapatkan undangan untuk menjadi narasumber 
di kegiatan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU/IPPNU) 
tingkat desa. Kepekaan terhadap pentingnya Kesehatan Reproduksi 
mulai muncul di masyarakat. 

Bu Lilik, koordinator Keluarga Berencana/ KB Kecamatan, juga mulai 
masif untuk menghidupkan Forum Anak Desa, agar kegiatan yang 
melibatkan anak dan remaja makin terakomodir. Pembahasan terkait 
Forum Anak tingkat Desa menjadi salah satu bagian penting selama 
4 kali pertemuan di desa. 

Kebetulan selama 2 periode, aktivis RP3A juga lah yang menjadi ketua 
Forum Anak tingkat Kabupaten. Pada periode ini Forum Anak 
Kabupaten Blitar diketuai oleh Sabrina Salsabila Wahab. 

RP3A sendiri bersiap-siap menggelar pelatihan tingkat desa. Kepala 
desa dan BPD sudah merespon positif untuk mendukung agenda 
tersebut. Ini adalah momentum berharga karena perhatian pada 
kelompok anak muda mulai muncul, khususnya perhatian pada 
peningkatan kapasitas dan wawasan terkait Hak Kesehatan Seksual 
Reproduksi (HKSR). 
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"Kami berharap Kecamatan Selopuro nantinya menjadi teladan bagi 
kecamatan lain di Kabupaten Blitar untuk lebih peduli pada isu 
perkawinan usia anak," ucap Irnandini dengan penuh harap. 

 
 
Ahmad Fahrizal Aziz 

Seorang Blogger dan Entrepreneur. Sejak 2019, ia menjadi aktivis HKSR yang 
kemudian bergabung dalam Komunitas Laki-laki Peduli Perempuan dan Anak. 
Di samping itu ia juga pegiat literasi dan tergabung dalam Gerakan 
Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Kabupaten Blitar. Bisa dihubungi melalui 
blog pribadinya di www.fahrizal.art.  
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Tak Selamanya Jadi 
Korban, Indah Jadi 
Penyintas Perkawinan 
Anak 

 
  

Indah, bukan nama sebenarnya, adalah anak 
perempuan yang menjadi korban praktek 
perkawinan anak, akibat diperkosa pacarnya. 
Bersama orangtuanya, Indah memutuskan 
untuk melanjutkan kehamilannya, melahirkan 
dan mengurus anaknya. Ia juga memutuskan 
untuk bekerja dan meneruskan sekolah. Indah 
melupakan suaminya yang tak bertanggung 
jawab. 
 
Siti Noor Ainie 

 
 
Rumah mungil di pojokan itu tergolong sangat sederhana. Ada papan 
berukuran ½ kali 1 meter yang melintang dan menghalangi siapa pun 
yang akan masuk ke rumah itu. Ada 2 bayi di sana. 

Seorang ibu sedang berbaring di ruang tamu yang juga berfungsi 
sebagai ruang keluarga. Setumpuk baju teronggok di kursi. Ketika 
saya datang, buru-buru ibu yang sedang menidurkan bayinya itu 
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bangun, langsung merapikan ruangan dan mempersilahkan saya 
duduk. 

Dia adalah Tiwi (45) bukan nama sebenarnya,Ibunya Indah (18). 
Indah terpaksa kawin muda, sebelum menyelesaikan sekolahnya di 
SMA.  

Berpacaran dengan Doni, bukan nama sebenarnya, membuat Indah 
kemudian hamil dan melahirkan bayi laki-laki. Bayi laki-laki yang 
belum genap berusia 1 tahun itu, diasuh ibunya karena ia harus 
bekerja menjadi buruh di warung minuman, untuk memenuhi 
kebutuhan mereka. 

Indah pernah bercerita tentang kejadian kekerasan seksual dan 
menikah usia anak yang terpaksa menimpanya. 

“Saya pacaran dengan Doni karena dikenalkan kawan saya. 
Sebenarnya saya tidak begitu suka dengannya. Namun karena 
dijebak oleh kawan saya, Doni memperkosa saya di saya di tempat 
kos,” ujar Indah mengawali ceritanya. 

Cerita ini membuatnya harus mengingat masa lalu tentang kekerasan 
seksual yang ia alami. Banyak cerita sedih di dalamnya. Sambil 
sesekali melayani pembeli di warung majikannya, Indah melanjutkan 
ceritanya. Doni usianya lebih muda 1 tahun, dikenalnya melalui 
media sosial dan melalui kawan Indah. Di sini Indah menutup 
perbincangannya, dan meminta dilanjutkan di rumahnya keesokan 
harinya. 

Perbincangan itu saya teruskan keesokan harinya. 

“Saya hamil, tapi orang tua saya tidak tahu karena kami tinggal 
berbeda kota. Sampai saat saya melahirkan di Rumah Sakit baru ibu 
saya telepon. Tentu ibu kaget, namun menunggui saya saat 
melahirkan,” Indah mengawali cerita di pertemuan kedua di 
rumahnya yang didampingi ibu dan ayahnya, Agus (50).   
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Ketidaktahuan Indah, bahwa melakukan hubungan seksual akan 
menyebabkan dia hamil. Indah baru menyadari dirinya hamil saat 
kandungannya memasuki usia 6 bulan. Dia mengetahuinya karena 
tidak menstruasi selama 6 bulan. Lalu oleh Doni, ia dibelikan tes 
kehamilan, ternyata hasilnya positif. Tentu saja dia takut, khawatir 
dan seribu perasaan berkecamuk lainnya. Doni meminta agar 
digugurkan, tapi Indah bertahan. 

Suatu sore saat mereka ngopi di salah satu warung kopi yang tidak 
jauh dari sebuah RS swasta, Indah merasakan perutnya mulas. Dia 
tidak mengetahui bahwa itu tanda-tanda  mau melahirkan. Karena 
sakit perutnya bertambah hebat, maka dengan dibonceng motor 
oleh Doni, ia diantar ke rumah sakit terdekat. 

“Ternyata sudah bukaan 8, lalu oleh dokter saya disuruh 
memberitahu orang tua, karena umur saya masih 18 tahun. Dengan 
takut-takut saya telepon Ibu, akhirnya ibu datang menunggu saya 
melahirkan, “ ujarnya mengenang saat pahitnya. 

Orang tuanya kemudian menerima apa pun keputusan Indah 
bersama bayinya, namun tidak demikian dengan orang tua Doni. 
Orang tua Doni justru menyalahkan Indah, dengan kejadian itu. Inilah 
yang membuat Indah sakit hati. Laki-laki yang umurnya lebih muda 
dari Indah itu, juga tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan 
Indah dan bayi mereka. Sejak melahirkan itu, Doni tak muncul lagi. 

“Saat anak saya sudah berusia 4 bulan, barulah kami dinikahkan. Itu 
pun karena upaya bapak dan keluarga saya untuk memaksa Doni 
menikah. Kami menikah hanya untuk status sebagai suami istri, tapi 
anak yang mencarikan nafkah tetap saya, suami tidak mau tahu,” 
beber Indah. 

Pernikahan Indah di kampung kecil itu dihadiri oleh para tetangga 
dan kerabat sebanyak 100 an orang. Kerabat dan keluarga 
menyambut hangat pernikahan itu, apalagi kehadiran sesosok bayi 
laki-laki  yang merupakan cucu pertama dari keluarga Indah. 
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“Walaupun sudah punya anak tetap kami nikahkan. Ya banyak yang 
datang tetangga, sanak saudara semua baik kepada kami. Tidak ada 
yang mengucilkan kami karena Indah sudah punya anak,” cerita Tiwi, 
ibu Indah. 

Untuk mendapatkan status sebagai istri, tidak mudah bagi Indah. Biar 
bagaimanapun, Indah tidak ingin anaknya tidak punya bapak. Apalagi 
jika anaknya bertumbuh besar, tentu akan menanyakan siapa 
bapaknya.  

Dengan berjuang bersama ayahnya, Indah mencoba mengurus surat-
surat pernikahan. Indah juga harus menghadapi Doni dan 
keluarganya, yang semakin memusuhi Indah. Tanpa memedulikan itu 
semua, Indah dan ayahnya berhasil mengumpulkan semua prosedur 
persyaratan nikah, termasuk menghadiri sidang dispensasi kawin di 
Pengadilan Agama Ponorogo. 

“Waktu itu saya diantar ayah, dan Doni diantar kerabatnya. Kami 
tidak saling menyapa di sana. Karena pada dasarnya Doni tidak mau 
menikahi,” tutur Indah. 

Indah merupakan anak sulung dari 4 bersaudara di sebuah kota di 
Jawa Timur. Ketiga adiknya masih kecil sehingga Ibu Indah masih 
menyusui anak bungsunya, sekaligus mengasuh anak Indah. Ayah 
Indah bekerja sebagai buruh serabutan  dengan penghasilan yang 
tidak menentu.  Sehingga sangat berat dengan tanggungan 7 orang 
di keluarganya. 

Tidak ingin adik-adiknya bernasib seperti dirinya, Indah mewanti-
wanti ketiga orang adiknya agar bisa memilih teman bergaul, juga 
bisa melanjutkan sekolah setinggi mungkin. Karena dengan memiliki 
anak di usia yang sangat belia akan sangat merugikan perempuan. 

“Saya selalu berpesan kepada adik-adik saya, mereka harus jadi 
orang sukses. Adik-adik harus sekolah tinggi, bisa bekerja dan 
membantu orang tua,” berulang kali Indah mengucapkan hal itu di 
depan adik-adiknya.  



Menikah di Atas 19 94 

Mau Sekolah Lagi dan Move On 

Sekarang Indah bekerja di Surabaya, bukan tinggal di kotanya. Ia juga 
rutin untuk pulang ke rumah untuk menengok anaknya.  

Indah menyatakan sudah move on dan tidak mau lagi memikirkan 
suaminya yang tidak pernah bertanggung jawab. Karena suami istri 
hanya sekedar status, tapi keduanya tidak pernah tinggal serumah, 
apalagi bertanggung jawab terhadap anak mereka. 

“Biarkan saja terserah dia. Yang saya pikir sekarang adalah kerja, 
mengurus anak  dan meneruskan sekolah,” jelasnya. 

Indah juga punya rencana meneruskan sekolahnya yang belum tamat 
SMA. Sebab saat menjelang ujian di kelas 2 SMA tahun 2020 lalu, dia 
harus putus sekolah karena hamil. Kini, sekolah paket C, setara SMA 
ada di genggamannya. Indah akan meneruskan sekolah lagi. 

Di sekolah pendidikan non formal yang setara dengan SMA/MA inilah 
Indah akan meneruskan sekolahnya secara daring. Karena sistem 
belajar di SKB secara daring berlangsung selama 24 jam, dari hari 
Senin-Jumat, maka Indah bisa bekerja sambil bersekolah. Kejar paket 
C adalah salah satu sarana bagi masyarakat yang kurang mampu, 
maupun yang tidak bisa melanjutkan ke pendidikan formal. SKB 
sebagai satu bentuk lembaga pendidikan yang memberikan layanan 
bagi masyarakat. 

“Di SKB ini belajarnya daring selama 24 jam, karena memang 
siswanya adalah mereka yang sudah bekerja atau lainnya. Sementara 
ini sekolahnya gratis. Kalau daftar sekarang, maka bisa masuk tahun 
ajaran ini.” 

Sebenarnya orang tuanya menginginkan Indah untuk tetap di kota 
mereka dan bekerja seadanya. Tapi Indah menolaknya, dengan 
alasan gaji di kota mereka terlalu kecil, apalagi dengan bekal ijazah 
SMP. Untuk itu meneruskan sekolah adalah tekadnya agar bisa 
membantu memperbaiki ekonomi keluarganya.  
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“Disana gajinya tidak nutut (tidak cukup), hanya Rp.800 ribu, kalau di 
Surabaya bisa hampir Rp 3 juta,” jelas Indah penuh semangat. 

Ia bekerja untuk membelikan susu, popok dan makanan. Di tengah 
persoalan yang ia hadapi, Indah tak mau menyerah, ia move on 
sebagai korban kekerasan seksual dan bekerja sambil meneruskan 
sekolahnya.  

  

Siti Noor Ainie 

Aktif sebagai sekretaris GPP (Gerakan Perempuan Ponorogo) organisasi 
bentukan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP).  
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Pelopor Kelompok Laki-
laki Baru di Kabupaten 
Blitar: Kisah Mu’iz 

 
 

Kami, laki-laki pejuang gender di Blitar, akan 
terus melakukan upaya berdampak pada 
lingkungan. Mulai dari saling tukar pendapat, 
mengumpulkan data dan informasi, 
menuliskan perubahan, hingga 
mendokumentasikannya ke berbagai media.  
 
Mukhamad Mu'iz 

 
 
Sudah begitu banyak ketidak adilan gender di sekitar kita. Di 
lingkungan yang masih patriarki, perempuan sering kali diposisikan 
tidak setara dengan laki-laki. Dipaksa menjadi kelas ‘nomor dua’. Ini 
kemudian berujung kekerasan, dengan pelakunya didominasi laki-
laki.  

Ingatan kelam saya kembali menelusur ke tahun 2009, di Kabupaten 
Blitar Jawa Timur, pernah terjadi kekerasan seksual hingga 
pembunuhan terhadap perempuan berkebutuhan khusus. 
Tersangkanya laki-laki beristri. Pada 2018 lalu, pernah ramai pula soal 
penangkapan pelaku pemerkosaan terhadap anak perempuan 
berusia 7 tahun asal Desa Selokajang, Srengat, Blitar.  
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Jengah, sekaligus semakin sadar dan tergugah. Saya bertekad 
memutus rantai itu: laki-laki harus dididik dan turut berjuang 
melawan segala bentuk ketidaka dilan gender. Termasuk kekerasan 
terhadap perempuan. Cara yang saya tempuh, ikut memelopori 
kelompok laki-laki pejuang adil gender di lingkungan saya tinggal, 
Blitar Jawa timur.   

Panggil saya Mu’iz. Laki-laki berusia 23 tahun, berkacamata dengan 
alis tebal dan rambut hitam lurus. Lahir di Blitar Jawa Timur, seperti 
kebanyakan orang Jawa: berkulit sawo matang.  

Awal yang Mengubah Segala 

Jam dinding menunjukkan pukul 08.00 WIB. Di sebuah ruangan lantai 
3 gedung pemerintahan kabupaten Blitar Lama, di Jl. Sudanco 
Supriyadi, kecamatan Sanan Wetan. Kala itu tahun 2018, tengah 
diselenggarakan sebuah pelatihan oleh Yayasan Kesehatan 
Perempuan/ YKP.  

Pelatihan diadakan selama tiga hari, dari mulai pengenalan terhadap 
hak kesehatan seksual reproduksi, kekerasan terhadap perempuan 
dan anak perempuan serta perkawinan anak, kesetaraan gender, 
hingga advokasi. Jumlah peserta ada sekitar 30 laki-laki, dari berbagai 
organisasi dan latar belakang berbeda.  

Seperti yang terjadi di kampung saya, Kepala Dinas Pengendalian 
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Blitar, Wahid Rosyidi, menyampaikan 
kasus kekerasan terhadap perempuan memang masih tinggi. Pada 
tahun 2017, ada 85 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 
di Kabupaten Blitar, termasuk pelecehan seksual dan kekerasan 
dalam rumah tangga.  

Sementara itu, bagian pelatihan yang paling melekat adalah apa yang 
disampaikan oleh Ketua Pengurus Harian Yayasan Kesehatan 
Perempuan/ YKP, Zumrotin K Susilo. Dia bilang, sosialisasi tentang 
pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi memang kerap 
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mendapat penolakan dari kelompok masyarakat, karena salah 
paham. Sebagian besar orang menganggap pendidikan seksualitas 
dan kesehatan reproduksi mengajarkan pergaulan bebas.  

Saya termenung dan terdiam mendengarkan. Diam-diam mengamini 
apa yang disampaikan oleh Zumrotin: perjuangan soal adil gender 
juga berkaitan erat dengan edukasi atas Hak Kesehatan Seksual dan 
Reproduksi (HKSR) memang masih banyak kendala di lapangan.   

Di akhir pelatihan, kegelisahan semakin membuncah. Makin 
tergugah untuk menyelidik: Apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana 
mengambil peran dalam menyampaikan pesan adil gender yang 
terbilang baru di lingkungan saya? Bagaimana agar pesan saya bisa 
diterima dan tidak dianggap remeh?  

  

Berangkat dari kesempatan pengembangan aksi usai pelatihan, saya 
pun bersemangat turut menggerakkan kelompok laki-laki sebagai 
relawan peduli perempuan dan anak. Di benak saya cuma satu, bisa 
menyebarkan semangat pergerakan bagi kelompok laki-laki. 
Mengajak mereka memperjuangkan keadilan gender. Termasuk, 
melawan segala bentuk kekerasannya.  

Pelan namun pasti, saya mulai aktif memulai gerakan pelatihan di 
dalam forum diskusi terkait kesetaraan gender bertajuk ‘Laki-laki dan 
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perempuan mempunyai hak yang sama.’ Semua langsung berjalan 
lancar? Tentu saja tidak! 

Di tengah pematerian itu, salah seorang tokoh masyarakat menyela, 
dia mengatakan “Tidak ada yang namanya hak sama antara laki-laki 
dan perempuan,” kata dia. 

Bukan tanpa sebab, di lingkungan kami, perempuan memang masih 
banyak dianggap sebagai ‘kanca wingking’ atau pendamping, tidak 
bisa diandalkan, dan labil. Dalam status sosial, perempuan juga 
diharapkan tidak menjadi pemimpin atau mempunyai jabatan yang 
lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sementara di ranah pernikahan, 
perempuan sepatutnya hanya sebatas domestik.   

Bagi saya, pemikiran semacam itulah yang menyebabkan 
ketimpangan gender semakin kentara. Belum lagi misoginis sebagai 
sebuah perilaku yang memunculkan kebencian atau rasa tidak suka 
terhadap perempuan secara ekstrem, kian melanggengkan budaya 
patriarki. Lalu, bagaimana mengubahnya?  

Kolaborasi Gerakkan Perubahan 

Saya beruntung bisa bertemu Irna, seorang perempuan rekan se 
kabupaten. Dan juga dipertemukan dalam satu gerakan bersama 
relawan peduli perempuan dan anak. Kami saling bercerita tentang 
pengalaman dan kisah perjuangan di lapangan.   

Dia mengatakan sebuah kalimat yang menggugah saya--sebagai laki-
laki yang turut memperjuangkan soal keadilan gender. “Banyak orang 
baik di dunia ini, jika kamu tidak menemukannya, jadilah salah 
satunya,” katanya.  

Kaitannya dengan ini, upaya memunculkan tokoh perempuan di 
dalam dominasi laki-laki juga penting dilakukan. Sehingga sedikit 
demi sedikit budaya masyarakat yang patriarki bisa dikikis. Lebih 
lanjutnya, bisa pula menyasar secara strategis pemangku kebijakan.  
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Dalam gerakan, pengambilan data dan informasi mengenai suatu 
permasalahan di daerah serta penulisan dokumentasi kasus terkait 
perempuan dan anak perempuan, adalah hal tersulit bagi saya.  

Saya pernah berdialog dengan salah satu tokoh perempuan di Blitar. 
Titim Fatmawati namanya, pendiri Sapuan, lembaga sahabat 
perempuan dan anak.  Beliau bercerita bahwa dirinya pernah ditolak 
kelompok masyarakat di salah satu daerah. Ia mesti mengantongi izin 
untuk menggali informasi kepada korban.  

Tidak semua pertanyaan pun mendapat jawaban, entah karena malu 
atau aib. Tantangan lain, terkadang ada juga tokoh yang terkesan 
menutup-nutupi bahkan memberikan jawaban yang tidak sesuai. 
Akhirnya saya temui mereka, memberikan penjelasan, dan akhirnya 
mereka paham.  

Maka dari itu, pemberian pemahaman yang benar terkait pendidikan 
seksualitas dan kesehatan reproduksi juga harus dilakukan kepada 
masyarakat. 

Ketika informasi dan data sudah dikantongi, saya didampingi 
kelompok memberanikan diri untuk mengajukan daerah saya sebagai 
salah satu media percontohan sekaligus menggencarkan sosialisasi 
terkait UU No 16 Tahun 2019 terkait batas usia perkawinan anak. 

Langkah ini menjadi tolok ukur penting dalam pergerakan kami, 
bahwa dengan adanya diskusi publik antara pemerintah kecamatan 
dan kelompok masyarakat serta didampingi oleh kelompok 
dampingan, bisa menemukan suatu kesepakatan bersama untuk 
melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. 
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Hal yang sangat menggembirakan lagi, saya bisa mengajak banyak 
kalangan masyarakat, termasuk para pemuda untuk siap melakukan 
perubahan di lingkungannya masing-masing. Mereka ikut 
menandatangani pernyataan sikap bersama menolak kekerasan 
terhadap perempuan dan anak perempuan di masyarakat. 

Meski ini masih sangat awal, masih banyak tahap yang juga harus 
dilalui, namun saya senang, secara perlahan perubahan bisa 
dilakukan. Hal terpenting,  kesamaan visi, misi dan tujuan. Selain itu, 
juga kolaborasi dari berbagai kalangan masyarakat.  

Dengan begitu, terbukti setelah kampanye dan sosialisasi di 
gaungkan terhadap UU tersebut. Setidaknya dari awal Januari hingga 
pertengahan Maret ini, kasus kekerasan perempuan dan anak di 
Kabupaten Blitar mengalami tren penurunan dibanding periode yang 
sama tahun lalu.  

Dikutip Mayangkara News (15/03/2021), Kepala Dinas Pengendalian 
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Blitar Eka Purwanta mengatakan, data 
mulai Januari hingga Maret ini, tercatat ada 4 kasus kekerasan 
perempuan dan 7 kasus kekerasan anak. Angka ini tergolong 
menurun dibanding tahun 2020 yang mencapai 11 kasus di periode 
yang sama.   
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Berdasarkan data KUA Kecamatan Selopuro-PLKB Kecamatan 
Selopuro, jumlah perkawinan anak di lingkup kecamatan juga 
menurun. Yaitu, per Januari hingga Juni 2021 menjadi sebanyak 8 
kasus dari sebelumnya pada tahun 2020 sebanyak 25.  

Eka Purwanta mengatakan penurunan kasus di awal tahun ini, turut 
disebabkan masyarakat lebih sadar untuk menghindari 
permasalahan yang menyebabkan kasus kekerasan. Seperti, 
kekerasan dalam rumah tangga KDRT, kekerasan anak hingga 
pelecehan seksual yang mendominasi.   

Pihaknya memastikan bakal proaktif melakukan jemput bola 
penanganan kasus, seperti pendampingan psikolog bagi korban 
maupun mediasi untuk proses penyelesaian masalah. 

Sementara kami, laki-laki pejuang gender di Blitar, akan terus 
melakukan upaya berdampak pada lingkungan. Mulai dari saling 
tukar pendapat, mengumpulkan data dan informasi, menuliskan 
perubahan, hingga mendokumentasikannya ke berbagai media.  

Harapannya, akan lebih banyak menumbuhkan semangat adil 
gender. Bersama-sama komunitas dan kelompok dampingan, kami 
juga akan bisa mengatasi berbagai kesulitan. Indahnya, kolaborasi! 

 

Mukhamad Mu'iz  

Merupakan pemuda asal Blitar Jawa Timur. Laki-laki kelahiran tahun 1995 ini, 
saat ini aktif berkegiatan di RP3A Kab Blitar, Blitar Koi Club, Dinas PPPKBP3A 
Kab. Blitar. Dia juga seorang relawan pemuda peduli perempuan dan anak 
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.   
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Forum Anak Telah 
Mengubah Wajah Desa 
Kami  

 
 

Kehadiran forum anak telah mengubah wajah 
desa kami. Tingginya angka perkawinan anak 
bisa turun dan menjadi perhatian desa karena 
anak-anak muda yang peduli dengan kondisi 
ini 
 
Wiwin Tri Komala 

 
  
Berawal dari pertemuan dengan Muzayyin, seorang sahabat yang 
terlebih dahulu sebagai kader dari Yayasan Tunas Alam Indonesia 
(SANTAI), saya mulai aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 
Waktu itu sekitar akhir tahun 2018, pasca gempa Lombok.  

Saya bersama rekan-rekan remaja dan pemuda aktif menyalurkan 
bantuan sosial bagi para korban gempa. Di tengah aktivitas itu, kami 
ditawarkan oleh Organisasi SANTAI melalui Muzayyin untuk 
mendirikan posko ramah anak di Dusun Tembobor Daya sebagai 
ruang trauma healing bagi anak-anak sekitar. 
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Kegiatan ini mendorong saya untuk terus berperan aktif, apalagi 
kegiatan ini tidak jauh dari pekerjaan saya selaku penggiat 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sedari awal, setiap pelatihan, saya 
hanya sebagai pelengkap peserta, tentu hal ini tidak terlepas dari 
tugas dan tanggung jawab saya yang lain, yaitu sebagai Kepala PAUD 
dan ibu rumah tangga. Namun, semua bisa berjalan tanpa adanya 
pekerjaan lain yang terbengkalai. 

Suami saya juga bahkan mendukung kegiatan saya, asal demi 
kemaslahatan orang banyak, begitu katanya. Sampai akhirnya, tepat 
pada Oktober 2018, saya diminta menjadi kader SANTAI 
menggantikan Zawil Fadli yang menjadi Kepala Desa Sigar Penjalin 
setelah itu. 

Pada tahun 2019, SANTAI mengajak kami untuk menginisiasi 
terbentuknya Forum Anak Desa di Desa Sigar Penjalin. Hal ini kami 
lakukan karena masih maraknya pernikahan anak terjadi di dusun-
dusun pelosok ini.  

Dalam forum anak ini kemudian kami memetakan sejumlah faktor 
penyebab tingginya perkawinan anak. Salah satu faktor penyumbang 
terjadinya pernikahan anak di daerah kami yaitu mindset orang tua 
yang menginginkan anaknya cepat menikah agar mampu mengurangi 
beban ekonomi keluarga, karena dari sinilah awal persoalan yang 
kemudian dialami anak, terutama anak perempuan. Banyak terjadi 
permasalahan dalam rumah tangga sang anak yang akhirnya 
berujung pada perceraian. Anak perempuan harus menanggung 
hidupnya dan orang tua harus membantu memelihara cucunya. Alih-
alih menjadi solusi bagi keluarga, justru mendatangkan masalah baru 
yang semakin rumit baik dari faktor ekonomi maupun sosial. 



Cerita Kemenangan Stop Perkawinan Anak 

107 

  

Terdorong dari kondisi seperti itu, kami dari para penggerak Forum 
Anak memberikan beberapa materi kepada adik-adik di Forum Anak 
untuk memberikan sosialisasi ke dusun-dusun dan ke sekolah-
sekolah. Tempat-tempat tersebut kami rasa sangat strategis untuk 
bersosialisasi dengan sasaran anak-anak, perempuan dan 
masyarakat umum. Di sisi lain, kami juga menjadwalkan kegiatan 
gotong-royong ke masjid-masjid yang ada di Desa Sigar Penjalin 
untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa Desa Sigar 
Penjalin telah memiliki wadah untuk anak-anak mereka.  

Melalui hal ini, satu persatu anggota Forum Anak semakin bertambah 
dan semakin luas. Kini berjumlah 50-an orang yang tersebar di semua 
dusun yang ada di Desa Sigar Penjalin. Hal menarik yang kami 
rasakan, pemerintah desa mulai membuka diri dengan isu-isu yang 
kami tawarkan.  

Surat Keputusan dan Peraturan Desa yang Baru 

Sekitar tiga bulan kami kemudian memperjuangkan Surat Keputusan 
(SK) Forum Anak tersebut. Pada Juli 2019 perjuangan kami 
membuahkan hasil, kami akhirnya mendapatkan pengesahan SK dari 
Pemerintah Desa Sigar Penjalin. 
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Dengan dilegalkan SK oleh pemerintah desa, semakin giatlah kami 
beraktivitas di Forum Anak. Awalnya kami melakukan sosialisasi dari 
dusun ke dusun yang ada di Desa Sigar Penjalin terkait dengan “Stop 
Pernikahan Anak” dan “Stop Kekerasan Terhadap Perempuan”. 

Selain mengeluarkan SK, pihak pemerintah desa juga mengeluarkan 
Peraturan Desa (Perdes) Perlindungan Anak. Terdapat banyak 
tantangan yang perlu kami hadapi sebelum pihak pemerintah desa 
mengeluarkan Perdes Perlindungan Anak.  

Salah satunya, perbedaan pemahaman perlindungan anak dan 
perlindungan perempuan. Saat kami mengusulkan perlindungan 
anak dan perempuan, karena kedua hal tersebut saling berkaitan dan 
tidak terpisahkan. Akan tetapi, terdapat mandat undang-undang 
yang berbeda untuk menurunkan itu menjadi Perdes.  

Perlindungan Anak diatur dalam UU Perlindungan Anak, sementara 
Perlindungan Perempuan diatur dalam UU Perlindungan Perempuan 
sehingga pembuatan Perdes tidak dapat serta-merta digabungkan. 
Selain perbedaan pandangan, banyak kegiatan prioritas lain di 
tingkat desa yang perlu menjadi perhatian sehingga menjadi salah 
satu hambatan dalam terbitnya Perdes Perlindungan Anak.  

 

Demikian pula pada tahap Uji Publik sekaligus Nota Kesepahaman 
dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa. 
Ternyata masih ada penolakan waktu itu yang datang dari salah 
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seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa/ BPD dan perwakilan 
kewilayahan. Mereka berpendapat bahwa belum adanya Perdes 
Kewenangan yang menjadi dasar dibuatkannya Perdes lanjutan 
terkait dengan pengajuan Perdes Perlindungan Anak dan 
Perempuan, maka advokasi ini belum dilanjutkan.  

Namun, hal ini bisa ditanggapi dan dijelaskan kembali, karena 
pembuatan Perdes tidak membutuhkan Perdes Kewenangan. Dalam 
artian, dengan dilantiknya Kepala Desa, maka secara langsung bisa 
dinyatakan ia sudah memiliki kewenangan yang melekat.  

Perjalanan panjang itu akhirnya membuahkan hasil, Perdes tersebut 
akhirnya ditandatangani, baik oleh Kepala Desa maupun BPD. Saya 
sangat bersyukur dengan komitmen dan konsistensi dari kawan-
kawan Forum Anak yang terus mengawal proses Perdes tersebut 
sampai terwujud. 

Yang menambah kebahagiaan saya dan kawan-kawan Forum Anak 
lainnya, saat kami juga mendapatkan anggaran program dari desa 
yang bersumber dari Dana Desa (DD), ini membahagiakan karena 
desa semakin memberikan dukungan untuk ini.  

Tapi karena adanya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan 
pemerintah desa mengalokasikan dana program menjadi dana 
bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai) akibat refocusing anggaran, 
sehingga belum bisa direalisasikan sampai saat ini. 

Keterlibatan aktif lembaga lain yang ada di desa kemudian juga turut 
memberi angin segar bagi gerakan penting ini. Sebut saja misalnya 
Lembaga Majelis Krama Desa (MKD) yang sudah mulai gencar 
memerangi pernikahan usia anak, dengan cara memasukkan Stop 
pernikahan anak dan kekerasan terhadap perempuan ke dalam 
bentuk aturan Awik Awik Desa. Perangkat desa juga sudah memiliki 
pemahaman yang sama dengan Perdes yang sudah ditanda-tangani, 
di mana para perangkat kewilayahan mulai menunggu sosialisasi-
sosialisasi dari Forum Anak untuk memperkuat  mereka ketika 
memfasilitasi terjadinya pernikahan usia anak. Dalam pandangan 
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mereka, selain adanya Perdes, Forum Anak diharapkan bisa menjadi 
fasilitator sebaya ketika sosialisasi ataupun memediasi pernikahan 
anak ke dusun-dusun. 

Dengan adanya Perdes Perlindungan Anak dan peran aktif dari Forum 
Anak Desa Sigar Penjalin yang terus berusaha aktif memberikan 
sosialisasi dan edukasi bagi orang tua dan teman sejawat mereka, 
ternyata cukup memberikan pengaruh bagi menurunnya angka 
pernikahan dini di Desa Sigar Penjalin. Hal ini dapat kita amati dari 
periode 2018 sampai 2020 terjadi penurunan sekitar 25% dari tahun-
tahun sebelumnya. Hal ini juga didukung dengan terus 
bertambahnya anggota Forum Anak dari tahun ke tahun. Anggota 
Forum Anak kemudian tersebar di semua dusun yang ada di Desa 
Sigar Penjalin. 

Forum Anak selanjutnya juga sudah mulai berani untuk 
memperlihatkan diri ke pemerintah desa dengan mensosialisasikan 
agenda kegiatan dalam setahun terakhir.  

Di masa pandemi ini, kami mengajak adik-adik anggota Forum Anak 
dan rekan-rekan remaja belajar membuat masker untuk membantu 
masyarakat desa yang lanjut usia/ lansia dan rentan. Selain itu, kami 
juga membuat program kerja  membagikan Takjil pada bulan 
Ramadhan di depan kantor desa, dan bergotong royong ke 13 dusun 
yang ada di Desa Sigar Penjalin. Dengan melakukan kegiatan seperti 
itu membuat strategi agar masyarakat semakin percaya kepada 
Forum Anak. Bahkan kami berharap anak-anak mereka mau 
bergabung belajar dan berkarya bersama di Forum Anak Desa. Ke 
depan, Forum Anak Desa ingin menjadikan Desa Sigar Penjalin 
menjadi Desa Stop Pernikahan Anak.  

Memasukkan Kegiatan Perempuan di Desa 

Dari keseluruhan proses yang saya jalani sebagai kader SANTAI, 
pembelajaran penting dan menantang yang saya rasakan justru 
ketika saya berani masuk ke Majelis Krama Desa (MKD) yang 
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mengatasnamakan PKK untuk memasukkan awik-awik pernikahan 
usia anak.  

 

Perubahan lain yang SANTAI berikan juga yaitu dengan pelatihan 
peningkatan kapasitas pendamping desa dan banyak lagi pelatihan 
yang lain, sehingga membuat rasa percaya diri saya meningkat untuk 
melakukan dialog desa melalui Perdes. Saya juga melibatkan diri 
untuk masuk di PKK Desa sebagai ketua Pokja 2 Bidang Pendidikan 
PKK Desa Sigar Penjalin dan Tim 11 Rencana Pembangunan 
Menengah Desa/ RPJMDes. Selain itu, saya juga bertindak sebagai 
fasilitator Forum Anak Desa Sigar Penjalin dan aktif di Kaukus 
Perempuan sebagai tim advokasi. Semua yang saya lakukan tidak 
jauh dari aktivitas saya selaku pendidik PAUD, pemerhati anak dan 
kesetaraan perempuan. 

Salah satu aspek yang kami sasar melalui advokasi perempuan yaitu 
keterlibatan perempuan di setiap musyawarah desa. Karena pada 
tahun 2018 tidak pernah terpenuhi kuota 30% di setiap pertemuan 
di desa. Setelah dilakukan dialog ke Pemerintah Desa Sigar Penjalin, 
akhirnya desa melibatkan 30% perempuan dan memenuhi kuota di 
setiap pelaksanaan musyawarah dusun, musyawarah desa dan 
Musrenbangdes. Selain itu, saya juga melakukan pendampingan aktif 
pada perempuan dusun untuk mengenal Informasi dan Teknologi/ IT 
dalam mendapatkan informasi pembangunan desa lewat HP Android 
maupun Non-Android yang mereka miliki.  
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Para perempuan dusun juga bisa mengakses informasi kesehatan dan 
informasi lainnya dalam pembangunan cukup dengan menelepon 
nomor kode desa. 

Saya juga bermitra dengan PKK pokja 4 di bidang kesehatan, saya 
mengusulkan program untuk PMT (Pemberian Makanan Tambahan) 
bagi ibu hamil. Tujuan PMT itu sendiri agar masyarakat desa terbebas 
dari angka stunting yang masih tinggi di Desa Sigar Penjalin. Selain 
itu, saya juga mengusulkan bantuan sembilan bahan pokok/ sembako 
untuk lansia, penyandang difabel dan lainnya karena masih tinggi 
angka kemiskinan.  

Melalui program ini, menjadikan Desa Sigar Penjalin sebagai desa 
binaan PKK Provinsi NTB. Salah satu program yang kami jalankan juga 
yaitu sosialisasi PUP (Pendewasaan Usia perkawinan) untuk remaja. 
Program ini kami lakukan dengan keliling ke sekolah-sekolah secara 
roadshow dan nonton bareng tentang bahaya menikah di usia anak. 
Disela-sela acara kami biasanya selipkan dengan bermain game agar 
lebih menarik bagi adik-adik remaja untuk bisa menstimulus materi 
yang diterimanya. 

Agar terus bisa mengakomodir program-program Forum Anak yang 
akan kami tawarkan  setiap tahun, saya memberanikan diri maju 
sebagai anggota BPD dan akhirnya terpilih. Hal ini karena bekal rasa 
percaya diri yang terus diasah lewat kegiatan dan program SANTAI 
serta pengetahuan dan kapasitas yang saya dapatkan melalui 
pelatihan di SANTAI.  

Semua itu menumbuhkan rasa kepekaan dan kepedulian kita 
terhadap problematika sosial masyarakat. Tentu ruang-ruang 
penting tersebut patut untuk kita jadikan sarana berjuang dan 
bergerak. Kehadiran saya di BPD menjadi penting dalam rangka tetap 
berjejaring dengan pemerintah desa.  Tidak hanya itu, saya terus 
bergerak ke masyarakat untuk memerangi pernikahan usia anak 
dengan masuk di dinas sosial sebagai konselor desa yang 
memberikan saya ruang untuk terjun langsung ke masyarakat dan 
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berjuang bersama SANTAI untuk Stop kekerasan terhadap 
perempuan. 

Wiwin Tri Komala, itulah nama lengkap saya. Orang kerap memanggil 
nama saya Wiwin. Lahir dari keluarga sederhana di sebuah pulau kecil 
(gili) bernama Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan 
Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Sejak kecil saya bercita-cita 
ingin menjadi guru. Namun, geliat laju pariwisata di Gili Trawangan 
ini mengarahkan saya justru melanjutkan pendidikan ke SMA Bidang 
Pariwisata dan aktif di desa kami hingga saat ini. 

 

Wiwin Tri Komala 

Sebelum bergerak di desa, ia 13 tahun sudah bergerak di bidang pendidikan 
anak usia dini sebagai perintis sekaligus kepala sekolah salah satu PAUD di 
Lombok, NTB. Selain itu, Wiwin menjadi penyusun RPJMDes di Desa Sigar 
Penjalin dan sebagai ketua Pokja 2 PKK. Aktif sebagai fasilitator Forum Anak, tim 
advokasi di Kaukus Perempuan, dan salah satu kader dampingan SANTAI. 
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Cukup Saya Saja, Jangan 
Lagi Ada Perkawinan 
Anak: Kisah Penyintas 

 
 

Mengalami kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT), perceraian, hingga perjuangan yang tak 
mudah tatkala menjadi ibu tunggal, adalah 
secuil pengalaman kelam dari perkawinan 
anak. Namun ini tak pernah membuatnya 
menyerah, karena hidup harus terus berjalan 
 
R.A Kartini 

 
 
“Cukup saya yang mengalami hal ini, jangan ada lagi anak perempuan 
lain yang merasakannya,” ujar seorang perempuan berkerudung 
merah itu, dengan suara bergetar. Suasana ruangan pun, seketika 
hening. Semua mata tertuju kepada perempuan bernama Reski 
Rosmaria, 41 tahun.   

Perempuan asal Desa Kanjilo itu merupakan penyintas perkawinan 
anak. Kala itu, dia menikah di usia 17 tahun dengan pacarnya karena 
kehamilan yang tidak dikehendaki.  

Setelah menikah, Reski tinggal di Desa Kanjilo mengikuti sang suami 
karena keluarganya tidak merestui perkawinan tersebut. Setahun 
perkawinan, Reski masih merasakan kebahagiaan keluarga kecilnya. 
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Namun setelah itu, banyak hal-hal lain tentang suaminya yang baru 
terungkap. Salah satunya adalah kebiasaan sang suami mabuk-
mabukan dan selingkuh dengan perempuan lain.  

Rumah tangga mereka juga mulai timbul pertengkaran hingga 
berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berbentuk fisik 
yang dialami Reski. Dia tidak tahan, lantas mengajukan gugatan cerai 
di Pengadilan Agama Sungguminasa. 

Pasca bercerai, Reski mulai berpikir cara menghidupi dua orang anak 
dengan bekal ijazah SMP. Dia lalu mulai menjadi kader PKK Desa 
Kanjilo dan panitia pembangunan/perbaikan jalan di desanya. Tak 
mudah untuk melakoni tugas itu, dia sering kali mendapat cibiran dan 
hinaan karena dia hanya lulusan SMP.  

Pada tahun 2011, Reski akhirnya memutuskan untuk mengikuti paket 
C melalui Sanggar Kegiatan Belajar  yang ada di Kecamatan Pallangga, 
hingga lulus ujian.  Berbekal ijazah tersebut, Reski akhirnya masuk 
menjadi petugas Sensus Penduduk yang diadakan oleh BPS 
Kabupaten Gowa dan mulai mengajar di TK Aisyiyah.  

Reski kemudian menikah lagi pada tahun 2012. Berkat dukungan dari 
suaminya, dia mendaftar perguruan tinggi negeri dan mendapat 
panggilan untuk masuk ujian Pendidikan Luar Sekolah di Universitas 
Negeri Makassar. Dia lulus ujian masuk dan mendapatkan beasiswa 
S1.  

Setelah menjalani masa perkuliahan selama empat tahun, Reski pun  
menyelesaikan pendidikan S1 di tahun 2016 dengan predikat Cum 
Laude. Prestasi yang begitu membanggakan. Lulus pendidikan S1, 
Reski mulai mengajar keaksaraan fungsional  bagi anak-anak  yang 
putus sekolah di tingkat SD dan SMP di Sanggar Kegiatan Belajar 
Kecamatan Pallangga. 
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Selain itu, dia juga menjalankan kegiatan pemberdayaan perempuan 
terkait pembuatan stik keju di Kampung Biring Kaloro Kecamatan 
Pallangga yang banyak menyasar perempuan korban KDRT dan aktif 
di Pokja 2 PKK Desa Kanjilo yang membidangi pelaksanaan pelatihan 
bagi ibu-ibu  dan Bina Keluarga Balita.  

Di  tahun 2017, Reski Rosmaria dilantik menjadi Ketua Tim Penggerak 
PKK Desa Kanjilo. Di saat itulah LBH APIK Sulawesi Selatan mulai 
menjalankan  program Creating Spaces di Desa Kanjilo Kabupaten 
Gowa.  

Awal Menggerakkan Perubahan 

Program Creating Spaces yang dijalankan oleh LBH Apik mencakup 3 
wilayah yaitu Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Pangkep. Desa 
Kanjilo merupakan salah satu wilayah intervensi program di 
Kabupaten Gowa. Berawal dari kegiatan diskusi rutin tentang 
pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak, 
Reski sangat tertarik mengikutinya.  

Dok. Pribadi 
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Menurutnya, materi yang menjadi pokok pembahasan sangat 
mengena dengan apa yang dialaminya dan apa yang dia lihat terjadi 
di sekelilingnya.  Dia mulai menyadari bahwa apa yang dia alami saat 
itu, merupakan dampak perkawinan anak. Dia mengalami putus 
sekolah hingga menjadi korban KDRT yang berujung pada perceraian.  

Situasi terberat dalam hidupnya kala itu, anak sulungnya juga 
meninggal di tahun 2017, setelah setahun lebih, terkapar akibat 
pengeroposan tulang. Reski memang  sempat mengalami komplikasi 
kehamilan. Hal itu membuat Reski sangat terpukul, bahkan 
memutuskan vakum beberapa bulan dari aktivitas di masyarakat. 
Namun akhirnya, ia kembali membulatkan tekad untuk menjadi agen 
perubahan.  

 

Reski mulai aktif mengikuti kegiatan-kegiatan program Creating 
Spaces di LBH APIK. Dia pun, mulai aktif membangun jejaring dengan 
Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kader 
perempuan yang ada di Desa Kanjilo.  Dia sadar, untuk membuat 
perubahan di desanya harus dilakukan secara bersama-sama dengan 
tokoh-tokoh tersebut.   

Dok. Pribadi 
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Apakah perjalanan perubahan itu mudah? Tentu saja tidak! Terlebih, 
budaya patriarki di Desa Kanjilo masih sangat kental, bahkan kerap 
kali disangkutpautkan dengan ajaran agama, di mana perempuan 
merupakan simbol rasa malu dan aib bagi keluarga. Ketika ada 
seorang anak perempuan yang mulai berkawan dekat dengan lawan 
jenisnya, maka akan segera dinikahkan untuk menghindari terjadinya 
zina atau silariang. 

Berbekal fokus ilmunya saat kuliah, Reski kemudian semakin giat 
memberikan sosialisasi kepada kelompok remaja di sekitar 
lingkungannya. Satu hal yang terpenting, adalah soal bagaimana 
menjalin pertemanan yang tidak berisiko serta dampak perkawinan 
anak.  

Reski tidak sendiri dalam menjalankan aktivitasnya itu. Dia seringkali 
didampingi oleh Mutiara, seorang remaja perempuan berusia 18 
tahun. Utamanya, setiap hari Sabtu dan Minggu sore, waktu di mana 
perkuliahan sedang libur.   

Mereka biasanya melakukan sosialisasi kepada anak remaja di 
Kampung Camba. Untuk mencairkan suasana saat diskusi, Reski dan 
Mutiara terkadang juga memberikan permainan atau kuis berhadiah 
souvenir tumbler yang dibelinya secara pribadi, agar para peserta 
semakin tertarik.   

Melihat kekonsistenan dan tekad Reski bersama kader penggerak 
lainnya, Kepala Desa Kanjilo juga turut memberikan dukungan. Salah 
satu upayanya, mengakomodir usulannya mewakili Pokja 2 terkait 
kegiatan pemberdayaan baik berupa peningkatan kapasitas bagi ibu 
rumah tangga serta penguatan kelompok anak muda.  
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Hal ini penting dilakukan karena ada 900 lebih kepala keluarga yang 
masuk dalam kelompok warga miskin, sehingga penting membangun 
penguatan ekonomi di tingkat rumah tangga. Tidak bisa dipungkiri 
bahwa perkawinan anak juga turut menyumbang bertambahnya 
angka kemiskinan di Desa Kanjilo, sebelum tahun 2018 banyak 
remaja perempuan yang menikah di usia 14-15 tahun, mereka putus 
sekolah di tingkat SMP.  

Pasca wacana perubahan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, di 
pertengahan tahun 2019, Reski bersama para tokoh masyarakat, 
aparat desa dan tokoh agama yang sudah mendapatkan peningkatan 
kapasitas semakin gencar melakukan sosialisasi, bahkan menjadi tim 
penyusun Peraturan Desa Kanjilo tentang Perlindungan Perempuan 
dan Anak dari Kekerasan dimana dalam salah satu pasalnya mengatur 
tentang pencegahan perkawinan anak di Desa Kanjilo.  

Imam Desa Kanjilo mengatakan di tahun 2019 hingga 2020 sudah ada 
10 perkawinan anak yang dia tolak berkasnya karena usianya masih 
dibawah umur. Bahkan ada yang 2 keluarga yang akhirnya 
membatalkan perkawinan anaknya sesudah dikunjungi dan diberi 
pemahaman oleh Reski, imam desa dan kepala dusun. 

 

Dok. Pribadi 
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Tekad Terus Dikibarkan 

Beberapa waktu lalu, saya menerima telepon dari Reski. Dia 
mengabarkan, dirinya diundang menjadi narasumber di kegiatan 
webinar ‘Gempita Kebaikan Sulawesi Selatan’ yang didukung oleh  
UNICEF dan U-report Indonesia. Reski diminta untuk berbicara 
tentang Perkawinan Anak dari Perspektif Budaya dan Agama.  

Dia begitu senang. Namun, ada hal yang mengganjal. Dia mengaku, 
bingung mesti menyampaikan apa di forum itu. Dia juga merasa tidak 
percaya diri. Semakin cemas, karena acara ini katanya akan 
menghadirkan pembicara-pembicara andal dari tingkat provinsi. 
Sementara, dia selama ini hanya berasal dari komunitas, yang 
berbicara dari desa ke desa.  

“Banyak teman yang kasih masukan untuk mundur saja, tapi saya 
mau minta pendapatnya Ibu Kiki,” ucap Reski kepada saya, dengan 
sedikit keraguan dan setengah memohon untuk meminta masukan.  

“Terima saja Reski, peningkatan kapasitas yang selama ini kamu 
dapatkan, itu sudah sangat memadai untuk menjadi narasumber 
kegiatan. Keterampilan berbicara itu, bisa terasah jika kamu berani 
berbicara di ruang publik,” kata saya dengan tegas.  

Saya pun meyakinkan Reski untuk yakin pada dirinya sendiri. Sebagai 
orang yang selama ini berkomunitas dengannya, saya tahu betul, dia 
mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang juga mumpuni. 
Utamanya, jika dikaitkan dengan perkawinan anak.  

“Soal bahan referensi akan saya bantu, intinya kamu mau mencoba. 
Ini bisa kamu kaitkan dengan pengalamanmu sebagai penyintas 
perkawinan anak, bagaimana kondisi yang kamu alami dan 
pengamatanmu terhadap lingkungan sekitarmu saat itu,” imbuh saya 
kepadanya.  
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Dia pun akhirnya memantapkan diri untuk berani bicara di forum itu. 
Sembari mengucapkan terima kasih, dia meminta saya menyiapkan 
waktu untuk berdiskusi dengannya. 

Tibalah hari pelaksanaan webinar itu, Reski saat itu terlihat begitu 
cantik di layar laptop. Dia berpakaian dan berkerudung rapi, dengan 
sedikit sentuhan make up dan senyuman yang manis.  Meski tampak 
sedikit gugup awalnya, Reski kemudian mulai berapi-api dan percaya 
diri untuk berbicara tentang materi Perkawinan Anak , faktor 
penyebab, dampak dan pengalamannya yang dia kaitkan dengan 
perspektif budaya Makassar dan agama.  

Beberapa puluh menit pemaparan materi, dia pun menutup dengan 
kalimat terakhir, “Saya bertekad menjadi agen perubahan, karena 
tidak mau anak perempuan lain mengalaminya. Cukup saya yang 
mengalaminya, jangan lagi ada anak perempuan yang 
merasakannya,” pungkasnya.  

 

R.A. Kartini 

Lahir di Makassar pada tahun 1990. Aktif sebagai Staf Program LBH APIK 
Sulawesi Selatan (Koordinator Program Creating Spaces LBH APIK Sulsel). Dia 
pernah terlibat dalam gerakan pencegahan kekerasan berbasis gender dan 
perkawinan anak. 
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Feminisme Tak Hanya 
Milik Perempuan, Laki-
Laki Juga Bisa Jadi 
Feminis 

 
 

Ternyata laki-laki bisa menjadi feminis. 
Kalimat-kalimat ini telah mengajarkan bahwa 
laki-laki juga bisa menjadi seorang feminis: 
"feminisme bukan hanya milik perempuan 
saja, watak feminisme juga harus dimiliki laki-
laki. Sebab lelaki juga harus bersikap lemah 
lembut kepada siapapun. Berbahagialah lelaki 
yang terlahir dengan watak feminisme, di 
dalam dirimu ada banyak varian warna.” 
 
Rian Adi Kurniawan  

 
 
Adalah seorang laki-laki, sebut saja namanya Gondrong. Ini karena 
rambutnya gondrong atau panjang dan sedikit bergelombang. Ia 
termenung melamunkan sebuah kekacauan dalam pikirannya. 
Maklum ia sedang mendapati hal baru yang sedang dipelajari, yaitu: 
isu gender. 
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Selama menjadi seorang santri di salah satu pesantren, Gondrong 
belum pernah mendengar kata gender. Barulah di bangku kuliah dia 
mendengarnya. 

Gender adalah konstruksi yang membesarkan antara laki-laki dan 
perempuan. Konstruksi ini bersifat dinamis yang berubah-ubah atau 
bisa dipertukarkan, bukan pemberian dari Tuhan namun hasil 
pelabelan yang diciptakan manusia yang dipengaruhi pendidikan, 
budaya, lingkungan dan tradisi setempat. 

Dalam hati Gondrong pun bergumam,“Hmm, makanan apa to gender 
itu? Kok di dalam kitab kuning (kitab bahan ajar di pesantren) belum 
pernah ada sih, masak iya laki-laki mau disamakan sama 
perempuan?” 

Hatinya benar-benar dipenuhi rasa kekacauan, tapi meski dalam 
keadaan kacau, Gondrong tak pernah menyerah dalam proses 
belajar. Dia tetap berusaha mencari segala hal yang belum 
diketahuinya, hingga akhirnya di tengah perjalanan dia mengalami 
banyak dinamika, sedikit demi sedikit dia mulai memahaminya. 

Dok. Pribadi 
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Gondrong punya teman seangkatan aktivis di antaranya: Nita dan 
Marni. Nita aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), sedangkan 
Marni aktif di Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri 
(KOPRI) atau wadah keperempuanan PMII. 

Sebelum mendengar kata gender, Gondrong pernah menentang 
wadah keperempuanan yang ada di organisasi tersebut. Alasannya 
sederhana, Gondrong menganggap bahwa adanya wadah tersebut 
justru dianggap mempersempit gerakan perempuan. Menurutnya, 
seharusnya perempuan dan laki-laki itu bisa berkontestasi secara 
bebas dalam kepemimpinan, tetapi sejak adanya organisasi 
perempuan, seakan-akan ini malah menciptakan sekat, perempuan 
sibuk dengan urusan perempuan saja, begitu juga dengan laki-laki 
harus sibuk dengan urusannya. Sehingga dengan alasan tersebut, 
Gondrong menentang dengan keras. 

Penentangan terus terjadi hingga si Gondrong selalu berdebat dari 
forum ke forum. Suatu ketika terjadi perdebatan antara Gondrong 
dan beberapa teman perempuannya. 

“Bukankah dengan adanya wadah keperempuanan itu akan 
mempersempit gerakan perempuan sendiri?" tanya Gondrong ke 
teman perempuannya. 

“Loh kok bisa?" Marni bertanya balik dengan kaget. 

“Iya, seolah-olah sudah menciptakan sekat antara laki-laki dan 
perempuan sehingga tidak bisa bersaing secara bebas dalam 
perebutan kepemimpinan,” jawab Si Gondrong dengan nada tinggi. 

“Iya betul juga apa katamu,” sahut Nita seakan-akan memperkuat 
pendapat Si Gondrong. 

“Oh, tidak bisa, wadah keperempuanan ini dibentuk untuk mewadahi 
para kader perempuan dalam berproses meningkatkan kapasitasnya, 
sehingga benar-benar siap berkontestasi,” sanggah Marni kepada Si 
Gondrong. 
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“Ini mau meningkatkan kapasitas apa meningkatkan ghibah?” ejek si 
Gondrong kepada Marni. 

“Kamu itu nggak pernah merasakan proses gimana menjadi seorang 
perempuan, suatu hari kelak pasti akan saya buktikan,” tegas Marni. 

“Siap,” kata Gondrong dan Nita dengan kompak. 

Mereka membubarkan diri. 

Ikut Pelatihan Gender 

Tiba-tiba saja Gondrong terpilih menjadi salah satu peserta pelatihan 
tentang keterlibatan laki-laki dalam sosialisasi pencegahan 
perkawinan anak yang diselenggarakan Yayasan Kesehatan 
Perempuan/ YKP. 

Dia pun kaget karena belum pernah mendengar semacam pelatihan 
tersebut sebelumnya. Meski kaget tapi Gondrong tetap berangkat 
dalam pelatihan tersebut sebagai perwakilan salah satu organ 
kemahasiswaan. 

Lokasinya di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 
Anak & Keluarga Berencana. Dalam pelatihan tersebut, Gondrong 
bertemu dengan beragam peserta dengan latar belakang yang 
berbeda-beda. Gondrong dengan latar belakangnya aktivis, ada Ari 
yang berlatar belakang dosen, Lasmin dan Khoiri berlatar belakang 
Karang Taruna. Sedangkan Arif seorang guru dan Rio dari sanggar 
anak jalanan. 

Secara komposisi peserta, tentunya sangat menarik karena mereka 
berasal dari berbagai ragam latar belakang, sehingga secara tidak 
langsung banyak bertukar pengalaman dengan latar belakangnya 
masing-masing. 

Gondrong pada akhirnya menemukan sesuatu yang berkesan saat 
salah satu narasumber menjelaskan tentang topik kesehatan 
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reproduksi. Ia disuruh maju untuk memakai alat peraga yang terbuat 
dari kain bergambar struktur vagina dan penis secara detail. Selain 
itu juga ada dua alat peraga lainya, yang pertama terbuat dari kayu 
menyerupai penis, sedangkan yang kedua terbuat dari bahan kain 
yang menyerupai vagina. 

Nampak dari raut wajahnya, Gondrong pun merasa sangat canggung, 
karena pengalamannya, ia baru pertama kalinya memegang alat 
peraga. Gondrong menemukan banyak pelajaran baru, khususnya 
tentang kesehatan reproduksi. Pelajaran tersebut mampu memecah 
ketabuan-ketabuan yang selama ini mengendap dalam pikirannya. 
Gondrong pun mulai terbuka pikirannya, sedikit demi sedikit ia 
memahami persoalan kesehatan reproduksi. 

Kesehatan reproduksi yaitu kondisi kesehatan fisik, mental dan sosial 
yang melibatkan fungsi, sistem, proses serta organ reproduksi. 
Sistem reproduksi laki-laki meliputi: penis, skrotum, testis, 
epididimis, saluran uretra, kelenjar prostat, dan kelenjar cowper. 
Sedangkan sistem reproduksi pada perempuan meliputi: vagina, 
serviks, saluran telur atau tuba falopi, indung telur, dan rahim. 

Penis adalah alat kelamin laki-laki yang berfungsi sebagai saluran 
kencing atau urine sekaligus tempat keluarnya sperma, penis sendiri 
memiliki dua bagian yaitu bagian kepala dan batang. Selanjutnya 
skrotum yang berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk 
memproduksi sperma pada skrotum terdapat dua buah testis. Testis 
sendiri memiliki fungsi memproduksi sperma, ia sebagai alat kelamin 
bagian dalam. Epididimis sebagai tempat penyimpanan sperma 
sementara dan saluran yang keluar dari testis. Saluran uretra 
perannya sebagai saluran keluarnya urine dan sperma, ia merupakan 
saluran paling akhir. Kelenjar prostat penghasil cairan yang bersifat 
asam, ia terletak di bawah kandung kemih. Terakhir kelenjar cowper 
penghasil lendir dan cairan yang bersifat basa berfungsi untuk 
menetralkan urine yang tersisa dalam uretra agar sperma tetap 
terlindungi. 
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Selanjutnya ia juga mempelajari tentang sistem reproduksi 
perempuan yang meliputi: vagina merupakan tempat mengalirnya 
darah menstruasi sekaligus saluran yang menghubungkan rahim 
dengan lingkungan luar. Selanjutnya ada serviks merupakan struktur 
rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. 
Tuba fallopi atau disebut saluran telur berfungsi membawa sel telur 
dari infundibulum ke rahim, dan tiap tubuh perempuan memiliki 
sepasang yang berada di kanan dan kiri. Indung telur merupakan 
tempat kumpulan sel yang disebut folikel, folikel juga tempat ovum 
dikembangkan, selain itu juga penghasil hormone estrogen, dan 
progesterone. Terakhir rahim memiliki fungsi tempat 
berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi sperma. 

Seusai pelatihan Gondrong pun termenung, dia merefleksikan serta 
melamun betapa rumitnya struktur sistem reproduksi, ternyata milik 
laki-laki dan perempuan memiliki struktur yang berbeda. Dia 
mencoba mengobrol dengan dirinya sendiri, berarti penanganan dan 
perawatan antara laki-laki dan perempuan juga harus berbeda. 

Pikirannya mulai tertuju pada perdebatan beberapa bulan yang lalu 
dengan Marni tentang wadah keperempuanan. Kali ini dia berpikir 
tentang pentingnya wadah untuk perempuan, minimal untuk 
menangani urusan sistem reproduksi secara mandiri. 

Laki-laki dan perempuan memang berbeda jika dilihat dari sisi 
biologis sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda pula. 
Tetapi bukan untuk membeda-bedakan karena dalam persoalan 
struktur sosial, laki-laki dan perempuan tetap punya peran serta 
fungsi yang sama. 

Gondrong pun merasa beruntung mendapatkan pengetahuan seperti 
ini, ia sadar bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang 
berbeda secara biologis. Perbedaan inilah yang mengharuskan 
mendapat penanganan yang berbeda.  

Dari bekal pelatihan tersebut, Gondrong pun punya kepedulian 
terhadap perempuan. Setelah itu ia selalu mengkampanyekan soal 
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kesehatan reproduksi perempuan, baik itu di warung kopi maupun 
pelatihan-pelatihan perempuan yang lain. 

Satu hari Gondrong lagi ngopi dengan kedua teman laki-lakinya yang 
juga seangkatan dengannya. Sebut saja Jokun dan Qomar, mereka 
berdua tergolong aktivis yang menemani sepak terjang si Gondrong 
dalam berproses di organisasi mulai awal hingga saat ini. Terjadilah 
percakapan mereka bertiga di warung kopi. 

“Bro, kemarin aku habis pelatihan loh, dan pelatihannya sangat 
langka,” Gondrong membuka percakapan. 

“Memang pelatihannya seperti apa?,“ sahut Qomar dengan penuh 
penasaran. 

“Paling ya gitu-gitu aja,” imbuh Jokun dengan nada sedikit ketus. 

“Ini benar-benar baru, pelatihannya bernama keterlibatan laki-laki 
dalam pencegahan perkawinan anak, salah satu materinya adalah 
kesehatan reproduksi.” 

“Hah, kesehatan reproduksi?” jawab mereka sambil tercengang. 

“Iya, kesehatan reproduksi penting untuk kita ketahui, selain 
berkaitan dengan diri sendiri juga berkaitan dengan hajat hidup 
orang banyak,“ kata Gondrong, berharap pembicaraan ini tidak jadi 
tegang. 
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Percakapan seperti itu kini menjadi hal biasa yang dihadapi 
Gondrong. Jika dulunya ia pernah menentang wadah 
keperempuanan, justru kini ia peduli terhadap perempuan. 

Dalam setiap kesempatan mengisi forum tentang gender, ia selalu 
memberikan input soal kesehatan reproduksi dan gender agar 
banyak dipelajari orang lain. 

 

Rian Adi Kurniawan 

Merupakan lelaki kelahiran Bojonegoro pada tahun 1996. Dia saat ini aktif di 
organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Komunitas Peduli 
Perempuan dan Anak Bojonegoro (KP2AB) di YKP. Pemuda yang seringkali 
dipanggil Gondrong itu, pernah menjadi Ketua Komisariat PMII Sunan Giri 
Bojonegoro periode 2018/2019 serta salah satu deklarator KP2AB.  

 
 
 
  

Dok. Pribadi 
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Cara Konselor SANTAI 
Melawan Perkawinan 
Anak di Lombok  

 
 

Kekerasan dalam rumah tangga berimbas 
terhadap anak-anak mereka yang sudah 
melihat dan bahkan sering mengalami 
kekerasaan itu. Anak-anak itu meniru perilaku 
orang tua, berkata kasar dan bertindak keras 
di luar rumah. Konselor SANTAI berbagai 
kisahnya dalam mendampingi kasus 
perkawinan anak di Lombok.  
 
Yulisda Ainun  

 
 
Siti, bukan nama sebenarnya, siswi kelas 6 sekolah dasar di Nusa 
Tenggara Barat putus sekolah karena terpaksa menikah. Lahir dari 
keluarga berlatar pengepul rongsok, Siti dan keluarga tak punya 
pengetahuan yang cukup tentang bahaya dan risiko perkawinan 
anak-anak.  

Anak pendiam berumur 13 tahun ini hamil dengan pacarnya, 16 
tahun pada Juni 2019. Dia menyembunyikan kehamilan itu selama 
enam bulan dari orang tuanya karena takut dimarahi. Bersama 
tetangga, gadis bertubuh kurus itu datang ke rumah keluarga 
pacarnya untuk meminta pertanggung jawaban.  
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Kepala dusun setempat mengetahui peristiwa itu dan memberitahu 
konselor desa dan lembaga perlindungan anak. Setelah 
mendapatkan penanganan dari konselor, Siti tetap ingin menikah. 
Dia menolak pulang ke rumah. “Malu dan takut dipukul ayah,” kata 
Siti.  

Konselor kemudian menitipkan Siti ke rumah aman di Mataram. 
Bidan di dusun itu memeriksa Siti secara intensif untuk mengetahui 
umur kandungan dan kondisi kesehatan Siti.  

Sebulan setelahnya, orang tua Siti kemudian mengurus dispensasi 
nikah Siti karena tergolong usia anak. Harapan Siti untuk 
mendapatkan ijazah SD pupus karena dia menikah sebelum lulus. Siti 
malu mengikuti ujian akhir sekolah karena hamil. Dia pasrah dan 
percaya peristiwa kehamilan itu takdir dari Tuhan.  

Dua bulan kemudian bayi Siti lahir. Dia harus bangun tengah malam 
untuk menyusui, memandikan, dan merawat anak di usianya yang 
masih belia. Masa remajanya yang seharusnya dihabiskan untuk 
bermain dan belajar telah terenggut.  

Siti tinggal dalam satu rumah bersama suami dan mertua. Suaminya 
menganggur. “Menjadi istri itu tidak semudah yang saya bayangkan,” 
ujar Siti kepada saya sembari menggendong buah hatinya.  

Di Lombok, pernikahan anak hal yang wajar. Sebagian orang 
menganggap percekcokan rumah tangga, kekerasan verbal, dan fisik 
sebagai bumbu rumah tangga. Penyelesaiannya cukup melalui kepala 
dusun dengan surat perjanjian damai.   

Padahal, kekerasan dalam rumah tangga berimbas terhadap anak-
anak mereka yang sudah melihat dan bahkan sering mengalami 
kekerasan itu. Anak-anak itu meniru perilaku orang tua, berkata kasar 
dan bertindak keras di luar rumah.  

Seorang penghulu desa menyebutkan telah menikahkan ratusan 
anak di bawah umur sebelum undang-undang pernikahan itu direvisi. 
Buat dia, menikahkan pasangan yang masih anak-anak membuatnya 
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mengalami pertentangan batin. Tapi, dia tak tega karena sebagian 
masih punya hubungan keluarga dengannya.  

Siti merupakan satu dari anak-anak yang lahir dari keluarga dengan 
kondisi ekonomi yang buruk. Dia tinggal bersama enam saudara dan 
orang tua dalam rumah yang sempit dan kumuh. Ayahnya bekerja 
sebagai buruh serabutan. Dia bekerja sebagai nelayan dan 
pengumpul rongsok.  

Keluarga Siti termasuk salah satu penerima bantuan Program 
Keluarga Harapan yang jumlahnya tak seberapa. Bantuan itu tak 
mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.  

Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua membuat Siti 
terjebak dalam hubungan yang tidak sehat dengan pacarnya. Siti juga 
tak tahu tentang pentingnya kesehatan reproduksi. Suami Siti juga 
lahir dari keluarga dengan penghasilan pas-pasan. Seperti Siti, 
pasangannya yang masih anak-anak juga putus sekolah.  

Saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki seorang putri dari 
pernikahan saya dengan lelaki dari tanah Bima. Berdomisili di 
Lombok selama sembilan tahun, saya mendampingi anak-anak yang 
menjadi korban pernikahan dini.  

Siti merupakan salah satu anak dampingan saya, perjumpaan 
pertama saya dengan Siti awalnya tidak terlalu baik, ketika saya 
mendampingi proses pembelasan (pemisahan) Siti yang mau 
menikah dengan pria yang menghamilinya.  

Siti sempat menolak saya, karena dalam pikirannya saya akan 
membawanya pergi dari orang yang dicintainya serta bapak dari anak 
yang kandungnya. Perasaan sedih dan marah berkecamuk di dalam 
dirinya. Saya menjemputnya pada malam itu untuk dibawa pulang.  

Setelah berhasil membawa Siti pulang, bidan dan dokter mengecek 
kehamilannya.  
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Lalu saya membawa Siti ke Rumah Aman yang ada di Mataram. Selain 
itu, saya membujuk keluarga Siti agar dapat menerima keadaan Siti 
pada saat itu dan akhirnya keluarga dapat menerimanya. Saya 
bersama orang tua Siti kemudian mengantarnya ke rumah aman.  

Membujuk dan merayu Siti untuk melanjutkan jenjang sekolah yang 
tertunda tidak mudah karena kondisi ekonom dan keterbatasan 
pemahaman tentang pentingnya pendidikan. Saya berharap, suatu 
saat dia bisa melanjutkan pendidikan.  

Kondisi Siti setelah melahirkan memprihatinkan karena masih belum 
terbiasa dengan status menikah di usia belia. Belum lagi, 
perekonomian keluarganya yang minim. Saya sering mengunjunginya 
dan membawa keperluan bayi dan sembako.  

Bersama Yayasan Tunas Alam Indonesia di Lombok Utara, saya 
mendampingi Siti sebagai konselor. Selain konselor, saya kader 
penggerak yang bekerja selama lima tahun untuk membantu Desa 
Medana dan Sigar Penjalin dalam mengurangi pernikahan anak dan 
menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak.  

Saya bergabung dengan SANTAI sejak 2017. Berangkat dari 
keprihatinan dan kepedulian akan maraknya kasus Pernikahan Anak 
dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di desa Medana, saya 
bergerak bersama dengan teman-teman yang mendukung dan 
mempunyai semangat sama, mengkampanyekan Stop perkawinan 
anak dan kekerasan anak dan perempuan.  

SANTAI mendukung kami untuk membuat komunitas supaya desa 
punya wadah untuk menampung pengaduan warga. Kami 
membentuk Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa 
Medana atau KPPADM.  

Lahir tanggal 17 Desember 2018, komunitas itu beranggotakan 
orang-orang yang peduli untuk mencegah pernikahan anak di desa 
serta menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak.  
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Komunitas ini terbentuk berkat kerja sama SANTAI dengan Creating 
Space. Keduanya fokus mencegah dan menghentikan kekerasan 
terhadap perempuan dan anak serta pernikahan anak yang ada di 
desa Medana dan Sigar Penjalin.  

SANTAI mulai mendampingi Desa Medana sejak 2016. Kegiatannya 
sosialisasi ke setiap dusun, membentuk kader-kader yang bisa 
menjembatani desa dengan masyarakat untuk melindungi anak-
anak. Medana dipilih sebagai wilayah dampingan karena menjadi 
penyumbang terbesar pernikahan anak di Lombok Utara.  

Pendampingan SANTAI membuahkan hasil karena jumlah pernikahan 
anak di Desa Meda turun. Sebelum 2018, angka pernikahan anak di 
Medana sebanyak 28 kasus. Setahun kemudian hingga sekarang, 
kasus pernikahan anak rata-rata 2-7 kasus, per tahun. Seperti yang 
terlihat dalam tabel dibawah ini: 

 

Kesadaran masyarakat untuk mencegah praktik pernikahan anak 
terus muncul. Selain itu, ada juga awiq-awiq desa tentang 
perlindungan perempuan dan anak. Awiq-awiq merupakan 
peraturan bersama yang disepakati oleh semua unsur yang ada di 
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desa baik itu dari unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, 
tokoh pemuda dan anak, serta tokoh perempuan yang ada di desa. 
Kesepakatan bersama itu untuk menghentikan segala bentuk 
kekerasan terhadap perempuan dan anak,  serta pernikahan anak di 
desa Medana. 

Ada juga Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Perlindungan 
Anak. Kepala dusun mulai tidak berani menikahkan warganya yang 
masuk usia anak. Keterlibatan SANTAI membantu pekerjaan konselor 
pendamping anak. Masyarakat berani melaporkan segala bentuk 
kekerasan yang dialami perempuan dan anak yang ada di sekitarnya. 

Tantangannya adalah membuka pemikiran masyarakat dan 
kesadaran masyarakat bahwa anak itu bukan hanya aset, tapi titipan 
Tuhan yang harus dijaga. Sebagian korban yang saya dampingi 
merupakan anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari 
orang tua. Anak-anak itu ditelantarkan. 

Pernikahan anak masalah serius yang butuh upaya untuk 
menghentikannya. Perlu kerja sama banyak pihak untuk 
mewujudkannya. Jika orang bisa menyelamatkan sepasang anak saja, 
maka sudah menyelamatkan sepasang generasi emas, penerus masa 
depan.  

Memperkuat komunikasi dalam keluarga akan menciptakan keluarga 
yang harmonis, saling menjaga dengan cinta, dan kasih sayang. 
Keluarga berperan penting menjaga keharmonisan rumah tangga. 
Orang tua bertugas menjaga anak-anak mereka dari marabahaya. 
Takdir bukan hanya bisa dipasrahkan saja, sebagai umat beragama, 
orang juga bisa mengubah takdir seperti yang sudah dijanjikan Allah 
pada umatnya.  
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Yulisda Ainun, S.Sos. 

Lahir di Balikpapan, 11 Juli 1984. Sekarang tinggal dan beraktivitas di 
Kabupaten Lombok Utara tepatnya di desa Medana. Bergabung dengan 
Yayasan Tunas Alam Indonesia sejak tahun 2017.  Berangkat dari rasa 
keprihatinan dan kepedulian akan maraknya kasus Pernikahan Anak dan 
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di desa Medana, mulai melakukan 
pergerakan bersama dengan teman-teman yang mendukung dan mempunyai 
semangat yang sama yakni kepedulian untuk bergerak dalam 
mengkampanyekan Stop Pernikahan Anak dan Stop Kekerasan Terhadap 
Perempuan dan Anak  yang ada di desa.  
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EPILOG 
 

 

Menciptakan  
Cerita-Cerita Perubahan 

 
Feby Indirani 

 
 
Perubahan sosial selalu bermula dari perubahan naratif. 

Menceritakan --dan menciptakan cerita-- adalah cara yang telah lama 
digunakan untuk memproduksi, menyampaikan dan mewariskan 
pengetahuan. Cerita digunakan untuk melestarikan tradisi, 
mengkomunikasikan kode sosial dan etika, menyebarkan gagasan 
dan pengalaman, menandakan kepemilikan kelompok, juga untuk 
menghibur. Tapi kita tahu, cerita tidak pernah netral, tapi selalu 
mencerminkan hubungan kekuasaan diri masyarakat, identitas, 
norma dan ideologi. Cerita tentang apa atau siapa? Siapa atau apa 
yang dapat menceritakan atau mengilustrasikan cerita, dan siapa 
audiensnya? Bagaimana pengetahuan dibangun, dipelihara, dan 
dinegosiasikan melalui cerita? 

Para aktivis penghapusan perkawinan anak di Indonesia mesti 
berhadapan dengan naratif yang purba yang mengakar di masyarakat 
kita, yang berkelindan dengan tradisi dan ajaran agama. Upaya  
penghapusan perkawinan anak pasti membawa percakapan tentang 
keadilan gender, hak-hak reproduksi perempuan, feminisme, yang 
masih asing bagi banyak orang. Penolakan dan penghakiman kerap 
mewarnai perjalanan mereka. Aktivis Kecamatan Selopuro, Blitar, 
Jawa TImur misalnya, tak jarang sampai berurai air mata ketika 
berbagi pengalaman mereka saat evaluasi program. 
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Dari Sukabumi, Indramayu, Bojonegoro, Ponorogo hingga Lombok 
pengalaman para aktivis ini serupa. Lelah, frustasi dan jenuh ketika 
upaya mereka membentur tembok, termentahkan oleh pemuka 
masyarakat yang berseberangan pendapat atau perubahan kebijakan 
dan pejabat di level birokrasi yang membuat gerakan sosial mundur 
beberapa langkah. Namun  bahkan di tengah itu semua, selalu 
kemenangan-kemenangan ‘kecil.’ Pertemuan dengan kepala dusun 
yang berlangsung lancar, pemuka desa dan tokoh agama yang 
awalnya menolak jadi melunak,  sahabat penyintas yang bangkit dan 
memberdayakan orang lain, dan sebagainya.   

Lalu kemudian, tercapai kemenangan-kemenangan yang lebih besar. 
Advokasi yang dilakukan aktivis Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) di 
tingkat daerah dan Yayasan Tunas Alam (Santai) yang menggolkan 
disahkannya peraturan desa (perdes) di Sukamanah, Krasak dan Sigar 
Penjalin, dan yang sedang berproses di Taman Baru.   Terwujudnya 
Peraturan Bupati (Perbup) di Bogor dan Sukabumi setelah empat 
tahun berproses dengan segala jatuh bangunnya, adalah prestasi 
yang membesarkan hati.  

Cerita-cerita seperti ini penting dituliskan dan disebarkan. Melalui 
ceritalah, segalanya dibingkai dan dimaknai, individu dan kelompok 
saling terhubung dan bisa saling menguatkan. Pencapaian Koalisi 18+ 
di tingkat nasional untuk mendorong revisi UU Perkawinan dan 
meningkatkan batas minimal usia pernikahan anak perempuan 
menjadi api semangat bagi aktivis di berbagai daerah, seperti yang 
dituliskan Rai Askaraning Tias di Sukabumi.  Kita juga bisa melihat 
bahwa perubahan naratif kolektif berjalan seiring dan paralel dengan 
transformasi individu dan perubahan naratif tentang diri seperti yang 
dikisahkan Muhammad Mu’iz dan Reski Liana Putri (Blitar), Rian Adi 
Kurniawan (Bojonegoro), dan Wiwin Tri Komala (Lombok).   
Menyelami cerita-cerita para aktivis ini, kita pun belajar  bahwa 
dengan menuturkan cerita,  mereka sedang membangun agensi, 
membentuk identitas dan mendorong tindakan, termasuk dapat 
mengajak lebih banyak orang  bergabung dalam barisan.   
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Tentu ada banyak kerja penting –selain bercerita-- yang dilakukan 
aktivis dalam proses perubahan sosial itu. Berjejaring,  gelar dengar 
pendapat,  negosiasi dan lobi, advokasi, pelaporan dan pencatatan, 
hingga  yang terasa paling pasif seperti menunggu,   Namun dalam 
dua dekade terakhir, kajian dan penelitian di berbagai negara telah 
mengungkapkan pentingnya penuturan cerita (storytelling) dalam 
gerakan perubahan sosial.  Misalnya penelitian etnografis dari 
sosiolog Elizabeth Borland (2014) mengenai proses jatuh bangunnya 
para aktivis gerakan pelegalan hak aborsi di Argentina yang 
mayoritasnya masyarakat konservatif dan pemeluk Katolik Roma. 

Penelitian Borland  mengungkapkan bagaimana  aktivis Argentina 
kerap menggunakan storytelling ketika terbentur dengan berbagai 
rintangan dan kekecewaan terhadap politisi dan mengalami sejumlah 
kemunduran dalam perjalanan 15 tahun proses advokasi.  Para 
aktivis menarasikan tantangan yang mereka hadapi, berusaha 
membuat hal-hal yang terjadi menjadi masuk akal, dan kadang itu 
yang mereka butuhkan untuk terus bergerak. Mereka menganalisis, 
mengambil pelajaran, dan mengubah kekecewaan menjadi strategi-
strategi baru. Pada Januari 2021, kemenangan itu tercapai, Argentina 
resmi menjadi negara Amerika Latin terbesar yang melegalkan 
aborsi. 

Perjalanan tak akan luput dari hambatan, mungkin sesekali 
kemunduran. Akan ada hari baik, dan hari yang kurang baik.  
Menceritakan dan menciptakan cerita membantu membangun 
konteks untuk menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan dari 
perjalanan pergerakan. Menguatkan kita hingga tiba pada tujuan 
yang kita idamkan: Indonesia yang lebih adil, yang bebas dari kasus 
pernikahan anak dan kekerasan berbasis gender.   

Feby Indirani 

Seorang jurnalis dan penulis. Feby dikenal sebagai penulis cerita pendek dan 
sudah menerbitkan buku kumpulan cerita pendek berjudul Bukan Perawan 
Maria yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan ke dalam bahasa 
Italia yang berjudul Non Ã'mica la vergine Maria dan diterbitkan pada 
pertengahan Juni 2019 oleh percetakan Add Editore. Feby menjadi pengajar 
kelas penulisan kreatif dan jurnalisme. 




